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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban selama tahun 2019 dengan berbagai dinamika dan tantangannya. 

Selanjutnya melalui laporan ini kami sajikan akuntabilitas kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagai perwujudan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta 

laporan kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 

2019 melalui serangkaian indikator kinerja utama. Laporan ini juga merupakan 

tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2019 yang bersifat tahunan 

sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian “good 

governance”. Karenanya, segenap keberhasilan maupun hambatan dalam 

pencapaian kinerja yang ditetapkan kami sajikan secara rinci, sebagai cerminan 

dari kesungguhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk 

melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan. 

Pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerjanya yang 

diukur capaian kinerjanya yang menjadi  pokok bahasan dalam laporan ini 

telah diperbaiki melalui penyempurnaan sistem akuntabilitas semenjak tahun 

2014 yang lalu dan kemudian disempurnakan kembali dengan penyusunan 

cascading kinerja yang dimulai menjelang triwulan IV tahun 2017 hingga akhir 

tahun 2019, dalam serangkaian proses yang diinisiaisi oleh Gubernur Sumatera 

Barat yang dinamakan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh 

Kementerian PAN&RB. Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja ini meliputi 

pencapaian kinerja dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan 2019. 

Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertangggungjawaban 

kami kepada publik dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi 

kedepan. 

Padang, 31 Januari  2020 

KEPALA, 
 
 
 

Ir. SITI AISYAH, M.Si. 
                                                                   Pembina Utama Muda 
                                                            NIP. 19670928 199203 2 002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari 

pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2017- 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui 

Penetapan Kinerja Tahun 2019. 

Terdapat beberapa isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Dinas 

Lingkungan Hidup. Isu pertama terkait masalah perubahan kualitas air. 

Peningkatan jumlah penduduk berkorelasi dengan peningkatan kebutuhan hidup 

dan sarana prasarana pendukungnya telah memicu terjadinya degradasi 

lingkungan berupa penurunan kualitas air. Berbagai sector yang mempengaruhi 

adalah aktifitas domestik, sektor pertanian, perikanan dan industri. Sumber 

pencemaran kualitas air sungai di Sumatera Barat setidaknya terdapat 38 pabrik 

pengolahan minyak sawit (20 pabrik tidak memiliki kebun sawit inti), 6 dari 7 

pabrik karet berada di pinggir sungai yang belum memiliki pengolahan air limbah 

yang efektif. Isu kedua terkait dengan masalah limbah dan persampahan. Setiap 

tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan 

penduduk. Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebesar 

7.653 m3/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi 

yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari 

permukiman dan kawasan pasar atau perniagaan. Permasalahan yang dihadapi 

saat ini adalah masih rendahnya tingkat pengelolaan di sebagian besar wilayah 

kabupaten. Persentase sampah terkelola baik yang dilakukan melalui pengurangan 

maupun penanganan di Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 49,54 %. Isu 

lainnya adalah belum terkelolanya secara maksimal limbah B3 dan limbah cair 

rumah sakit serta hotel. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah 

B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang 

cukup berarti terhadap pencemaran di Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair 

dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas. Isu ketiga, terkait 

terkait alih fungsi lahan. Munculnya isu alih fungsi lahan lebih disebabkan 

bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta 

berkurangnya lahan pertanian. Kondisi jumlah penduduk yang meningkat serta 

upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraannya turut mendorong 

pola pemanfaatan lahan di Provinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan 

kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, serta peningkatan lahan 

untuk penopang perekonomian masyarakat terutama perkebunan.   
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Dari hasil pengukuran kinerja yang bertitik tolak dari berbagai isu dan 

permasalahan prioritas yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 

2019, terdapat beberapa perkembangan yang cukup signifikan, yaitu adanya 

kecenderungan penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disamping keberhasilan 

pencapaian setiap target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. 

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2019 yang dimuat dalam LAKIP ini, yang bertitik tolak dari berbagai permasalahan 

atau isu prioritas tersebut di atas, telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen 

Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar 

arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan 

dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. 

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang 

termuat dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah: pertama, terwujudnya 

penataan lingkungan hidup; kedua, terkendalinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup; ketiga, terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi 

sumber daya alam; keempat, meningkatnya kapasitas dan peranserta 

stakeholders dan kelima, meningkatnya tata kelola organisasi 

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian 

target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam 

dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. 

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran 

sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja 

kelompok indikator kinerja sasaran strategis dengan asumsi pencapaian 100%. 

Menggunakan metode sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2019 berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 

109,84% dengan realisasi anggaran sebesar 96%. 

 
Padang, Januari  2020 

KEPALA, 
 
  

Ir. SITI AISYAH, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670928 199203 2 002 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 43 tahun 2017 tentang 

Rincian Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup dengan beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan 

hidup;  

c. Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat; 

d. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan 

Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 

serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

dibantu oleh 6 orang pejabat eselon III, 17 orang pejabat eselon IV dan sejumlah staf 

dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda. Bagan struktur organisasi Dinas 

Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

    

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2017-2021 
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Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan 

lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada 

kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2017 – 2021, 

serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin 

diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk 

memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2017 - 2021 adalah: 

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara 

2. Meningkanya Kinerja Organisasi 

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan 

Hidup menyusun sasaran strategis 2017 – 2021 sebagai berikut: 

a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup; 

b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

c. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup; 

d. Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakehodelders; 

e. Meningkatnya tata kelola organisasi. 

Masing-masing dari kelima sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja 

yang terukur sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis) 

lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator 

kinerja ini telah disempurnakan, disupervisi dan disetujui  langsung oleh Kementerian 

PAN&RB melalui serangkaian proses Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Gubernur 

Sumatera Barat di triwulan terakhir tahun 2018 yang lalu. 

Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat: 

Isu pertama, terkait masalah perubahan kualitas air. Peningkatan jumlah penduduk 

berkorelasi dengan peningkatan kebutuhan hidup dan sarana prasarana pendukungnya 

telah memicu terjadinya degradasi lingkungan berupa penurunan kualitas air. Berbagai 

sector yang mempengaruhi adalah aktifitas domestik, sektor pertanian, perikanan dan 

industri. Sumber pencemaran kualitas air sungai di Sumatera Barat setidaknya terdapat 

38 pabrik pengolahan minyak sawit (20 pabrik tidak memiliki kebun sawit inti), 6 dari 7 

pabrik karet berada di pinggir sungai yang belum memiliki pengolahan air limbah yang 
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efektif. Sedangkan kondisi lingkungan terdapat sekitar 230.098,6 Ha sawah dan 

2.957.965,2 Ha lahan pertanian bukan sawah yang berkontribusi mempengaruhi kualitas 

air sungai. Secara keseluruhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019 berada pada angka 77,67 kondisi ini lebih baik dari pada tahun 2018 yaitu 

sebesar 77,29.  

Isu kedua, terkait masalah limbah dan persampahan. Peningkatan jumlah timbulan 

sampah bergantung pula pada tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki 

tingkat ekonomi yang tinggi akan memiliki kebutuhan terhadap barang dan jasa yang 

tinggi pula sehingga akan berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap 

tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. 

Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebesar 7.653 m3/hari dan 

berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. 

Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman dan kawasan pasar atau 

perniagaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat 

pengelolaan di sebagian besar wilayah kabupaten. Persentase sampah terkelola baik yang 

dilakukan melalui pengurangan maupun penanganan di Provinsi Sumatera Barat baru 

mencapai 49,54 %. 

Isu ketiga, terkait alih fungsi lahan. Kondisi jumlah penduduk yang meningkat serta upaya 

pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraannya turut mendorong pola 

pemanfaatan lahan di Provinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kebutuhan 

lahan untuk perumahan dan permukiman, serta peningkatan lahan untuk penopang 

perekonomian masyarakat terutama perkebunan.  Pada tahun 2018 sudah terdapat 

195.475 Ha atau sekitar 15,29 % lahan pertanian yang beralih fungsi untuk peruntukan 

lainnya. Kondisi ini naik sebesar 8.824 Ha jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 

2011, dan jika di rata-ratakan terdapat kenaikan alih fungsi lahan sebesar 1.260,6 Ha per 

tahun. Alih fungsi tersebut sebagian besar teridentifkasi menjadi lahan perkebunan yaitu 

175.377,18 Ha atau sekitar 89,7%, lahan untuk areal perumahan dan permukiman seluas 

14,727,88 atau sekitar 7,5%, perubahan menjadi areal pertambangan termasuk lahan 

pertambangan emas tanpa izin seluas 4.580 Ha atau sekitar 2,34%, serta perubahan 

menjadi peruntukan industri seluas 830,26 Ha atau sekitar 0,42%. 

 Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2016 

– 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tabel 1 berikut: 



                                                                                                                                                             

                                                                    

                                                                                                                                                5 

 

LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

Tabel 1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

No Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan 

1 Meningkatnya 

Kualitas Air dan 

Udara 

 

 

 

Terwujudnya penataan 

lingkungan hidup 

 

 

 

1. Optimalisasi pemanfaatan 

perencanaan dan perizinan 

lingkungan lingkungan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

2. Inisiasi pelaksanaan valuasi 

ekonomi lingkungan 

1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK 

perizinan dan kualitas dokumen lingkungan 

sebagai dasar penerbitan izin lingkungan 

2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana 

dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan 

3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan 

lingkungan dengan dokumen perencanaan 

daerah/nasional lainnya 

4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen 

perencanaan di setiap daerah kab/kota 

5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi 

lingkungan serta regulasi dalam implementasinya 

6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain 

dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi 

lingkungan. 
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LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

No Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan 

  Terkendalinya 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hidup; 

1. Meningkatkan mutu 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

pengawasan; 

2. Penaggulangan dampak 

lingkungan pada media-media 

lingkungan yang tercemar 

/rusak 

3. Penegakkan hukum dan 

penaatan terhadap hukum 

lingkungan  

 

1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan 

perluasan cakupan pengawasan baik kepad sumber 

maupun pada media lingkungan  

2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketesediaan 

PPLH dan PPNS. 

3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ 

tercemar 

4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan 

5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah 

6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan 

peraturan perundang-undangan pengelolaan LH 

7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan 

1. Terwujudnya upaya-

upaya pemeliharaan 

/ konservasi sumber 

daya alam; 

 

1. Menetapkan kawasan 

konservasi / pemeliharaan 

2. Mengendalikan mutu lokasi 

konservasi / pemeliharaan  

1. Perbaikan kualitas data pemataan kawasan yang 

akan dikonservasi.  

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/ 

lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi; 

3. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-

lokasi pemeliharaaan 

4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / 

design model-model pemeliharaan  
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LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

No Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan 

  

 

 

Meningkatnya kapasitas 

dan peranserta 

stakeholders; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memberdayakan dan 

meningkatkan kapasitas 

stakeholder dalam 

pengelolaan lingkungan hidup 

secara mandiri; 

2. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas personil dan sarana 

penunjang pengelolaan 

lingkungan hidup. 

3. Memberikan jaminan fasilitasi 

dan dukungan iklim yang baik 

bagi masyarakat untuk ikut 

serta berperan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup 

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana 

prasarana penyampaian informasi dan publikasi 

kepada stakeholders 

2. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta 

masyarakat / stakeholders   

3. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada 

sektor lain 

4. Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian 

penghargaan  

5. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot 

project pengelolaan lingkungan mandiri oleh 

masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapt 

dijadikan rujukan ke depan 

6. Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana 

prasarana yang dibutuhkan masyarakat / 

stakeholders lain dalam rangka ikut berperan 

dalam pengelolaaan lingkungan. 
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LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

No Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan 

2 Meningkatnya 

Kinerja Organisasi 

Meningkatnya tata 

kelola organisasi 

1. Peningkatan kualitas 

perencanaan dan pelaporan 

2. Peningkatan kualitas 

pelayanan internal organisasi 

3. Peningkatan kualitas 

penatausahaan keuangan 

4. Peningkatan implementasi 

sistem pengendalian internal 

pemerintah (SPIP) 

1. Mensinkronkan antara dokumen penganggaran 

dengan dokumen perencanaan organisasi; 

2. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 

3. Memberikan perhatian terhadap kualitas dan  

jadwal-jadwal penyampaian dokumen perencanaan 

dan pelaporan kinerja oorganisasi 

4. Melengkapi ketersediaan dan akurasi data 

kepegawaian, pengelolaan sarana parasarana dan 

meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian 

5. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja KPA, PPTK dan 

PPK dalam hal penatausahaan keuangan organisasi 

6. Menindaklanjuti dan berupaya seoptimal mungkin 

mengurangi jumlah temuan inspektorat dalam tata 

kelola organisasi.  

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2019
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LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang 

dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan 

Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur 

Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan 

supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi 

Birokrasi yang dimulai pada bulan September 2017.  

Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 terbagi atas 

Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan Perjanjian Kinerja 

antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang 

harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan 

susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 

tahun 2016 - 2021. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

A. Rencana Kinerja Sasaran 

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 

2019 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas 

Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan lingkungan 

hidup di Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 tahun dan tahun 2019 merupakan 

tahun kedua untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam periode 2017 – 2021, 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                    

 

                                                                                                                                                   10 
 
 

LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

Tabel 2. Rencana Kinerja Sasaran 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1 

  

Terwujudnya penataan 

lingkungan hidup 

1 Persentase kecukupan 

instrumen penataan lingkungan  

di Sumbar  

67% 

2 Persentase pemanfaatan 

instrumen penataan lingkungan  

75% 

2 

  

Terkendalinya 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hidup 

1 Persentase penurunan beban 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan  

5% 

3 

 

Terwujudnya upaya-

upaya pemeliharaan / 

konservasi lingkungan 

hidup 

1 

 

 

Persentase peningkatan upaya-

upaya pemeliharaan 

lingkungan yang sesuai kriteria 

20% 

4 Meningkatnya kapasitas 

dan peranserta 

stakeholders 

1 Persentase peningkatan jumlah 

masyarakat / kelompok 

masyarakat / lembaga yang 

berperan aktif  dalam program 

penyelamatan lingkungan  

5% 

5 Meningkatnya tata 

kelola organisasi 

1 Nilai evaluasi AKIP OPD BB 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2019 

B. Rencana Kinerja Kegiatan 

Rencana kerja sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program 

lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-

kegiatan pembangunan lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung sehingga 

Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja 

kegiatan. Rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara ringkas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 

IPA 

IPU 

5 < IPA <10 

IPU <11 

Peningkatan Pemulihan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup Perkotaan 
(Adipura) 

Jumlah kab /kota yang dibina dan 
dinilai; Jumlah peserta yang 
mengikuti sosialisasi 

13 kab/kota; 
105 orang 
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LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

Pemantauan kualitas 
lahan dan biota Laut 

Jumlah objek biomassa, gambut dan 
mangrove yang dipantau 

1 objek 
biomassa, 3 
objek gambut 
dan 6 objek 
mangrove 

Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Lingkungan 
Usaha Dan/atau Kegiatan 
(PROPER Daerah) 

Jumlah objek kegiatan yang dinilai 
kinerja pengelolaan lingkungan 
hidupnya 

15 objek kriteria 
daerah 

Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan 
Limbah B3 

Jumlah objek kegiatan yang dilakukan 
pembinaan dan pemantauan dalam 
pengelolaan LB3  

15 objek 

Pemantauan Kualitas 
Udara Ambien 

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan 
pemantau kualitas udara ambien 

10 kab/kota 

Pemantauan Kualitas 
Sumber Air Skala Provinsi 

Jumlah sungai dan danau yang didata 
kualitas air serta pencemarnya 
sebagai bahan kebijakan dalam 
pengelolaannya 

10 sungai; 4 
danau; 

Pengawasan dan 
Pengendalian sumber 
kerusakan LH 

Jumlah sumber kerusakan lingkungan 
yang diidentifikasi kerusakannya dan 
ditindaklanjuti dengan upaya upaya 
pencegahan 

10 objek 

Pengadaan peralatan, 
Suporting Laboratorium 
dan Bahan Kimia 

Jumlah pengadaan peralatan dan 
supporting laboratorium yang 
disediakan 

1 unit 
spektrofometer; 
1 unit hot plate 
and stirer, 1 unit 
timbangan 
teknis, 1 buah 
sentrifus, 1 unit 
pH meter, 1 unit 
oven, 1 unit 
timbangan 
analitik, 1 unit 
auto clave, 1 unit 
water sampler 
pertikal, 1 unit 
water sampler 
horizontal, 1 unit  
shaker, 56 jenis 
peralatan/perlen
gkapan 
pendukung 
laboratorium 
dan bahan kimia 
serta 5 orang 
petugas 
laboratorium 
lingkungan 

Pilot projek pengelolaan 
LB3 

Jumlah dokumen FS pengelolaan LB3 
yang disusun 

1 dokumen 
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Pembinaan Adaptasi Dan 
Mitigasi Perubahan Iklim 
(Kampung Iklim) 

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam 
pelaksanaan kegiatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim 

7 kab/kota 

Program Tata 
Lingkungan, 
perlindungan dan 
Konservasi SDA 

1) Persentase kecukupan 
instrumen penataan lingkungan di 
Sumbar  
2) Persentase pemanfaatan 
instrumen penataan lingkungan 
3) Persentase peningkatan upaya-
upaya pemeliharaan lingkungan 
yang sesuai kriteria 
 

63% 
 
75% 
 
 
15% 
 

Penyusunan Dokumen 
Daya Dukung Daya 
Tampung Lingkungan 
Hidup Berbasis Jasa 
Ekosistem Perairan Laut 

Terlaksananya pengumpulan data dan 
metodologi untuk penyusunan 
dokumen DDDTLH berbasis jasa 
ekosistem perairan laut 

1 laporan data 
dan metodologi 
untuk 
penyusunan 
dokumen 
DDDTLH laut 

Pembinaan Dan Evaluasi 
Kinerja Penatalaksanaan 
Penilaian/Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan 
Hidup 

Jumlah kab/kota yang dievaluasi 
kinerja penatalaksanaan penilaian 
dokumen Amdal atau pemeriksaan 
UKL-UPL nya; Jumlah kab/kota yang 
dibina/diverifikasi terkait pengajuan 
lisensi Komisi Penilai Amdalnya 

11 Kab/Kota; 3 
Kab/Kota 

Monitoring dan Evaluasi 
Program/Kegiatan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah peserta Rakor PLH; Jumlah 
Kab/Kota yang dilakukan monitoring 
dan evaluasi 

72 orang; 10 
kab/kota 

Perlindungan atmosfir 
dari perusak ozon (BPO) 
dan emisi gas rumah kaca 
(GRK) 

Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi 
pemakaian bahan perusak ozon dan 
emisi gas rumah kaca 

7 Kab/Kota 

Pembinaan KLHS 
Terhadap Dokumen 
Perencanaan 

Jumlah kab/kota yang dibina dalam 
pelaksanaan KLHS terhadap dokumen 
perencanaan; Jumlah dokumen KLHS 
revisi RPJPD dan Revisi RPJMD yang 
disusun; jumlah peserta 
sosialisasi/Bimtek terkait 
pelaksanaan KLHS 

5 kab/kota; 2 
dokumen; 65 
orang 

Pembinaan dan evaluasi 
penyusunan RPPLH 
berbasis daya dukung dan 
daya tampung lingkungan 

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan 
dievaluasi penyusunan RPPLH 
berbasis daya dukung dan daya 
tampung lingkungan 

7 kab/kota 

Valuasi ekonomi 
lingkungan melalui 
Insentif, disinsentif dan 
pendanaan lingkungan 

Jumlah instrumen valuasi ekonomi 
lingkungan (insentif, disinsentif dan 
pendanaan lingkungan) yang disusun; 
jumlah peserta sosialisasi 

1 draft 
dokumen; 50 
orang 

Pemetaan Ekosistem 
Pemeliharaan Lingkungan 
dan Keanekaragaman 
Hayati 

Jumlah Ekosistim yang di petakan 
potensi kawasannya; jumlah dokumen 
profil kehati 

4 kawasan; 1 
dokumen 
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Program Penaatan dan 
Penegakan Hukum 
Lingkungan 

Persentase ketaatan pemilik usaha 
dan/atau kegiatan terhadap 
hukum lingkungan 

55 % 

Penyusunan peraturan 
perundang undangan 
bidang lingkungan hidup 

Jumlah peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup 
yang disusun 

4 peraturan 
(Perda; 
Pergub/Kepgub) 

Pembinaan Hukum dan 
Perizinan Lingkungan 
Pembinaan dan 
Pengawasan Lingkungan 

Jumlah instansi lingkungan hidup dan 
jumlah pemilik usaha/kegiatan yang 
dilakukan pembinaan, pengawasan, 
dan monitoring evaluasi terhadap 
tindak lanjut sanksi hukum yang 
diterbitkan 

3 kab/kota; 16 
objek usaha 
dan/atau 
kegiatan 

Penaatan Hukum 
Lingkungan 

Jumlah kasus lingkungan hidup yang 
dapat diselesaikan; jumlah kasus 
lingkungan hidup yang difasilitasi 
penyelesaiannya; Jumlah objek yang 
akan dilakukan monev dan 
implementasi penerapan sanksi 

4 kasus; 14 
kasus; 6 objek 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Persentase peningkatan jumlah 
masyarakat/kelompok masyarakat 
/ lembaga yang berperan aktif 
dalam program penyelamatan 
lingkungan  
 

18 % 

Peningkatan Edukasi Dan 
Komunikasi Masyarakat 
Di Bidang Lingkungan 

jumlah rangkaian acara edukasi dan 
kampanye lingkungan hidup 

1 even 

GEPULING (Gerakan 
Penyuluhan Lingkungan) 

Jumlah penyuluh multi sektor yang 
ditingkatkan wawasan lingkungannya 
dan diberdayakan dalam 
penyebarluasan informasi lingkungan 
hidup 

70 orang 

Penyusunan Dokumen 
Informasi Kinerja 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah (DIKPLHD) 

Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar 
yang dicetak; Jumlah dokumen data 
IKPLHD Tahun 2018, Jumlah peserta 
penyaringan isu prioritas lingkungan; 
Kab/Kota yang ditetapkan sebagai 
Penyusun Buku DIKPLHD 
terbaik Tingkat Propinsi Sumatera 
Barat 

40 buku; 1 draft; 
55 orang; 5 
Kab/Kota 

Pembinaan Dan Penilaian 
Peranserta Masyarakat 
Dan Kelompok Peduli 
Lingkungan Hidup 
(Kalpataru) 

Jumlah calon yang dibina untuk 
diusulkan sebagai calon penerima 
kalpataru 

8 
orang/kelompok 

Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Pendidikan 

Jumlah sekolah yang dibina dan 
dinilai dalam program Adiwiyata; 

50 sekolah; 80 
orang; 150 orang 
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Dasar dan Menengah 
Dalam Pelestarian 
Lingkungan Hidup 

jumlah peserta bimtek tim adiwiyata; 
jumlah peserta sosialisasi adiwiyata; 
jumlah peserta adiwiyata award  

Program 
Pengembangan Sistim 
dan Pengelolaan 
Persampahan Regional 

Terselenggaranya pengelolaan TPA 
Sampah Regional 

100 % 

Pemantauan kualitas 
lingkungan kawasan TPA 
Sampah Regional 

Jumlah laporan kawasan lingkungan 
TPA Sampah Regional yang dipantau 

4 laporan 

Pengendalian dan 
operasional UPTD TPA 
Sampah Regional 

Terlaksananya operasional TPA 2 TPA 

Program 
pengembangan kinerja 
pengelolaan 
persampahan 

Persentase penurunan volume 
sampah melalui implementasi 3R 

2 % 

Peningkatan 
Implementasi Gerakan 
Sumbar Bersih 

Jumlah kecamatan/kelurahan yang 
dibina dan dinilai, Jumlah peserta 
sosialisasi 

12 kecamatan 7 
kelurahan, 60 
orang 

Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 
Permukiman (PPSP) 

Jumlah kab/kota yang 
dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan 
PPSP 

4 kab/kota 

Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam 
pengelolaan sampah 

Jumlah kegiatan / kelompok 
masyarakat yang mengaplikasikan 3R 
sampah, Jumlah peserta Bimtek 

8 
kegiatan/kelomp
ok; 57 orang 

Pembinaan pengelolaan 
sampah kab/kota 

Jumlah kabupaten/kota yang dibina 
dalam pengelolaan persampahan, 
jumlah peserta yang mengikuti 
bimtek 

19 Kab/Kota; 40 
orang 

         Sumber: Dinas Lingkungan Hidup  Provinsi Sumatera Barat, 2019 

C. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja 

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja 

kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Metode 

pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan 

membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran 

strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan 

capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan 

keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian 

keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan 
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 

NO KLASIFIKASI PREDIKAT 

1  > 84%  Sangat Baik  

2  69% - 84%  Baik  

3  53% - 68%  Cukup  

4  < 53%  Gagal  

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat 

 

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

tahun 2019  dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran 

kinerja. Terdapat 6 indikator kinerja sasaran, maka masing-masing dari capaian 

indikator tersebut berkontribusi sebanyak 16,67% dari total 100% nilai kinerja 

organisasi. 

2. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau 

melebihi apabila memungkinkan (polarisasi maximize). 

3. Terdapat satu indikator kinerja yang berupa huruf. Namun huruf ini dapat 

diinterpretasikan ke dalam bentuk kisaran/range angka. Apabila realisasi (angka 

absolut) dari indikator ini sama dengan yang ditargetkan, maka dinyatakan 

target tercapai 100%. 

4. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-

masing indikator adalah: 

Realisasi 
X 100% 

Target 
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BAB  III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2019 dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap indikator 

indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah 

sebagaimana terangkum dalam tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

Sasaran 1 (SS1) 

Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

CAPAIAN 

Persentase kecukupan instrumen 

penataan lingkungan di Sumbar 67% 
 

87,23% 

 

130,19% 

Persentase pemanfaatan instrumen 

penataan lingkungan 

 

75% 

 

85% 

 

113,33% 

Sasaran 2 (SS2) 

Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

CAPAIAN 

Persentase penurunan beban 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

 

5% 4,85% 97,06% 

Sasaran 3 (SS3) 

Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

CAPAIAN 

Persentase peningkatan upaya-

upaya pemeliharaan lingkungan 

yang sesuai kriteria 

 

 

20% 19,9% 99,5% 
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Sasaran 4 (SS4) 

Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

CAPAIAN 

Persentase peningkatan jumlah 

masyarakat / kelompok 

masyarakat / lembaga yang 

berperan aktif  dalam program 

penyelamatan lingkungan  

5% 5.93% 119% 

Sasaran 5 (SS5) 

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

CAPAIAN 

Nilai Evaluasi AKIP OPD BB BB 100% 

% Capaian rata-rata 109,84% 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup  Provinsi Sumatera Barat, 2019 

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 6 indikator kinerja 

yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2019 adalah 109,84%. Rata-

rata capaian indikator kinerja sebesar 109,84% tersebut termasuk dalam klasifikasi 

berhasil dengan kategori sangat baik.  

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa keseluruhan atau 100% indikator kinerja 

termasuk kategori berhasil dengan tingkat capaian >100%, dengan kata lain tidak ada 

indikator kinerja yang tergolong gagal. 

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 5, selanjutnya pada sub 

bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per 

sasaran. 

Adapun analisa dari pencapaian kelima sasaran strategis dari Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel 5 di atas akan diuraikan sebagai 

berikut: 
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I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1) 

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang dapat 

diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:  

1. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan  

2. Presentase Pemanfaatan Instrumen Penataan Lingkungan  

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1) 

No INDIKATOR KINERJA TARGET 
KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

%  
CAPAIAN 

1. Persentase kecukupan instrumen 
penataan lingkungan di Sumbar 

67 % 87,23 130,19 

2. Persentase pemanfaatan 
instrumen penataan lingkungan 

75 % 85 113,33 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 121,76 
 (sangat baik) 

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2019 

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis I (SS I) serta analisa dari kedua 

Indikator Kinerja, akan diuraikan sebagai berikut: 

A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan 

1.1. Realisasi 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penentuan realisasi dari target indikator kinerja 

persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar Tahun 2019 

mengacu kepada: 

1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana 

Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung 

Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi;  

2) Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Validasi KLHS Terhadap 

Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota;  

3) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terkait 

dengan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup;  
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4) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terkait 

dengan Penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan 

Hidup Berbasis Jasa Ekosistem; 

5) Hasil koordinasi dengan tim Pokja KLHS provinsi. 

6) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup, Pokja KLHS 

kabupaten/kota terkait perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap 

dokumen perencanaan kabupaten/kota.  

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung 

Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem tahun 2019 dengan alokasi anggaran 

pelaksanaan kegiatan berada di APBD/DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat. Adapun kegiatan ini diarahkan kepada Dokumen Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera 

Barat mempedomani Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup 

(DDDTLH) berbasis Jasa Ekosistem serta pembinaan penyusunan DDDTLH 

dan RPPLH kepada Instansi Lingkungan Hidup dan Bappeda Kabupaten/Kota.  

Disamping itu, terkait dengan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen 

perencanaan yang telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2014 dengan 

alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan berada pada APBD/DPA Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim 

pembinaan KLHS Provinsi yang ditujukan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang belum atau sedang/telah melaksanakan KLHS terhadap 

dokumen perencanaannya (RTRW, RDTR dan/atau RPJMD/RPJPD). 

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 lebih diarahkan kepada pemahaman 

terhadap peraturan terkait KLHS yang baru disahkan pada akhir tahun 2016 

yaitu PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Permenlhk No. P.69/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan 

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kegiatan lebih difokuskan 

terhadap kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS dokumen perencanaan 
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(RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR) di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Disamping itu dilakukan juga penyusunan KLHS Perubahan RPJPD Provinsi 

Sumatera Barat dan berperan aktif dalam penyusunan KLHS Revisi RTRW 

Provinsi Sumatera Barat, KLHS Kawasan Mandeh dan beberapa KLHS 

Kabupaten/Kota. 

Pembinaan KLHS pada tahun 2019 dilakukan terhadap 5 (lima) 

kabupaten/kota, yaitu Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, 

Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS di atas, disosialisasikan 

tahapan pelaksanaan KLHS penjaminan kualitas dan validasi KLHS sekaligus 

inventarisasi dokumen perencanaan wajib KLHS yang telah/sedang/akan 

disusun/dievaluasi KLHSnya. Terhadap kabupaten/kota yang tidak termasuk 

objek pembinaan/evaluasi hasil pembinaan, dilakukan koordinasi (melalui 

telepon atau surat) dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten/Kota 

tersebut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap 

dokumen perencanaan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Namun 

tidak menutup kemungkinan terhadap kabupaten/kota yang menjadi objek 

pembinaan/evaluasi hasil pembinaan dilakukan koordinasi sebagaimana 

dimaksud guna meng-update/memperbarui informasi terkait pelaksanaan 

KLHS di kabupaten/kota tersebut. Untuk pelaksanaan KLHS dokumen 

perencanaan provinsi, proses penyusunan KLHS dilaksanakan oleh OPD 

penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yaitu Dinas PUPR dan 

Bappeda Provinsi bersama-sama dengan POKJA KLHS yang beranggotakan 

OPD terkait termasuk DLH Provinsi. Sedangkan KLHS Perubahan RPJPD dan 

RPJMD dilakukan oleh DLH Provinsi bersama Tim Pokja KLHS yang dibentuk 

melalui Keputusan Gubernur. 

b. Acuan dan Alat 

1. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pelindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung 

Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem, terdapat beberapa aturan/regulasi 

yang dipedomani, yaitu: 

a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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b) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tanggal 11 November 2016 

tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

c) Buku Pedoman Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan 

Hidup Jasa Ekosistem yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian 

Pembanguan Ekoregion Sumatera (P3ES)  

2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan, 

dan dalam menentukan persentase jumlah dokumen perencanaan 

provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS, terdapat 

beberapa aturan/regulasi yang dipedomani, yaitu: 

a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

b) PP No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 

P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 

atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 

c. Metodologi Perhitungan 

Dalam menghitung presentase kecukupan instrumen penataan lingkungan 

Provinsi Sumatera Barat digunakan formula/rumusan sebagai berikut: 

Jumlah Instrumen penataan lingkungan yang disusun 
X 100 % 

Jumlah seluruh dokumen penataan yang harus ada 

Adapun instrumen penataan lingkungan yang disusun meliputi: 

a. Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan 

kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan LH dan 

berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (prov/kab/kota) seperti Daya 

Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian 
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Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang suatu dokumen lingkungan hidup 

yang diwajibkan dalam penyusunan RTRW, RDTR, RPJPD, RPJMD, RZWP3K 

dll.  

b. Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk teknis yang diterbitkan sesuai 

dengan Perda LH 

c. Mekanisme insentif dan disinsentif yang dikembangkan terkait dengan 

valuasi ekonomi. 

d. Regulasi sebagai dasar hukum terkait pelaksanaan valuasi ekonomi 

lingkungan 

e. Kesepakatan antar daerah/instansi dalam rangka implementasi valuasi 

ekonomi lingkungan 

Tahun 2019 target instrumen penataan lingkungan yang disusun adalah 

dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berbasis 

Jasa Ekosistem dan Dokumen Rencana Perlindungan sebanyak 14 dokumen 

DDDTLH, Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

sebanyak 5 dokumen RPPLH, dokumen perencanaan prov/kab/kota yang 

sudah di KLHS pada tahun 2019 sebanyak 38 dokumen KLHS, target 

peraturan gubernur sebagaimana yang diamanatkan dalam PERDA Prov. 

Sumbar No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 sebanyak 2 pergub. Berdasarkan hasil 

koordinasi yang dilakukan pada saat kegiatan penyusunan DDDTLH Berbasis 

Jasa Eksosistem yang dilakukan Provinsi Sumatera Barat dengan instansi 

lingkungan hidup kabupaten/kota terhimpun bahwa pada tahun 2019 

dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Eksosistem provinsi/kab/kota yang telah 

tersusun sebanyak 20 (dua puluh) dokumen DDDTLH Berbasis Jasa 

Ekosistem, yaitu: 

1) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Sumatera Barat 

2) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Agam 

3) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pasaman 

4) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Lima Puluh Kota 

5) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pesisir Selatan 

6) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok 

7) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok Selatan 

8) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Padang Pariaman 
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9) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Bukittinggi 

10) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Padang Panjang 

11) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Solok 

12) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Padang 

13) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Tanah Datar 

14) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Payakumbuh 

15) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Pariaman 

16) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Sijunjung 

17) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Sawahlunto 

18) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pasaman Barat 

19) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya 

20) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Berdasarkan informasi dan koordinasi pada saat kegiatan penyusunan 

DDDTLH Berbasis Jasa Eksosistem dan RPPLH yang dilakukan DLH Provinsi 

Sumatera Barat didapatkan data bahwa pada tahun 2019 telah tersusun 

dokumen RPPLH sebanyak 11 (sebelas) dokumen, yaitu: 

1) Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Barat 

2) Dokumen RPPLH Kab. Agam 

3) Dokumen RPPLH Kab. Pasaman 

4) Dokumen RPPLH Kota Padang Panjang  

5) Dokumen RPPLH Kota Solok 

6) Dokumen RPPLH Kota Payakumbuh 

7) Dokumen RPPLH Kota Pariaman 

8) Dokumen RPPLH Kabupaten Lima Puluh Kota 

9) Dokumen RPPLH Kabupaten Solok 

10) Dokumen RPPLH Kabupaten Padang Pariaman 

11) Dokumen RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan 

Sedangkan untuk dokumen perencanaan yang wajib di KLHS adalah 

RPJPD/RPJMD atau revisi/perubahannya dan RTRW beserta turunannya 

(RDTR/RTR kawasan). Dalam penyusunan LAKIP tahun 2019, konteks 

dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS adalah dokumen perencanaan 

yang telah dilakukan penyusunan KLHS.  
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Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pembinaan/evaluasi hasil 

pembinaan KLHS dan hasil koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan 

kabupaten/kota diketahui bahwa dokumen perencanaan yang telah di KLHS 

sebagaimana tersebut di atas, sampai pada akhir tahun 2019, terdapat 

sebanyak 7 dokumen perencanaan provinsi yang telah di KLHS yaitu 

Dokumen RPJMD, RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak, RZWP3K, KLHS 

Kawasan Strategis Danau Maninjau, KLHS Revisi RTRW dan KLHS Kawasan 

Strategis Provinsi (Kawasan Mandeh) dan KLHS Perubahan RPJPD dan 41 

dokumen perencanaan kabupaten/kota, yang terdiri dari: 

1) Dokumen RPJPD sebanyak 2 kabupaten/kota yaitu Kota Solok dan Kota 

Bukittinggi 

2) Dokumen RPJMD sebanyak 18 Kab/Kota yaitu Kab. Dharmasraya, Kab. 

Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang 

Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, 

Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang, kota Bukittinggi, Kota 

Solok, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kab. Kep Mentawai dan Kota 

Payakumbuh 

3) Dokumen RTRW dan RDTR sebanyak 21 dokumen yaitu: 

 Revisi Dokumen RTRW Kota Bukitinggi, Revisi RTRW Kota Padang, 

Revisi RTRW Kota Sawahlunto, Revisi RTRW Kab. Pesisir Selatan, 

Revisi RTRW Kab. Sijunjung, Revisi RTRW Kabupaten Padang 

Pariaman, Revisi RTRW Kota Pariaman, Revisi RTRW Kota 

Payakumbuh dan Revisi RTRW Kabupaten Agam 

 Dokumen RDTR Kawasan Lubuk Basung Kab. Agam, RDTR Kawasan 

Tanjung Mutiara Kab. Agam, RDTR Kawasan Sariklamak Kab. Lima 

Puluh Kota, RDTR Kawasan Madeh Kab. Pesisir Selatan, RDTR 5 

Bagian Wilayah Perencanaan Kota Payakumbuh, Kawasan Padang Bay 

City, Kawasan Rehabilitasi Rekontruksi Kota Padang, RDTR Kayu 

Tanam Kab. Padang Pariaman, RDTR Kawasan Taram Kab. Limapuluh 

Kota, RDTR Kota Bukittinggi, RDTR Kota Tapan Kab. Pesisir Selatan 

dan RDTR Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar 

Amanat PERDA Prov. Sumbar No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimplementasikan dalam penyusunan 

Peraturan Gubernur sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 2 (satu) Peraturan 
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Gubernur yaitu : Pergub No 26 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana 

Usaha/Kegiatan yang Wajib UKL/UPL dan Pergub No 26 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi Mutu Dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, 

Batang Lembang, Batang Sinamar, Batang Pangian dan Batang Masang Gadang 

Provinsi Sumatera Barat 

Dari data di atas, kecukupan instrument penataan lingkungan sebanyak 82 

(delapan puluh dua) dokumen perencanaan terdiri dari dokumen DDDTLH 

sebanyak 20 (dua puluh) dokumen, dokumen RPPLH sebanyak 11 (sebelas) 

dokumen, dokumen KLHS Provinsi sebanyak 7 (tujuh) dokumen, dokumen 

KLHS Kabupaten/Kota sebanyak 41 (empat puluh satu) dokumen, dokumen 

Valuasi Ekonomi Lingkungan sebanyak 1 (satu) dokumen serta 2 (dua) 

peraturan gubernur, maka dapat dihitung realisasi kinerja untuk indikator 

persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota 

menggunakan formula/rumusan di atas. Perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

Realisasi 

Kinerja  
= 

Jumlah instrumen penataan lingkungan yang 
disusun × 100% 

Jumlah seluruh dokumen penataan yang harus ada  

 = 
82 

× 100% = 87,23 % 
94 

1.2. Analisis Capaian Kinerja 

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2018 

Hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator persentase kecukupan 

instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat sebagaimana uraian di atas 

menunjukkan angka 87,23%. Persentase realisasi ini melebihi dari target 

kinerja indikator, yakni sebesar 67%. Capaian kinerja untuk tahun 2019 

diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun 

tersebut. Adapun target dan realisasi kinerja dapat dilihat sebagiamana tabel 

berikut: 
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Tabel 7 Target dan Realisasi Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan   

Di Sumatera Barat 

No. Dokumen Perencanaan 

Lingkungan 

Tahun 2019 Dokumen 

Perencanan 

yang Harus 

ada/tersedia  

Target Realisasi 

1. Daya Dukung Daya Tampung 

Lingkungan Hidup Berbasis Jasa 

Ekosistem 

14 20 20 

2. Dokumen Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

5 11 20 

3. Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (Prov dan 

Kab/Kota) 

38 48 34 

4. Peraturan Gubernur sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Perda 

LH No 14 tahun 2012 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

2 2 8 

5. Mekanisme insentif dan 

disinsentif yang dikembangkan 

2 1 5 

6. Peraturan yang disusun sebagai 

dasar hukum pelaksanaan valuasi 

ekonomi lingkungan (Insentif dan 

disinsentif)  

1 0 5 

7. Kesepakatan antar 

daerah/instansi dalam rangka 

pelaksanaan valuasi ekonomi 

lingkungan (insentif dan 

disinsentif) 

1 0 2 

Total 63 82 94 

Presentase 67,02% 87,23% 100% 

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2019 

 

Merujuk kepada tabel. 7 di atas, maka capaian kinerja dapat dilakukan 

perhitungan dengan mengunakan formulasi sebagai berikut: 

Capaian 

Kinerja  
= 

Realisasi kinerja 
× 100% 

Target kinerja yang telah ditetapkan 

 

 = 87,23% × 100% =   130,15% 
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67,02% 

 

Dengan nilai pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target indikator 

kinerja, berikut dengan capaian kinerja > 100%, secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparat di daerah dalam 

pemenuhuan instrumen dokumen perencanaan baik DDDTLH, RPPLH dan 

pelaksanaan KLHS sudah cukup baik dan kesadaran akan pentingnya 

dokumen perencanaan lingkungan telah dimiliki oleh sebagian besar 

pihak/stakeholder di daerah, sehingga telah ada upaya untuk merealisasikan 

pelaksanaannya.  

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun Lalu 

dan beberapa tahun terakhir 

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan capaian kinerja 

tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 8 Kondisi dokumen perencanaan yang telah tersusun antara  

 tahun 2016 sampai tahun 2019 

No. Dokumen Perencanaan 

Lingkungan 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 

1. Daya Dukung Daya Tampung 

Lingkungan Hidup Berbasis 

Jasa Ekosistem 

1 11 18 20 

2. Dokumen Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

0 3 4 11 

3. Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 
28 29 40 48 

4. Dokumen Valuasi Ekonomi 

Lingkungan 
0 0 0 1 

5. Peraturan Gubernur 0 0 1 2 

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2019 
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Grafik 1 Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan 2016 – 2019 
 

Disamping itu, perbandingan juga dilakukan terhadap pencapaian realisasi 

kinerja sasaran strategis terwujudnya penataan lingkungan dengan indikator 

Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan  di Sumbar dalam 

kurun waktu 2017 s/d 2019 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut : 

 

Grafik 2 Persentase Pencapaian ecukupan Instrumen penataan lingkungan  di Sumbar 
2017 – 2019 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, menunjukan peningkatan yang signifikan 

jumlah kecukupan dokumen perencanaan lingkungan khusus dokumen Daya 

Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem yang 

disusun oleh Provinsi/Kabupaten/Kota antara tahun 2016, 2017, 2018 dan 

2019 (Tahun 2016 sebanyak 1 Dokumen, Tahun 2017 sebanyak 11 dokumen, 
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tahun 2018 sebanyak 18 dokumen dan Tahun 2019 seluruh kabupaten/kota 

telah menyusun dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem). Disamping itu 

terdapat peningkatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada tahun 2017 sebanyak 2 

kabupaten, tahun 2018 sebanyak 4 kabupaten/kota dan tahun 2019 sebanyak 

11 kabupaten/kota. Seiring dengan peningkatan yang signifikan jumlah 

dokumen perencanaan lungkungan baik yang disusun oleh OPD Teknis 

Provinsi dan OPD Teknis Kab/kota serta Instansi Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kab/Kota sehingga realisasi capaian dan persentase capaian terhadap 

indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya bahkan 

melebih 100% realisasi capaiannya hal ini dapat dilihat sebagaimana grafik 2 

tersebut di atas. 

Meningkatkannya jumlah dokumen perencanaan lingkungan khususnya 

Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa 

Ekosistem yang pada tahun 2019 ini seluruh kab/kota telah selesai menyusun 

dan dilanjutkan dengan menyusun dokumen RPPLH, disebabkan oleh : 

1. Pembinaan dan Pendampingan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan 

Daya Tampung Lingkungan Hidup   

2. Pembinaan Penyusunan RPPLH berbasis DDDTLH 

3. Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam dokumen 

perencanaan. 

4. Meningkatnya pemahaman SDM Kab/kota terhadap pentingnya 

dokumen perencanaan lingkungan yang wajib disusun oleh Pemerintah 

Kab/kota 

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra 

Realisasi kinerja tahun 2019 merupakan realisasi kinerja dari target jangka 

menengah yang ditetapkan pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan 

Hidup pada tahun 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan/dipastikan 

bahwa realisasi kinerja telah melebihi target jangka menengah indikator yang 

ditetapkan sebesar 67%. (capaian kinerja > 100%). Adapun jika dibandingkan 

dengan target pada akhir periode renstra (tahun 2021) sebesar 84%, maka 

capaian di tahun 2019 sebesar 87,23% sudah melebihi dari yang ditargetkan 

pada akhir periode renstra dimaksud. Peningkatan target kinerja pada awal 

periode renstra didasarkan atas kecenderungan meningkatnya jumlah 
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dokumen perencanaan dalam pemenuhan kecukupan instrumen perencanaan 

lingkungan, yang menyiratkan adanya peningkatan pemahaman dari aparat 

pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen 

perencanaan lingkungan. 

d. Perbandingan dengan Standar Nasional 

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen 

penataan lingkungan pada tahun 2019 dengan standar nasional belum dapat 

dilakukan. Namun bila dilihat dari Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup 

yang disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan  Peraturan Perundang-

Undangan Lingkungan Hidup, maka untuk dokumen perencanaan lingkungan 

khususnya penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung 

Lingkungan Hidup hanya dilakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi di 

pulau sumatera, sedangkan penyusunan laporan KLHS sampai saat ini belum 

didapatkan informasi (gambaran ataupun estimasi) mengenai seberapa besar 

persentase dokumen perencanaan di seluruh Indonesia yang terhadapnya 

sudah dilakukan KLHS, sehingga untuk sementara perbandingan hanya dapat 

dilakukan dengan tingkat ketaatan pemerintah provinsi dan/atau 

kabupaten/kota dalam mengimplementasikan aturan/regulasi yang 

mengamanatkan kewajiban pelaksanaan KLHS, seperti Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 (pasal 15), PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis, Permenlhk No P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam 

Negri No 7 Tahun 2018 Penyusunan KLHS RPJMD dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan P3E Sumatera terkait dengan 

penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup 

Berbasis Jasa Eksosistem didapat data bahwa daerah di Pulau Sumatera yang 

telah menyusun Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem sebagai berikut  
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Tabel 9 Perbandingannya kondisi dokumen perencanaan yang telah tersusun sampai 
dengan tahun 2019 

 

No Provinsi DDDTLH Provinsi Jumlah 

Kab/Kota Telah 

Menyusun 

DDDTLH 

Sudah Belum 

1 Aceh V  2 

2 Sumatera Utara V  1 

3 Sumatera Barat V  19 

4 Riau  V 5 

5 Kepulauan Riau V  4 

6 Jambi V  3 

7 Sumatera Selatan V  5 

8 Bengkulu  V 1 

9 Bangka Belitung V  4 

10 Lampung  V 1 

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera KLHK, 2019 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah 

dilakukan 

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase kecukupan 

instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat diidentifikasi 

beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari pelaksanaan kegiatan 

yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya 

peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk poin 

keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2019 yang 

melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 87,23 %, target kinerja 

yang ditetapkan 67 %), dengan capaian kinerja yang melebihi > 100%). 

Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu: 

1) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota terkait 

pentingnya dokumen perencanaan lingkungan seperti DDDTLH dan 

RPPLH; 
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2) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan 

beberapa kabupaten/kota terkait urgensi dari kewajiban pelaksanaan 

KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program, serta pemahaman 

akan peranan KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan; 

3) Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat 

yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan subtansi dan/atau 

draft Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penetapannya. 

Selain itu, dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2016 Tentang Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dan Permen LHK No 

P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, yang semakin menegaskan kewajiban 

pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS serta validasi KLHS, 

diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi aparat pemerintah 

daerah dalam melaksanakan KLHS sesuai aturan sehingga dapat mendukung 

pencapaian realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang. 

Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini bukan 

merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi telah 

memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya > 100%), namun 

kegagalan/permasalahan teridentifikasi masih adanya dokumen RPPLH yang 

belum dilakukan penyusunan oleh kabupaten/kota dan dokumen 

perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS pada tahun 2019. Analisis 

penyebabnya adalah sebagai berikut: 

1) Pemahaman aparat instansi/OPD kabupaten/kota yang belum optimal 

dalam melakukan penyusunan DDDTLH/RPPLH 

2) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa kabupaten/kota yang 

belum optimal, terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan KLHS, yang 

didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia pada 

instansi/SKPD dimaksud. 

3) Pelaksanaan pembinaan DDDTLH/RPPLH oleh provinsi belum 

menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. 
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4) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi sudah menyentuh semua 

kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih terkendala 

dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang sering terjadi di 

daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru. 

Sekaitan dengan hal di atas, beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk 

meningkatkan pencapaian realisasi kinerja ke depan adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH bagi 

daerah yang belum menyusun DDDTLH,  

2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan terkait penyusunan RPPLH khusus bagi 

kabupaten/kota yang telah menyusun DDDTLH pada tahun 2019 

3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya agar 

tetap dilakukan terutama pada beberapa kabupaten/kota yang 

akan/sedang melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan. 

4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimtek/coching klinik KLHS terkait 

dengan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis. 

f. Analisis atas efisiensi sumber daya 

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase 

kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat pada tahun 

2019, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber 

daya yang tercermin dari hal-hal berikut: 

1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya 

bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga 

mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan 

instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa 

anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat sebagai 

pendukung saja. 

2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan DDDTLH dan RPPLH tahun 2019 hanya 

didukung melalui kegiatan Penyusunan Dokumen RPPLH mempedomani 

DDDTLH berbasis jasa ekosistem. Namun dalam pelaksanaan kegiatan 

dilakukan sosialisasi/pendampingan terkait pentingnya penyusunan 

DDDTLH dan RPPLH bagi pemerintah prov/kab/kota sehingga terdapat 
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beberapa kab/kota yang menyusun DDDTLH dan RPPLH yang melebihi 

target. Dengan demikian terlihat adanya efesiensi pengggunaan anggaran. 

3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS 

terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2019 tidaklah begitu besar, 

sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan sebagai objek 

pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun dalam pelaksanaannya, 

jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina pelaksanaan KLHS-nya jauh 

melebihi target yang direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya 

efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini karena pembinaan dalam bentuk 

fasilitatif yang dilaksanakan oleh provinsi, maupun yang dilakukan oleh 

kabupaten/kota dengan provinsi dilibatkan sebagai narasumber. 

g. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang 

Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat 

mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik 

yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk 

direncanakan ke depan adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH dan 

RPPLH kabupaten/kota 

2) Sosialisasi/Bimtek/Asistensi penyusunan KLHS. 

 

B. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 

1.1 Realisasi 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penentuan realisasi dari target indikator kinerja 

persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2019 

mengacu kepada: 

1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah;  

2) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap 

dokumen perencanaan kabupaten/kota;  

b. Acuan dan Alat  

Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase persentase 

pemanfaatan instrumen penataan lingkungan tahun 2019 sesuai peraturan 

perundang-undangan: 
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1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2) PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS); 

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 

P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis  

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 

 

c. Metodologi Perhitungan 

Dalam menghitung persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 

Tahun 2019 dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: 

 Jumlah instrumen penataan lingkungan yang 
dimanfaatkan x 100 % 

Jumlah seluruh dokumen penataan yang tersedia 

 

Berpedoman kepada acuan dan/atau alat yang digunakan dalam mencapai 

indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, maka instrumen penataan 

lingkungan yang dimanfaatkan diukur dari dokumen perencanaan 

lingkungan yang terintegrasi atau diperhatikan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan atau lainnya sebagaimana 

diamanatkan dalam peraturan perundangan di sektor lain seperti UU 26 

Tahun 2007 tentang RTRW, UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dll, maka 

dokumen lingkungan tersebut adalah dokumen Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Disisi lain DDDTLH merupakan 

satu muatan dalam penyusunan RPPLH dan penyusunan dokumen KLHS.  

Tahun 2019 ditargetkan capaian kinerja sebesar 75 % dokumen yang tersedia 

dimanfaatkan dalam penataan lingkungan. Berdasarkan hasil kegiatan 

pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah dan 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap dokumen 

perencanaan kabupaten/kota didapatkan data sebagai berikut: 
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1) Dokumen DDDTLH yang telah tersusun/tersedia di Sumatera Barat sebanyak 

20 (dua puluh) dokumen 

2) Dokumen DDDTLH dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Dokumen  RPPLH sebanyak 11 Dokumen, yaitu : 

 Penyusunan dokumen RPPLH Provinsi 

 Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Agam 

 Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Pasaman 

 Penyusunan dokumen RPPLH Kota Padang Panjang 

 Dokumen RPPLH Kota Solok 

 Dokumen RPPLH Kota Payakumbuh 

 Dokumen RPPLH Kota Pariaman 

 Dokumen RPPLH Kabupaten Lima Puluh Kota 

 Dokumen RPPLH Kabupaten Solok 

 Dokumen RPPLH Kabupaten Padang Pariaman 

 Dokumen RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan 

b. Penyusunan dokumen perencanaan di sektor lain: 

 Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau 

Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat. 

 Penyusunan dokumen Recana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Batang Bayang 

 Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera 

Barat. 

 Penyusunan Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman 

 Penyusunan RDTR Kayu Tanam 

 Penyusunan Revisi RTRW Kab. Agam 

 Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kab. 

Agam 

c.  Dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan dalam penyusunan KLHS: 

 Sebanyak 7 dokumen perencanaan provinsi yaitu Dokumen RPJMD, 

RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak, RZWP3K, KLHS Kawasan 

Strategis Danau Maninjau, KLHS Revisi RTRW dan KLHS Kawasan 

Strategis Provinsi (Kawasan Mandeh) dan KLHS Perubahan RPJPD. 

 Dokumen RPJP sebanyak 2 kab/kota yaitu Kota Solok dan Kota 

Bukittinggi 
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 Dokumen RPJMD sebanyak 18 Kab/Kota yaitu Kab. Dharmasraya, 

Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. 

Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. 

Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota 

Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kab. 

Kep Mentawai dan Kota Payakumbuh 

 Dokumen RTRW dan RDTR sebanyak 21 dokumen yaitu: 

1)  Revisi Dokumen RTRW Kota Bukitinggi, Revisi RTRW Kota 

Padang, Revisi RTRW Kota Sawahlunto, Revisi RTRW Kab. 

Pesisir Selatan, Revisi RTRW Kab. Sijunjung, Revisi RTRW 

Kabupaten Padang Pariaman, Revisi RTRW Kota Pariaman, 

Revisi RTRW Kota Payakumbuh dan Revisi RTRW Kabupaten 

Agam 

2) Dokumen RDTR Kawasan Lubuk Basung Kab. Agam, RDTR 

Kawasan Tanjung Mutiara Kab. Agam, RDTR Kawasan 

Sariklamak Kab. Lima Puluh Kota, RDTR Kawasan Madeh Kab. 

Pesisir Selatan, RDTR 5 Bagian Wilayah Perencanaan Kota 

Payakumbuh, Kawasan Padang Bay City, Kawasan Rehabilitasi 

Rekontruksi Kota Padang, RDTR Kayu Tanam Kab. Padang 

Pariaman, RDTR Kawasan Taram Kab. Limapuluh Kota, RDTR 

Kota Bukittinggi, RDTR Kota Tapan Kab. Pesisir Selatan dan 

RDTR Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar 

Merujuk kepada data sebagaimana tersebut di atas, 3 (tiga) kab/kota 

yang belum mengintegrasikan DDDTLH ke dalam dokumen perencanaan 

lainnya yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai, hal ini disebabkan terdapat 2 kabupaten 

yang baru selesai menyusun dokumen DDDTLH di tahun 2019 sedangkan 

Kabupaten Sijunjung pada tahun ini baru menyusun Draf Teknis 

Dokumen RPPLH, maka capaian kinerja pemanfaatan instrumen penataan 

lingkungan Tahun 2019 sebagai berikut: 

 

Realisasi 

Kinerja  

= 

Jumlah Instrumen penataan lingkungan 

yang dimanfaatkan × 100% 

  
Jumlah seluruh dokumen penataan 

yang tersedia 
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 = 17 × 100% = 85 % 

  20   

Sebagai contoh pengintegrasian dalam pemanaatan dokumen DDDTLH 

Berbasis Jasa Ekosistem kedalam dokumen perencanaan dalam dilihat 

overlay peta DDDTLH Jasa Ekosistem kedelam dokumen perencanaan Revisi 

RTRW Provinsi Sumatera Barat sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar 2 Pemanfaatan Peta DDDTLH Jasa Pangan dengan Kawasan Pertambangan  
Dalam Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 
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Gambar 3 Pemanfaatan Peta DDDTLH Jasa Perubahan Iklim dengan 

 Rencana Pembangunan Jalan Dalam Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 

 
a. Analisis Capaian Kinerja 

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2019 

Realisasi Pencapaian persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 

Tahun 2019 adalah sebesar 85% (sebanyak 17 Dokumen DDDTLH yang 

disinergikan dengan dokumen perencanaan lainnya). Persentase realisasi ini 

melebihi target kinerja indikator, yakni sebesar 75% yang dapat diartikan 

bahwa dokumen perencanaan lingkungan berupa Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan/disinergikan dengan 

dokumen perencanaan lain hanya sebesar 85% atau hanya 17 dokumen 
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DDDTLH yang dimanfaatkan dari 20 dokumen DDDTLH pada tahun 2019. 

Adapun capaian kinerja untuk tahun 2019 diperoleh dengan membandingkan 

realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut dengan hasil perhitungan 

sebagai berikut: 

 

Capaian 

Kinerja  

= 

Realisasi kinerja 

× 
100

% Target kinerja yang telah ditetapkan 

 

 = 
85% 

× 100% = 113,33 % 
75% 

b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 

Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2019 jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2018) pencapaian realisasi 

sama-sama > 100% yaitu sebesar 103,7%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 

2 tahun terakhir pencapaian target untuk indikator ini selalu melebihi dari 

target yang telah ditetapkan.  

 

Grafik 3 Perbandingan Capaian indkator persentase pemanfaatan instrument penataan 
lingkungan tahun 2018-2019 

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 

Realisasi kinerja tahun 2019 merupakan realisasi kinerja dari target jangka 

menengah yang ditetapkan pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan 

Hidup pada tahun 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan/dipastikan 

bahwa realisasi kinerja telah melebihi target jangka menengah indikator yang 

70

75

80

85

Thn 2018 Thn 2019

Perbandingan capaian indikator Persentase 
pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 

tahun 2018 dengan tahun 2019  

Target (%) Realisasi (%)
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ditetapkan sebesar 75% (capaian kinerja > 100%). Adapun jika dibandingkan 

dengan target pada akhir periode renstra, maka realisasi tahun 2019 sebesar 

85% sudah berada di atas target pada akhir periode renstra yang hanya 

ditetapkan sebesar 76%. Peningkatan target kinerja pada awal periode 

renstra didasarkan atas kecenderungan meningkatnya jumlah dokumen 

perencanaan yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

lainnya dan penyusunan dokumen KLHS.  

d. Perbandingan dengan Standar Nasional 

Indikator persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan ini 

merupakan indikator yang bersifat lokal dan tidak digunakan di level 

nasional/pusat, sehingga perbandingan dengan standar nasional tidak dapat 

dilakukan. Hanya saja dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pemanfaatan suatu instrument sesuai peruntukannya, maka 

berarti semakin bagus kualitas instrumen tersebut dan akan semakin baik dan 

berdayaguna-lah instrumen dimaksud.  

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan. 

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase pemanfaatan 

instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat diidentifikasi 

beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari pelaksanaan kegiatan 

yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya 

peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk poin 

keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2019 yang 

melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 85%, target kinerja 

yang ditetapkan 75%), dengan capaian kinerja yang melebihi > 100%. 

Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu: 

1) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota dalam 

pemanfaatan dokumen DDDTLH yang diintegrasikan kedalam penyusunan 

dokumen perencanaan lainnya; 

2) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan 

beberapa kabupaten/kota untuk memanfaatkan/mengintegrasikan KLHS 

kedalam perencanaan lain yang disusun. 
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Selain itu, dengan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, yang semakin menegaskan kewajiban 

pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS serta validasi KLHS. 

Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini bukan 

merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi telah 

memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya >100%), namun 

kegagalan/permasalahan teridentifikasi masih adanya dokumen DDDTLH 

yang belum dilakukan penyusunan oleh kabupaten/kota, memanfaatkan 

DDDTLH yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya dan 

dokumen perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS pada tahun 2019. 

Analisis penyebabnya adalah sebagai berikut: 

1) Seluruh kab/kota telah menyusun DDDTLH sampai di akhir tahun 2019 

namun masih terdapat daerah yang belum memanfaatkan DDDTLH dalam 

penyusunan dokumen perencanaan lainnya. 

2) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa kabupaten/kota yang 

belum optimal, terutama dalam hal mensinergikan/memanfaatkan KLHS 

untuk dokumen perencanaan yang disusun, termasuk keterbatasan sumber 

daya manusia pada instansi/SKPD dimaksud. 

3) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi sudah menyentuh semua 

kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih terkendala 

dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang sering terjadi di 

daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru. 

Sekaitan dengan hal di atas, beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk 

meningkatkan pencapaian realisasi kinerja ke depan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH bagi 

daerah yang belum menyusun DDDTLH,  

2) Melaksanaan pertemuan-pertemuan koordinasi terkait urgensi 

dokumen DDDTLH yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan 

lainnya 

3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya agar 

tetap dilakukan terutama pada beberapa kabupaten/kota yang 

akan/sedang melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan. 
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4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimtek/asistensi penyusunan KLHS 

serta mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya 

h. Analisis atas efisiensi sumber daya 

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase 

pemanfaatan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat pada tahun 

2019, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber 

daya yang tercermin dari hal-hal berikut: 

1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya 

bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga 

mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan 

instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa 

anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat sebagai 

pendukung saja. 

2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan DDDTLH dan RPPLH tahun 2019 

hanya didukung melalui kegiatan Penyusunan dokumen RPPLH 

berdasarkan DDDTLH berbasis jasa ekosistem. Namun dalam 

pelaksanaan kegiatan dilakukan pembinaan secara langsung dan 

pendampingan penyusunan RPPLH dan DDDTLH berbasis jasa 

ekosistem kab/kota. 

3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan 

KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2019 tidaklah 

begitu besar, sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan sebagai 

objek pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun dalam 

pelaksanannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina pelaksanaan 

KLHS-nya pada tahun tersebut jauh melebihi target yang direncanakan, 

sehingga dalam hal ini terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran.   

i. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang 

Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat 

mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik 

yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk 

direncanakan ke depan adalah sebagai berikut: 
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1. Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH dan 

RPPLH kabupaten/kota dan pengintegrasian dengan dokumen 

perencanaan lainnya. 

2. Sosialisasi/Bimtek/Asistensi dalam penyusunan KLHS yang mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan terbaru terkait pelaksanaan 

KLHS serta pengintegrasian dengan dokumen perencanaan lainnya. 

II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2) 

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis SS2 terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana 

tercantum pada tabel 10.  

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS2 

No INDIKATOR KINERJA TARGET 
KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

%  
CAPAIAN 

1. Persentase penurunan beban 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan 

5% 4,85% 
97,00 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 97,00 
        (Baik) 

 Sumber:   Bidang P2KPHL 2019 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS2 

adalah sebesar 97,00%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori 

keberhasilan baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS2 serta analisa dari ketiga 

Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut: 

A. Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

1.1. Realisasi 

a. Sumber Data  

Guna memenuhi realisasi kinerja dari Persentase Penurunan Beban 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersumber dari perhitungan masing-

masing kegiatan yaitu: 

1) Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi; 

2) Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan; 

3) Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah 

(PROPER Daerah); 

4) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER); 
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5) Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut; 

6) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera 

Barat (ADIPURA); 

7) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3; 

8) Pembinaan dan Perizinan Lingkungan; 

9) Pentaatan Hukum Lingkungan. 

10) Pemantauan Kualitas Udara Ambien; 

11) Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Kampung Iklim); 

12) Pemantauan Pesisir dan Laut; 

13) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan; 

14) Gerakan Penyuluhan Lingkungan (Gepuling); 

15) Pembinaan Dan Penilaian Peranserta Masyarakat Dan Kelompok Peduli 

Lingkungan Hidup (Kalpataru); 

16) Perlindungan atmosfir dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca 

(GRK); 

Formulasi perhitungan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Program 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPER 

Daerah), Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER) dan Pengawasan Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan Hidup. Penurunan beban pencemaran yang bisa dihitung secara 

terukur adalah beban pencemaran air, sedangkan beban kerusakan adalah 

beban kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan tanpa 

izin.  

Beban pencemaran air dihitung berdasarkan kualitas air limbah yang masuk ke 

media lingkungan hidup, berdasarkan perbandingan beban pencemaran yang 

masuk ke media air dari objek PROPER Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-

2019. Sedangkan beban kerusakan dihitung berdasarkan jumlah lahan akses 

terbuka (lahan bekas tambang ilegal yang sudah ditinggalkan). Berdasarkan 

data lahan akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh 

KLHK terdapat 208 lokasi dengan luas 6.558,7 Ha, setelah di-overlay-kan 

dengan peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sumatera Barat lokasi 

yang termasuk lahan akses terbuka hanya 129 lokasi. Mulai tahun 2017 hingga 

2019 sudah dilaksanakan pemulihan lahan akses terbuka pada 1 lokasi 



                                                                                                                                                             

                                                                    

 

                                                                                                                                                   46 
 
 

LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

sehingga jumlah lahan akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat adalah 128 

lokasi. 

b. Acuan dan Alat 

Perhitungan beban pencemaran lingkungan didasarkan dari pemenuhan baku 

mutu air limbah selama periode penilaian yaitu 1 Juli 2018 sampai dengan 30 

Juni 2019. Sedangkan Perhitungan beban kerusakan lingkungan dihitung 

berdasarkan jumlah lahan akses terbuka yangdipulihkan pada tahun 2019 

dibandingkan dengan jumlah lahan akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat. 

Kriteria PROPER menuntut peserta PROPER untuk mentaati peraturan 

perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sebagai payung hukum 

pengelolaan lingkungan hidup, maka acuannya adalah: 

1) PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air, dan beserta turunannya; 

2) PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan 

beserta turunannya; 

3) PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 

4) PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

Beracun; dan 

5) PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk 

Produksi Biomassa. 

c. Metode Perhitungan 

1. Beban Pencemaran  

Adapun untuk perhitungan beban pencemaran menggunakan rumus : 

a) Beban Pencemar Maksimum 

BPMi = BPM x Pb/H 

BPM = (CM)j x Dm x f 

Dimana: 

BPMi = Beban Pencemaran Maksimum per hari yang   

                  dibolehkan bagi industri yang bersangkutan,   

    dinyatakan dalam kg parameter per hari. 

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk,  

    dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk. 

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam  

    satuan produk untuk industri yang bersangkutan. 
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H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan. 

(CM)j = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam   

                 mg/l. 

Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum  

  dalam ketentuan yang sesuai dengan jenis industri yang  

  bersangkutan, dinyatakan dalam m3 limbah cair per  

  satuan produk. 

f = faktor konversi = 1.000 L / M3 x 1 kg / 1.000.000 mg =

 1/1.000 

b) Beban Pencemaran Aktual 

BPAi = (CA)j x Dp x f 

BPA = (CA)j x DA/Pb x f 

DA = Dp x H 

Dimana: 

BPAi = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan 

dalam kg parameter per hari. 

BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg 

parameter per satuan produk. 

(CA)j = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l. 

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m3/hari. 

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan 

produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan 

untuk industri yang bersangkutan. 

f = faktor konversi = 1.000 L /m3 x 1 kg / 1.000.000 mg = 1/1.000 

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan. 

Keterangan:  

BPA tidak boleh lebih besar dari BPM 

BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi 

Untuk menghitung penurunan beban pencemaran menggunakan rumus :  

%100x
y

yx 
 

 
Ket: 
 X  :  Jumlah total beban pencemaran tahun 2019   
 Y  :  Jumlah total beban pencemaran tahun 2018 
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Beban pencemaran direkap dari pemantauan kualitas air limbah oleh 

usaha/kegiatan melalui data swapantaunya. Data swapantau dilakukan 

setiap bulannya dan dilaporkan sekali tiga bulan. Beban pencemaran 

dihitung terhadap parameter primer kualitas air limbah sebagaimana 

ditampilkan tabel berikut.  

Tabel 11 Beban Pencemaran Air Terhadap Enam Parameter Primer Tahun 2019 

NO Nama Perusahaan Beban Pencemaran Air 

BOD5 COD TSS Minyak 
& 

Lemak 

N-
Total  

(sebag
ai N) 

Amonia 
Total 

I Perusahaan Sawit (LA)             

1 PT. AMP Plantation 113,67 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 

2 PT. Gersindo Minang Plantation 0,42 3,71 0,00 0,03 0,00 0,00 

3 PT. PN6 Unit Usaha OPHIR-
Pasbar 

2,07 6,71 2,06 0,07 1,15 0,00 

4 PT. Bina Pratama Sakato Jaya-
Solok Selatan 

200,92 704,44 0,00 6,48 0,00 0,00 

5 PT. PN6 Unit Usaha Sangir-Solsel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 PT. Kencana Sawit Indonesia  32,21 126,65 0,00 1,88 0,00 0,00 

7 PT. Tidar Kerinci Agung 84,44 655,69 0,00 5,53 0,50 0,00 

8 PT. Selago Makmur Plantation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 PT. Incasi Raya - Pangian POM 31,96 157,42 0,00 1,53 0,00 0,00 

10 PT. Sumbar Andalas Kencana 113,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 PT. Bina Pratama Sakato Jaya-
Dharmasraya 

41,26 144,33 0,00 4,37 0,00 0,09 

12 PT. Agrowiratama 7,06 31,38 0,00 1,84 0,03 0,00 

13 PT. Bintara Tani Nusantara 71,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 PT. Bakrie Pasaman Plantation 91,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 PT. Pasaman Marama Sejahtera 49,83 216,44 0,00 3,07 0,00 0,00 

I Perusahaan Sawit (non LA)             

1 PT. Tidar Kerinci Agung 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 PT. Mutiara Agam 2,07 6,107 1,626 0,065 4,712 0,000 

3 PT. Kemilau Permata Sawit 3,59 16,742 6,061 0,701 2,056 0,000 

4 PT. Perkebunan Pelalu Raya 94,98 0,000 0,000 3,342 0,000 0,000 

5 PT. PN6 Pangkalan Limapuluh 
Kota 

0,25 0,880 0,630 0,125 0,063 0,000 

6 PT. Dharmasraya Lestarindo 0,00 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 

7 PT. Damasraya Sawit Lestari 2,89 10,820 6,260 0,180 1,890 0,000 

8 PT. Usaha Inti Padang 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

II Perusahaan Karet             

1 PT. Family Raya 0,03 0,271 0,132 0,000 0,018 0,002 

2 PT. Kilang Lima Gunung 0,81 5,480 1,580 0,000 0,670 0,080 

3 PT. Teluk Luas 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 PT. Batang Hari Barisan 0,89 4,155 2,675 0,000 0,582 0,357 

6 PT. Lembah Karet 0,06 0,571 1,333 0,000 0,115 0,048 

7 PT. Transco Pratama 0,61 6,752 2,853 0,000 1,693 0,095 

III Perusahaan Perkebunan Teh             
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1 PT. Mitra Kerinci 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 PT. PN6 Unit Usaha Danau 
Kembar 

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 PT. Pekkonina Baru 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

IV Perusahaan Manufaktur             

1 PT. Semen Padang             

2 PT. Japfa Comfeed 0,09 0,014 0,004 0,000 0,001 0,000 

3 PT. Tirta Investama 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 PT. Kunango Jantan 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 PT Nusantara Beta Farma 0,01 0,03 0,000 0,000 0,000 0,000 

V Perusahaan Migas             

1 PT Pertamina (Persero) TBBM 
Teluk Kabung 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 PT Pertamina (Persero) DPPU 
Minangkabau 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

VI Perusahaan Energi             

1 PT. PLN Sektor Pembangkitan 
Teluk Sirih 

0,00 0,00 1,620 0,010 0,000 0,000 

2 PT. PLN Pauh Limo 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 PT. PLN Unit PLTA Maninjau 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

VII Perusahaan Tambang             

1 PT. AIC 0,00 0,00 20,265 0,000 0,000 0,000 

2 CV. Bara Mitra Kencana 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

JUMLAH 946,96 2.098,
61  

 47,11  29,22  13,48  12,67  

TOTAL PER TAHUN 3.148,06 

Dari tabel di atas, nilai beban pencemaran air tahun 2019 adalah 3.148,06 

ton. Perhitungan penurunan beban pencemaran dilakukan terhadap 43 

objek usaha/kegiatan di Sumatera Barat yang terbagi atas 3 kategori yaitu: 

1) Agroindustri; 2) MPJ (Manufaktur Pelayanan dan Jasa); dan 3) PEM 

(pertambangan, Energi dan Migas). Pada tahun 2019 ini terjadi penambahan 

objek pantau sebanyak 2 perusahaan dan terdapat dua perusahaan yang 

dihitung sebagian bebannya karena tutup operasional. Secara kuantitatif 

relatif sama dengan tahun 2018. Namun demikian, perhitungan beban 

pencemaran ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dari perusahaan. 

Maka untuk mendapatkan nilai riil, dilakukan perhitungan ulang untuk 

tahun 2018 dan 2019. Dari perhitungan (perhitungan ulang dengan basis 

data baru) tahun 2018 didapatkan nilai beban pencemaran air sebesar 

3.327,30 ton. Dengan memasukkan data-data tersebut dalam perhitungan, 

maka didapatkan nilai penurunan beban pencemaran sebesar 5,39%.  
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2. Beban Kerusakan Lingkungan 

Kerusakan lingkungan difokuskan kepada lahan akses terbuka yaitu bekas 

kegiatan penambangan yang telah ditinggalkan. Untuk menghitung beban 

kerusakan lingkungan menggunakan database lahan akses terbuka di 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 141 lokasi dengan rincian 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 12 Data Data Lahan Akses Terbuka Provinsi Sumatera Barat 2018 

No. Kab/Kota Data KLHK Data Dinas 
ESDM 

ΣLokasi 

Dipulihkan 

Tahun 2019 

ΣLokasi 

LAT 

Σlokasi  

Luas 
(Ha) 

Rata-rata 
Luas (Ha) 

ΣIUP OP yang 

sudah 

beroperasi 

1. Dharmasraya 51 2.311,12 45,32 3 - 48 

2. Sijunjung 43 1.664,54 38,71 7 1 35 

3. Sawahlunto 5 1.088,13 217,63 18  - 0 

4. Padang 11 448,88 40,81 5 - 6 

5. Padang 
Pariaman 

21 261,68 12,46 3 - 18 

6. Solok Selatan 8 254,34 31,79 6 - 2 

7. Kab. Solok 32 197,43 6,17 21 - 11 

8. Pesisir Selatan 18 147,44 8,19 7 - 11 

9. Pasaman Barat 5 123,08 24,62 5 - 1 

10. Tanah Datar 3 34,93 11,64 1 - 2 

11. Pasaman 6 12,47 2,08 1 - 5 

12. Agam 4 11,19 2,80 2 - 2 

13. Payakumbuh 1 3,47 3,47 Tidak ada - 1 

 Total 208 6.558,7 445,69 79 1 141 

                  Sumber:   Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2018 
 

Dari data tahun 2018 yang ditampilkan pada Tabel 12 di atas diinformasikan 

bahwa ada proses pemulihan di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh 

masyarakat sebanyak 1 lokasi, sehingga jumlah lokasi LAT menjadi 141 

lokasi. 

Upaya pemulihan yang dilakukan perhitungan pada tahun 2019 ditampilkan 

pada Tabel 12, menginformasikan bahwa ada 2 (dua) proses pemulihan yang 

dilakukan di Kabupaten Dharmasraya. Pemulihan LAT di Bukit Mindawa 
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Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 

seluas 3,8 Ha yang dilakukan oleh KLHK pada tahun 2018. 

Pemulihan LAT seluas 4,8 Ha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Dharmasraya juga berlokasi di Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi 

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 

sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antar daerah antara 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat dengan Direktorat PKLAT KLHK berdasarakan 

Surat Keputusan Nomor: 415.4/7/Bup-2018, Nomor: 120-003/PKS/GSB-

2018, dan Nomor: PKS.I/PKLAT/TU/PKL.4/4/2018. 

Karena semua lokasi pemulihan yang menjadi perhitungan capaian kinerja 

tahun 2019 berada di Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau 

Punjung Kabupaten Dharmasraya, maka jumlah sisa lahan akses terbuka di 

Provinsi Sumatera Barat berubah dari 141 lokasi menjadi 140 lokasi tetapi 

luas areal yang dipulihkan adalah 3,8 Ha +.4,8 Ha = 8,6 Ha dari total luas 300 

Ha. 

Selanjutnya, perhitungan capaian kinerja akan dilakukan berdasarkan 

persentase luasan dengan membatasi hanya pada kawasan Bukit Mindawa 

Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 

seluas 300 Ha dengan menggunakan rumus:    

 

Langkah 1 : Menghitung persentase luas lahan Bukit Mindawa yang  

                   dipulihkan 

                                                  Luas LAT Pemulihan 

% Luas LAT Pemulihan =   ----------------------------------   

    Luas LAT Bukit Mindawa 

 

                                                    3,8 Ha + 4,8 Ha 

% Luas LAT Pemulihan =   -----------------------------  =  0,029 

    300 Ha 

                                                

Langkah 2 : Menghitung porsi pemulihan di Bukit Mindawa 

   

            Luas Lokasi LAT Kabupaten Dharmasraya = 48 – 0,029 

                                                                                   = 47,971 
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Tabel 13 Basis Data Lahan Akses Terbuka Provinsi Sumatera Barat 2019 

No. Kab/Kota Data KLHK Data 
Dinas 
ESDM 

ΣLokasi 

Dipulihkan 

Tahun 

2019 

ΣLokasi LAT 

Σlokasi  

Luas 
(Ha) 

Rata-
rata 
Luas 
(Ha) 

ΣIUP OP 

yang sudah 

beroperasi 

1. Dharmasraya 51 2.311,12 45,32 3 0,029 47,971 

2. Sijunjung 43 1.664,54 38,71 7 - 35 

3. Sawahlunto 5 1.088,13 217,63 18  - 0 

4. Padang 11 448,88 40,81 5 - 6 

5. Padang 
Pariaman 

21 261,68 12,46 3 - 18 

6. Solok Selatan 8 254,34 31,79 6 - 2 

7. Kab. Solok 32 197,43 6,17 21 - 11 

8. Pesisir Selatan 18 147,44 8,19 7 - 11 

9. Pasaman Barat 5 123,08 24,62 5 - 0 

10. Tanah Datar 3 34,93 11,64 1 - 2 

11. Pasaman 6 12,47 2,08 1 - 5 

12. Agam 4 11,19 2,80 2 - 2 

13. Payakumbuh 1 3,47 3,47  - - 1 

 Total 208 6.558,7 445,69 79 1 140,971 

Sumber: Bidang P2KPHL 2019 

 
Sedangkan untuk menghitung penurunan kerusakan lingkungan hidup 
menggunakan rumus :    

X – Y  x 100% 
   Y 

  
Ket: 
 X  : Jumlah objek kerusakan lahan akses terbuka tahun 2019   
 Y  :  Jumlah objek kerusakan lahan akses terbuka tahun 2018 

Untuk menghitung beban pencemaran dan kerusakan dilakukan, 

pembobotan antara hasil perhitungan persentase penurunan beban 

pencemaran (90 % atau 0,9) dan kerusakan lingkungan (10 % atau 0,1) 

sehingga rumus yang digunakan:    

% penurunan  = )1,0()9,0( akanBebanKerusmaranBebanpence exPersentasexPersentas 
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1.2. Analisis Capaian Kinerja 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 adalah 5% untuk penurunan 

beban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jumlah beban pencemaran 

adalah kuntitatif dari hasil hitungan beban pencemaran masing-masing 

usaha/kegiatan. 

Perhitungan persentase penurunan beban pencemaran dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara beban pencemaran tahun 2019 dengan tahun 

sebelumnya (2018) dibagi dengan beban pencemaran tahun 2019 dan dikalikan 

dengan 100%. Dari formulasi ini maka didapatkan penurunan beban 

pencemaran sebesar  4,85% 

Jumlah objek lahan akses terbuka pada Tahun 2019 sebanyak 140,971 objek 

sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 141 objek. Dengan menggunakan rumus 

beban kerusakan tersebut diatas diperoleh persentase penurunan kerusakan 

lahan akses terbuka sebesar 0,02%.  

Dari perhitungan masing-masing persentase penurunan beban pencemaran dan 

persentase penurunan kerusakan tersebut kemudian dilakukan pembobotan 

untuk menghitung persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan.  

% penurunan  = )1,0()9,0( akanBebanKerusmaranBebanpence exPersentasexPersentas   

 = (0,9 x 5,39%) + (0,1 x 0,02%) 

 = 4,851% + 0,002% 

 = 4,853% 

Target persentase beban pencemaran dan kerusakan lingkungan 5% pada 

Tahun 2019, dengan demikian dapat dihitung capaian dari realisasi ini sebagai 

berikut: 

        
         

      
       

     

 
               

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan 

tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir. 

Target penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun 2018 

adalah 5% dan tercapai 5,25%. Dan pada tahun 2019 ini target penurunan beban 

pencemaran dan kerusakan dengan nilai yang sama yaitu sebesar 5% dan tercapai 

4,853%. 
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Tabel 14 Perbandingan Capaian Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan 
Tahun 2017-2018 

 

No. Tahun Target Realisasi Capaian 
1 2017 10 9,34 94,4% 

2 2018 5 5,25 105% 

3 2019 5 4,853 97,06% 
Sumber : Bidang P2KPHL 2019 

 

Penurunan beban pencemaran antara tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak bisa 

dibandingkan secara linear karena terdapat penambahan jumlah objek yang 

dilakukan perhitungannya di tahun 2019 serta ketersediaan data swapantau 

usaha/kegiatan. Namun demikian, penurunan beban pencemaran menunjukkan 

tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan 

hidup mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan antara tahun 2018 

dengan 2019 terjadi penurunan nilai sebesar 7,94%.  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah 

pada dokumen Renstra 

Target realisasi penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun 

2019 sebesar 5%, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam 

dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016–2021 sebesar 5%, maka 

realisasi ini masih relatif sama. Target tahunan, termasuk target akhir periode 

renstra untuk indikator ini adalah 10%, dengan kata lain beban pencemaran dan 

kerusakan lingkungan ditargetkan adanya penurunan 10% dari yang ditetapkan 

sebelumnya. Untuk dapat mencapai target tersebut dibutuhkan upaya pembinaan 

dan pegawasan yang lebih intensif lagi kepada objek usaha dan/atau kegiatan 

yang ada di Provinsi Sumatera Barat terutama yang memiliki izin lingkungan. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional 

Target realisasi kinerja yang ditetapkan oleh KLHK berbeda dengan target yang 

kita tetapkan, dimana untuk standar nasional masing-masing target penurunan 

beban pencemaran dan kerusakan dipisah tidak digabung. 

Berdasarkan perhitungan beban pencemaran secara nasional yang dihitung oleh 

KLHK terhadap peserta PROPER di Indonesia maka didapatkan penurunan beban 

pencemaran secara nasional adalah 15,5% (sumber: Kolaborasi PROPER dan 

Dunia Usaha Untuk SDG’s. PROPER, KLHK, 2019).  
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Penurunan beban pencemaran secara nasional tahun 2018 adalah sebesar 14%, 

dan tahun 2017 sebesar 11%.  

Terhadap Sumatera Barat, terjadi penurunan nilai sebesar 0,24 point. Kondisi ini 

berkontribusi secara nasional dalam mempengaruhi fluktuatif penurunan beban 

pencemaran. 

Sebagai perbandingan pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka tahun 2018-

2019, terdapat 1 (satu) provinsi lainnya yang juga melaksanakan pemulihan 

lahan akses terbuka yaitu Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah 

dengan luas lahan akses terbuka yang dipulihkan sebesar 6,4 Ha.  

e. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dan upaya-upaya yang 

telah dilakukan 

Keberhasilan pencapaian target dengan tingkat capaian sebesar 97,06% ini 

didukung oleh: 

1. Peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup yang ditandai dengan keberhasilan usaha dan/atau 

kegiatan dalam penghargaan PROPER dan PROPERDA.  

2. Peran aktif masyarakat dan swasta dalan pengelolaan sampah dan limbah.  

3. Adanya kerjasama pemulihan lahan akses terbuka dengan KLHK dan 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada lokasi lahan akses terbuka di 

Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten 

Dharmasraya; 

4. Adanya inisiatif dari pemilik lahan yang memiliki kemampuan ekonomi 

untuk memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat aktivitas tambang 

ilegal, sehingga bisa kembali difungsikan sebagai lahan pertanian produktif 

di Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. 

Sungguh pun demikian untuk penurunan beban pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, masih terdapat beberapa kendala, antara lain sebagai berikut: 

1) Ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang berizin masih rendah 

dalam pengelolaan air limbahnya, baik secara teknis maupun 

managementnya. Hal ini ditandai dengan masih adanya air limbah yang 

dibuang ke media lingkungan berada di atas baku mutu. 

2) Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan 

skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restauran dan industri rumah 
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tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair dan 

teknologi reduksi gas buang. 

3) Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan penambangan emas 

alluvial cukup tinggi sehingga kegiatan penambangan masih berlangsung 

dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan karena tanpa ada 

pemulihan. 

Dari kendala tersebut diatas, upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2019  

antara lain: 

1) Optimalisasi keberlanjutan tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Agam, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan 

Pemukiman Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bukittinggi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tanggal 12 

Oktober 2017 tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban 

Pencemaran Sungai Batang Agam, yang merih terus berlanjut hingga tahun 

2019 berupa pembangunan dan operasional biodigester. 

2) Melakukan penertiban kegiatan tambang illegal bersama Satpol PP Prov 

Sumbar di Kota Sawahlunto dan Kabupaten pdg prmn. 

3) Melakukan sosialisasi terkait dampak dari kegiatan penambangan illegal di 

Kabupaten Sijunjung. 

4) Melakukan fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka berbasis masyarakat 

dan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Sedangkan upaya yang akan dilakukan terkait kendala tersebut di atas adalah:     

1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan pembinaan serta pengawasan 

yang lebih ketat terhadap usaha/kegiatan yang terindikasi sebagai sumber  

pencemar dan perusak. 

2) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penurunan beban 

pencemaran sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan stakeholder 

terkait. 

3) Meningkatkan komitmen stakeholders yang dapat dikemas dalam bentuk 

pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi dan tepat sasaran. 

4) Meningkatkan cakupan usaha/kegiatan yang menjadi sasaran pembinaan 

dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung. 
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5) Menjalin sinergisitas program dan kegiatan pemerintah daerah dengan 

dunia usaha melalui program CSR dalam penurunan beban pencemaran 

terutama yang bersumber dari limbah domestik (sampah dan limbah cair). 

6) Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli 

lingkungan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan penurunan beban 

pencemaran berbasis masyarakat. 

f. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Pada tahun 2019 kegiatan yang terkait dengan penurunan beban pencemaran 

dan kerusakan lingkungan antara lain:  

1. Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau 

Kegiatan Daerah (PROPER Daerah) sebesar Rp 72.669.000,- terealisasi 

sejumlah Rp 72.546.250,- dengan persentase realisasi keuangannya 

sebesar 99,83%. Efisiensi dilakukan dala bentuk revisi distribusi anggaran 

pada masing-masing kode anggaran.  

2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan 

Hidup sebesar  Rp 68.398.000,- terealisasi sebesar Rp 63.891.250,- atau 

93,41 %.  

Efisiensi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan pemulihan 

lahan akses terbuka kita melalui perjanjian kerjasama dengan Pemerintah 

Kabupaten Dharmasraya dan KLHK, Kegiatan fisik di lokasi pemulihan dibiayai 

oleh KLHK, infrastruktur pendukung oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 

sedangkan anggaran dari Pemerintah Provinsi hanya untuk koordinasi, 

monitoring, dan pemantauan kualitas air dan tanah di lokasi pemulihan. 

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang 

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator beban 

pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 2 program yaitu 1) Program 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan 2)  Program Tata 

Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan. Sedangkan kegiatan untuk 

menunjang pencapaian indikator yaitu: 

1) Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut; 

2) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera 

Barat (ADIPURA); 
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3) Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah 

(PROPER Daerah); 

4) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER); 

5) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3; 

6) Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi; 

7) Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan; 

8) Pemantauan Pesisir dan Laut; 

9) Pembinaan dan Perizinan Lingkungan; 

10) Pentaatan Hukum Lingkungan. 

Kegiatan tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran di tahun-tahun 

berikutnya agar dapat meningkatkan capaian penurunan beban pencemaran 

dan kerusakan lingkungan, serta juga untuk mengukur nilai beban pencemaran 

dan kerusakan lingkungan yang lebih representatif. 

 

III. Terwujudnya Upaya-Upaya Pemeliharaan/Konservasi  Lingkungan Hidup (SS3) 

Dalam sasaran strategis yang ini hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dapat 

diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu persentase peningkatan upaya-upaya 

pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria.  

  
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3) 

No INDIKATOR KINERJA TARGET 
KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

%  
CAPAIAN 

1. Persentase peningkatan upaya-
upaya pemeliharaan lingkungan 
hidup sesuai kriteria 

20% 20% 100% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 100 
 (sangat baik) 

Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2019 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS3 

adalah sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori sangat 

baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis 3 (SS 3) serta analisa dari 

Indikator Kinerja, akan diuraikan sebagai berikut: 
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A. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai 

kriteria 

1.1 Realisasi 

a. Sumber data 

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup 

memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan Peningkatan Upaya-upaya 

Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sesuai Kriteria. Sasaran utama “Terwujudnya 

upaya-upaya pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup” dengan indikator 

persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai 

kriteria. Terkait hal tersebut, sumber data dari Peningkatan Upaya-Upaya 

Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sesuai Kriteria yaitu : 

1. Penetapan Kawasan Pemeliharaan dengan indikator Kehati, Proklim, Karst 

dan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Jumlah lokasi penetapan kawasan 

pemeliharaan yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri/Gubernur/ 

Bupati/Walikota/pimpinan perusahaan dengan melakukan identifikasi 

lokasi kawasan ekosistem bernilai penting dan koordinasi dengan instansi 

lain melalui MOU. Sehingga didapatkan data sebanyak 10 lokasi penetapan 

dengan persentase capaian sebesar 22%. Lokasi penetapan yaitu : 

a. Taman Kehati dengan 4 (empat) lokasi berdasarkan keputusan Bupati/ 

Walikota/pimpinan perguruan tinggi/pimpinan perusahaan yaitu : 

 Taman Kehati Kota Solok yang ditetapkan melalui SK Walikota Solok 

No. 188.45- 670 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015. 

 Taman Kehati Padang Pariaman yang ditetapkan melalui SK Bupati 

No. 252/KEP/BPP/2014 tanggal  November 2014. 

 Taman Kehati Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan 

kesepakatan Bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI dengan 

Universitas Andalas dan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 

150/LH/12/2009 dan Nomor 13604/H.16/KS/2009 tentang 

Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati 

Sumatera Barat di Areal Kampus Universitas Andalas. Luas areal 

taman kehati tersebut ±15 Ha. 

 Taman Kehati PT. Tirta Investama Plant Solok yang ditetapkan 

melalui surat pernyataan Kepala Pabrik Solok No. SPKHT-SLK-01 

tanggal 3 Agustus 2015. 
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b. Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Belibis yang ditetapkan dengan SK 

Walikota Solok No. 188.45-443 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 

tentang Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Belibis 

c. Kampung Iklim Tingkat Nasional dengan 2 (dua) lokasi yang ditetapkan 

melalui SK Menteri LHK No. 716/MENLHK/PPI/PEG.7/9/2019 tentang 

Penerima Penghargaan Proklim Tahun 2019 yaitu:  

 Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. 

Solok  

 Kampung Alai Nagari Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai Kab. 

Pesisir Selatan. 

d. Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga) lokasi 

yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-825-2019 

tanggal 28 Oktober 2019 yaitu: 

 RW 02 Kelurahan Kototuo Limo Kampung Kec. Payakumbuh 

Selatan Kota Payakumbuh 

 Kelurahan Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang 

Panjang 

 Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus 

Kab. Sijunjung 

Pengendalian mutu lokasi pemeliharaan lingkungan dengan sumber data 

melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan taman kehati di 

kab/kota, berdasarkan pelatihan/bimbingan teknis yang diikuti oleh 

petugas pengelola baik yang berasal dari ASN maupun masyarakat 

pengelola kawasan pemeliharaan. Disamping itu, sumber data diperoleh 

melalui kegiatan pemerintah yang diikuti baik dari pemerintah provinsi 

maupun pemerintah kab/kota selaku pengelola kawasan pemeliharaan 

yang meliputi kawasan dengan tujuan konservasi dan pelestarian atmosfir 

sehingga berdasarkan data tersebut dapat direalisasikan persentase 

peningkatan pengendalian mutu kawasan sebesar 18% dengan uraian 

sebagai berikut : 

a. Kelembagaan yang baik dengan indikator :  

 Persentase kecukupan sarana dan prasarana pengelolaan pada 

tahun 2019 ini sebesar 55%, terjadi peningkatan dari tahun lalu 

yang hanya 52% ditandai dengan adanya pembuatan DED di Taman 

kehati Padang Pariaman, pembuatan DED vegetasi, up date system 
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informasi kehati dan mengadakan kerjasama dengan kelompok 

sadar wisata di Taman Kehati Solok.  

 Indikator persentase petugas lapangan yang telah mengikuti 

pelatihan dengan kualifikasi baik sebesar 30% yaitu pelatihan 

pertanian organik dan pelatihan sekolah lapang iklim. 

b. Kualitas/design model yang baik dengan indikator jumlah 

design/model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi 

standar mutu pada tahun 2019 ini belum ada yang dilakukan. 

Penghitungan Kinerja kegiatan ini sebagian besar berpedoman kepada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Dalam Permen tersebut 

dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan sumber daya 

alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian 

keanekaragaman hayati baik pada tingkat genetik, spesies maupun ekosistem. 

Dalam Permen ini dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan 

konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati dan 

pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya dapat menetapkan kawasan bernilai penting bagi 

konservasi keanekaragaman hayati. 

Disamping itu, untuk penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi Taman 

Kehati berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.03 Tahun 

2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, bertujuan memberikan pedoman 

tentang pembangunan Taman Kehati mulai dari: 

a. Perencanaan 

Dilakukan melalui tahapan penetapan tapak, penetapan tumbuhan lokal 

dan membuat desain dasar. 

b. Penetapan  

Merupakan persetujuan mengikuti Program Taman Kehati oleh 

Menteri/gubernur/bupati/walikota yang dilakukan melalui tahapan 

pengajuan permohonan pembangunan Taman Kehati, verifikasi 

persyaratan Taman Kehati dan persetujuan Taman Kehati. 

c. Pelaksanaan yang dilakukan oleh unit pengelola Taman Kehati. 

d. Kemitraan  

Pemrakarsa dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain 

dari dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 17). 
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e. Pembinaan  

Dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau peningkatan 

kapasitas unit pengelola Taman Kehati (Pasal 18 ayat 4). 

Disamping itu, dalam upaya pelestarian fungsi atmosfir, Dinas Lingkungan 

Hidup  juga melakukan kegiatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

melalui kegiatan Proklim yang berpedoman kepada Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-setje/Kum.1/11/2016 

tentang Program Kampung Iklim. Ruang lingkup permen ini antara lain:  

a. Tata laksana Proklim. Penetapan lokasi Proklim dilakukan berdasarkan 

pengusulan (pasal 7). 

b. Apresiasi Proklim. Tahapan penetapan Apresiasi proklim yaitu ; verifikasi, 

penilaian teknis dan penetapan penerima penghargaan Proklim. 

c. Pembinaan. Dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, peningkatan 

kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan 

pembangunan bank data Proklim. 

d. Pembiayaan.  

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kemajuan upaya adaptasi, 

penurunan emisi GRK dan aspek pendukung keberlanjutan. 

Untuk mengetahui jumlah penetapan lokasi Kehati kab/kota dilakukan melalui 

inventarisasi dan hasil pelaporan lokasi Taman Kehati kab/kota ke Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Sedangkan lokasi 

Proklim pada tahun 2019 ini dilakukan berdasarkan penetapan oleh 

Menteri/gubernur/bupati/walikota melalui surat keputusan. 

Secara umum, dalam upaya menunjang capaian kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pencapaian peningkatan upaya-

upaya pemeliharaan lingkungan sesuai kriteria maka DLH melakukan beberapa 

kegiatan antara lain : 

a. Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung 

Iklim) 

b. Perlindungan Atmosfir dari bahan perusak ozon dan emisi Gas Rumah Kaca 

c. Pemetaan Ekosistem Kawasan Pemeliharaan dan Keanekaragaman Hayati 

Sumatera Barat. 
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b. Acuan/Alat  

Acuan/alat yang digunakan dalam perhitungan persentase adalah: 

1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, pasal 57 yang menjelaskan tentang Pemeliharaan Lingkungan. 

2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah; 

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2012 tentang Taman 

Keanekaragaman Hayati; 

4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Program Kampung Iklim; 

c. Metode Perhitungan  

Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator Persentase 

peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria 

adalah dengan menggunakan rumusan:   

[(Peningk Upaya Pemeliharaan 2019) - (Peningk Upaya Pemeliharaan 2018)]  X 100 % 

                              (Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingkungan  tahun 2018) 

Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya pemeliharaan di sini terdiri atas 2 

komponen, yaitu upaya penetapan kawasan dan pengendalian mutu Kawasan. 

Sehingga dengan demikian, maka realisasi kinerja dari indikator kinerja 

Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai 

kriteria adalah rerata dari capaian kedua komponen penyusunnya tersebut. 

1.2 Analisis Capaian Kinerja  

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2019 

Target yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja untuk indikator ini 

adalah 20%. Adapun realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pencapaian target kinerja peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan 

hidup sesuai kriteria pada tahun 2019 ini sudah memenuhi target dimana 

pencapaian upaya yang dilakukan dengan penetapan kawasan pemeliharaan 

yang ditargetkan sebanyak 10 lokasi dapat dicapai sebanyak 10 lokasi dengan 

rincian : 

1)  Mempertahankan penetapan dan menjamin keberlanjutan Taman Kehati 

agar tetap sesuai kriteria sebanyak 4 (empat) lokasi:  
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a. Taman Kehati Kota Solok yang ditetapkan melalui SK Walikota Solok 

No. 188.45- 670 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015. 

b. Taman Kehati Padang Pariaman yang ditetapkan melalui SK Bupati No. 

252/KEP/BPP/2014 tanggal  November 2014. 

c. Taman Kehati Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan 

kesepakatan Bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI dengan 

Universitas Andalas dan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 

150/LH/12/2009 dan No. 13604/H.16/KS/2009 tentang 

pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati 

Sumatera Barat di Areal Kampus Universitas Andalas.  

d. Taman Kehati PT. Tirta Investama Plant Solok yang ditetapkan melalui 

surat pernyataan Kepala Pabrik Solok No. SPKHT-SLK-01 tanggal 3 

Agustus 2015. 

2) Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Belibis yang ditetapkan dengan SK 

Walikota Solok No. 188.45-443 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang 

Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Belibis 

3) Kampung Iklim Tingkat Nasional dengan 2 (dua) lokasi yang ditetapkan 

melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

716/MENLHK/PPI/PEG.7/9/2019 tentang Penerima Penghargaan Proklim 

Tahun 2019 yaitu:  

a. Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok  

b. Kampung Alai Nagari Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai Kab. Pesisir 

Selatan. 

4) Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga) lokasi 

yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-825-2019 

tanggal 28 Oktober 2019 yaitu : 

a. RW 02 Kelurahan Kototuo Limo Kampung Kec. Payakumbuh Selatan 

Kota Payakumbuh 

b. Kelurahan Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 

c. Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus Kab. 

Sijunjung 

Sasaran kinerja untuk lokasi pemetaan baik dengan indikator jumlah pemetaan 

sesuai kriteria, pada tahun 2019 ini dapat dicapai sebanyak 10 lokasi sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan sasaran koordinasi 

dengan pihak terkait dengan indikator jumlah MOU yang dihasilkan, pada tahun 
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2019 dapat terealisasi 1 (satu) MOU/kesepakatan bersama gubernur/bupati 

tentang penyelamatan danau prioritas nasional tanggal 26 Maret 2019. 

Sehingga total upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebanyak 10 

Sedangkan pada tahun 2018, upaya penetapan kawasan sebanyak 9 objek 

dengan rincian 3 (tiga) taman kehati dan 6 (enam) lokasi proklim. Sehingga 

berdasarkan data tersebut maka persentase upaya penetapan kawasan pada 

tahun 2019 sebesar:  

[(Upaya penetapan kawasan pemeliharaan th 2019) - (Upaya penetapan kawasan th 2018)]  X 100 % 

                        (Upaya Pemeliharaan lingkungan  tahun 2018) 

 

= (11-9) X 100%         =   200%    =  22,22% 
               9             9 

 

Perbandingan antara target dengan realisasi pada indikator penetapan kawasan 

pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 16 Perbandingan realisasi penetapan kawasan pemeliharaan 2018-2019 

NO 
INDIKATOR KINERJA 2019 Realisasi 

2018 TARGET REALISASI 

1 Jumlah pemetaan kawasan sesuai 

kriteria 

10 10 9 

2 Jumlah MOU yang dihasilkan 1 1 0 

 Jumlah Total 11 11 9 

 Persentase penetapan kawasan 

pemeliharaan 

22% 22,22% 13% 

     Sumber : Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2019 

Pengendalian Mutu kawasan pemeliharaan lingkungan yang memiliki target 

18% dapat direalisasikan sebesar 18%. Realisasi pengendalian mutu meliputi 

kelembagaan yang baik dengan indikator persentase kecukupan sarana dan 

prasarana pengelolaan dengan target 55% dapat direalisasikan sebesar 55% 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 17. Rincian Realisasi Pengendalian Mutu Tahun 2019 

No Sarana Dan Prasarana 
Taman Kehati 

Taman 
Kehati 

Sumbar (%) 

Taman 
Kehati Kota  
Solok (%) 

Taman Kehati 
Padang 

Pariaman (%) 

1 Papan Petunjuk 0 10 2 
2 Persemaian/tempat 

pembibitan 
0 5 0 
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3 Label setiap pohon 0 5 0 

4 Pipa saluran air 5 10 0 

5 peralatan spt cangkul, 
arit, selang dll 

10 10 10 

6 Sarana pertemuan 10 10 5 

7 Jalan setapak 5 10 3 

8 Pembatas lokasi 10 10 5 
9 Kandang hewan 5 10 0 

10 Tempat parker 5 10 0 

 Jumlah 50 90 25 
Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2019 

 

Pada tahun 2019 ini, pembuatan sarana dan prasarana pada taman kehati yaitu 

pembuatan tempat persemaian dan adanya pelabelan beberapa pohon di 

Taman Kehati Kota Solok disamping sarana dan prasarana yang telah ada. 

Sehingga persentase kecukupan sarana dan prasarana pengelolaan taman 

kehati sebesar: 

50% + 90% + 25%  
             3 

= 
 165%   
      3 

= 55% 

 

Angka ini memberikan arti bahwa secara rata-rata pada ketiga taman kehati 

tersebut di atas, tingkat capaian pemenuhan standar yang diharapkan sebagai 

suatu taman Keanekaragaman hayati baru pada angka 55%, merujuk ke 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 tahun 2012 tentang Taman 

Keanekaragaman Hayati. Terkait dengan petugas lapangan yang memperoleh 

pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (KLHK) maupun 

pemerintah daerah, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 telah 

dilaksanakan beberapa pelatihan/bimbingan teknis antara lain : 

- Bimbingan teknis pengelolaan Taman kehati oleh KLHK pada tanggal 28 

Februari s/d 1 maret 2019 di Kota Bogor diikuti oleh 1 (satu) orang 

pengelola Taman Kehati Sumatera Barat. 

- Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Taman Kehati oleh KLHK 

pada tanggal 12 Juli 2019 di Kab. Padang Pariaman diikuti oleh 2 (dua) 

orang pengelola Taman Kehati Kab. Padang Pariaman. 

- Pelatihan Sekolah Iklim oleh BMKG pada tanggal 19 s/d 21 Maret 2019 di 

Kota Padang, namun tidak diikuti oleh perwakilan pengelola Taman Kehati 

Sumatera Barat, Kota Solok maupun Kab. Padang Pariaman.  
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Berdasarkan hal demikian, dari kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dalam 

pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan yang telah dilakukan 

diharapkan petugas lapangan yang mengikuti seluruh pelatihan sebanyak 10 

petugas tetapi yang dapat mengikuti kegiatan hanya 3 petugas/pengelola 

sehingga persentase petugas lapangan yang mengikuti pelatihan dengan 

kualifikasi baik hanya sekitar 30%.  

Berkaitan dengan kualitas/design model baik dengan indikator jumlah 

design/model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar 

mutu, pada tahun 2019 ini tidak ditargetkan. Sehingga pencapaian 

pengendalian mutu lokasi pemeliharaan lingkungan sebesar  

55%+30%+0% = 28,33%.  

         3 

Sedangkan pada tahun 2018, rata-rata upaya pengendalian mutu kawasan 

sebesar 24,08% . Persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 18 Perbandingan realisasi upaya pengendalian mutu kawasan pemeliharaan 

Tahun 2018-2019 

NO INDIKATOR KINERJA 2019 Realisasi 
2018 TARGET REALISASI 

1 Persentase kecukupan sarana dan 

prasarana pengelolaan 

55 55 52 

2 Persentase petugas lapangan yang 

telah mengikuti pelatihan dengan 

kualifikasi baik 

30 30        20 

3 Jumlah design/model pemeliharaan 

yang dikembangkan yang memenuhi 

standar mutu 

0 0 0 

 Jumlah rata-rata 28,33 28,33 24,17 

 Persentase peningkatan pengendalian 

mutu kawasan pemeliharaan 

18 18 20 

         Sumber : Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2019 

Berdasarkan hal tersebut, maka persentase peningkatan pengendalian mutu 

kawasan konservasi sebesar : 
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=     [(Pening pengendalian mutu 2019) - (Pening pengendalian mutu 2018)]  X 100% 

       (Peningkatan pengendalian mutu kawasan tahun 2019) 

 =  (28,33 – 24,08)  X 100 %   =    425 %  =  17,58% 
   24,17  24,17 

Terkait dengan  hal tersebut, maka realisasi kinerja untuk indikator persentase 

peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada 

tahun 2019 adalah:  

Tabel 19 Realisasi Persentase Peningkatan Upaya-Upaya Pemeliharaan 
Lingkungan Hidup Tahun 2019 

No Indikator Kinerja Target 

Kinerja 

Realisasi % 

1 Persentase penetapan kawasan 

pemeliharaan 

22% 22,22% 101 

2 Persentase peningkatan 

pengendalian mutu kawasan 

pemeliharaan 

18% 17,58% 97,66 

Persentase peningkatan upaya-

upaya pemeliharaan 

lingkungan hidup sesuai 

kriteria 

20% 19,9% 99,5 

 Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2019 

Dari data di atas realisasi kinerja untuk indikator Persentase peningkatan 

upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2018 

adalah sebesar: 

 = Upaya penetapan kawasan pemeliharaan 2019 + Peningk pengendalian mutu 2019 
 2 

 = 22,22% + 17,58% =  19,9%  
  2 

Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun 2019 

untuk indikator persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan 

hidup sesuai kriteria dapat dikatakan dapat dicapai dengan realisasi mendekati 

100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah berdasarkan 

perhitungan sebagai berikut: 

19,9% 
X 100% = 99,5% 

20% 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu  

Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai 

kriteria pada tahun 2019 sebesar 19,9% meningkat dibandingkan tahun lalu 

dengan realisasi sebesar 16,4%. Dengan indikator yang dimiliki berupa jumlah 

taman kehati yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) lokasi dan lokasi Proklim 

sebanyak 6 (enam) lokasi sehingga persentase penetapan kawasan 

pemeliharaan lingkungan sebesar 13%. Sedangkan persentase peningkatan 

pengendalian mutu sebesar 20%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, 

peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria 

sebesar 32% dengan indikator yang dimiliki berupa jumlah taman kehati 

sebanyak 2 (dua) lokasi dan lokasi Proklim sebanyak 5 (lima) lokasi dan MOU 

sebanyak 1 (satu) kali sehingga persentase penetapan kawasan pemeliharaan 

sebesar 14%. Sedangkan peningkatan mutu lokasi kawasan pemeliharaan 

lingkungan pada tahun 2017 sebesar 51% berdasarkan ketersediaan sarana 

dan prasarana sesuai kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup maka didapat rata-rata peningkatan upaya-upaya 

pemeliharaan lingkungan hidup tahun 2017 diperkirakan sebesar 32%.  

Sehingga jika dibandingkan pada 2 tahun terakhir, terjadi peningkatan target 

pada tahun 2019 dari tahun 2018 dikarenakan adanya beberapa target yang 

dapat dicapai di lapangan.  

Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup tahun 

2017-2019 dapat dilihat dari grafik berikut. 

 

Grafik 4 Persentase upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup 2017 – 2019 
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c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Dalam 

Dokumen Renstra 2016 – 2021  

Dengan melihat pada tren persentase upaya-upaya pemeliharaan lingkungan 

hidup dibandingkan tahun lalu, untuk pencapaian target indikator ini pada 

tahun 2019 sebesar 19,9%. Berdasarkan kondisi yang ada hasil inventarisasi 

tahun 2019 dan rangkuman dokumen/laporan pelaksanaan kegiatan tahun 

2019. Pada tahun 2017, capaian upaya penetapan kawasan pemeliharaan 

sebesar sebesar 14% dan peningkatan mutu sebesar 51% sehingga pencapaian 

target peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan sebesar 32%. Pada 

tahun 2018 persentase upaya penetapan kawasan sebesar 13% dan 

peningkatan mutu kawasan sebesar 20% sehingga persentase peningkatan 

upaya pemeliharaan kawasan pemeliharaan lingkungan dapat dicapai menjadi 

16%. Pada Tahun 2019, persentase peningkatan upaya penetapan kawasan 

sebesar 22,22% dan upaya pengendalian mutu kawasan sebesar 17,58% 

sehingga realisasi peningkatan upaya pemeliharaan lingkungan sebesar 19,9%. 

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah semakin tingginya 

tekanan terhadap kawasan pemeliharaan baik akibat alam maupun ulah tangan 

manusia. Sementara sumber dana dan sumber daya manusia semakin 

berkurang dari tahun ke tahun.  Namun demikian, melalui pembinaan dan 

evaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

secara kontinyu diharapkan akan dapat mendorong pengelola Kawasan 

Pemeliharaan untuk melakukan peningkatan mutu kawasan. Disamping itu, 

komitmen pimpinan daerah juga sangat menentukan peningkatan mutu 

kawasan di daerah. Kedepan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

akan mengupayakan peningkatan mutu kawasan pemeliharaan melalui 

kerjasama dengan dunia usaha dan stakeholder terkait lainnya.  

Jika realisasi tahun 2019 ini yaitu sebesar 19,9% dibandingkan dengan target 

pada akhir periode renstra (tahun 2021) yang sebesar 20%, maka diperkirakan 

target akhir periode renstra tersebut akan dapat dicapai 

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional. Standar nasional dalam 

peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan belum ada.   
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan 

Upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun 2019 

dapat dicapai target disebabkan karena : 

1) Adanya edaran dan instruksi gubernur serta sosialisasi kepada kab/kota 

terkait upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga pemerintah 

kab/kota berupaya melakukan pemeliharaan lingkungan di wilayah masing-

masing. 

2) Peningkatan kapasitas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera 

Barat kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait Kehati dan Proklim. 

3) Ketersediaan anggaran sehingga DLH Provinsi Sumatera Barat dapat 

melakukan pembinaan dan melakukan beberapa upaya dalam rangka 

pemeliharaan lingkungan. 

Disamping itu, terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan 

antara lain: 

1) Ketersediaan lahan untuk lokasi pemeliharaan lingkungan sangat sulit 

untuk didapatkan. Terutama lokasi pencadangan keanekaragaman hayati 

berupa Taman Keanekaragaman Hayati yang menurut  Peraturan Menteri 

LH. No. 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati. Dimana 

Taman Kehati di kabupaten seluas ± 10 Ha sedangkan kota seluas minimal ± 

3 Ha. Maka disiasati dengan mengupayakan pembangunan Taman Kehati 

melalui perusahaan dan melakukan inovasi dengan penanaman tumbuhan 

langka di halaman kantor pemerintah melalui Gerakan Tanam serentak 

Pohon Andalas (Gertak Andalas) 

2) Adanya apresiasi kepada Kepala Daerah/kepala instansi terkait dalam 

pengelolaan Kehati dan Proklim. Sehingga hal tersebut mendorong daerah 

mengalokasikan anggaran dalam upaya peningkatan mutu kawasan 

pemeliharaan. 

3) Membuat surat kepada bupati/walikota agar melakukan upaya-upaya 

pemeliharaan lingkungan baik pembuatan Taman Kehati maupun 

penetapan lokasi Proklim. Baik surat sekretaris daerah maupun surat 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 

4) Selalu berkoordinasi dengan KLHK terkait perkembangan proses MOU 

Taman Kehati Sumatera Barat di KLHK.  
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f. Analisis atas efisiensi sumber daya 

Dalam rangka pencapaian target dalam upaya-upaya pemeliharaan lingkungan 

hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan 

penyebarluasan informasi terutama kegiatan Proklim dengan memanfaatkan 

media cetak dan elektronik sehingga informasi kegiatan pemeliharaan 

lingkungan  dapat sampai ke pemerintahan terendah dan masyarakat. 

Disamping itu, penyebar luasan informasi dan sosialisasi melalui instansi 

lingkungan hidup kab/kota telah menghemat sumber daya baik anggaran 

maupun sumber daya manusia. Sehingga pemahaman berbagai pihak terkait 

kegiatan Proklim, akan semakin baik dan akan menghasilkan pengusulan calon 

lokasi Proklim yang lebih banyak dan berkualitas. Disamping itu, akibat 

keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia disikapi dengan melakukan 

beberapa terobosan sehingga terjadi efisiensi sumber daya. Kekurangan 

sumber daya akibat efisiensi yang dibutuhkan dalam peningkatan upaya-upaya 

pemeliharaan lingkungan hidup disikapi melalui koordinasi, komunikasi dan 

pendekatan yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota dan dunia 

usaha, kemudian pemerintah kabupaten/kota dapat menindaklanjutinya 

dengan perencanaan, sosialisasi/kampanye kepada seluruh stakeholders di 

lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal 

penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib yang sesuai kriteria. Dalam 

pencarian lokasi-lokasi Proklim, Instansi Lingkungan hidup Kab/Kota dapat 

memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada di nagari seperti penyuluh pertanian, 

penyuluh kehutanan dll. Disamping itu dapat juga memanfaatkan organisasi 

masyarakat/LSM/Kelompok Masyarakat/kelompok lainnya yang telah lama 

berada di suatu wilayah sebelum penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi 

kampung iklim 

Peran Provinsi dalam hal ini antara lain dapat membantu mengarahkan 

rencana alokasi pendanaan di nagari/kelurahan terutama dana desa. Sehingga 

dana tersebut dapat dimanfaatkan dan diprioritaskan untuk memenuhi 

sarana/prasarana yang dipersyarakatkan sesuai kriteria dalam pengelolaan 

suatu kawasan pemeliharaan lingkungan, misalnya dalam pengembangan 

lokasi Proklim untuk pembangunan bank sampah, tempat sampah terpilah, 

pembuatan biopori dan lain-lain, sehingga beban pemerintah daerah 

kabupaten/kota tidak terlalu berat dan dana nagari dapat dicairkan tanpa 

menyalahi aturan. 
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Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dalam tahap verifikasi, 

dimana dengan jumlah personil yang terbatas namun paham dan mengerti 

tentang prosedur serta tata cara penetapan suatu kawasan, maka proses 

penetapan lokasi kawasan dapat berjalan dengan baik dan efektif. 

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian  

Terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target 

peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan antara lain :   

 Kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Proklim). 

Melalui kegiatan ini lokasi Proklim yang telah ditetapkan sebagai Kampung 

Iklim diberikan insentif, Trofi dan sertifikat baik oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga dapat 

melakukan pengembangan lokasi proklim demi peningkatan mutu 

kawasan. 

 Kegiatan Sistem Informasi Lingkungan.  

Melalui kegiatan ini dapat dikampanyekan dan disebarluaskan informasi 

tentang Kegiatan Program Kampung Iklim dan melakukan pencatatan 

keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan pemeliharaan lingkungan. 

Melalui kegiatan ini juga dapat dipublikasikan kegiatan lokasi Proklim dan 

Taman Kehati yang telah ada sehingga dapat memotivasi masyarakat dan 

pemerintah daerah untuk berupaya menciptakan kawasan pemeliharaan 

yang baru. 

 PROPER dan Proper-Daerah 

Pada pelaksanaan kegiatan Proper maupun Proper-Daerah, pada saat 

penilaian ke berbagai perusahaan dapat juga disebarluaskan informasi 

terkait kawasan pemeliharaan baik lokasi Proklim maupun Taman 

Keanekaragaman Hayati di lingkungan perusahaan tersebut. 

 Perlindungan Atmosfir dari bahan perusak ozon dan emisi Gas Rumah Kaca 

Pada pelaksanaan kegiatan RAD dan inventarisasi GRK dapat diketahui 

daerah-daerah yang berpotensi untuk diusulkan maupun daerah yang 

rentan akibat perubahan iklim. 

 Pengelolaan Sampah melalui GSB dan Adipura  



                                                                                                                                                             

                                                                    

 

                                                                                                                                                   74 
 
 

LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

Pada pelaksanaan kegiatan GSB dan Adipura dapat membantu pelaksanaan 

Kegiatan Proklim di daerah karena beberapa indikator penilaian Proklim 

berkaitan dengan kegiatan GSB dan Adipura. 

Selain kegiatan-kegiatan internal Dinas Lingkungan Hidup tersebut, masih 

diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target 

peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan dan dalam upaya 

penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Seperti pelibatan instansi yang 

bertanggung jawab dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca antara lain 

Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian (sektor hutan dan lahan), Dinas 

ESDM dan Dinas Perhubungan (sektor energi dan transportasi),  

Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan 

pimpinan instansi di daerah maka perlu sering dilakukan pembinaan baik 

ke instansi lingkungan hidup daerah maupun dunia usaha serta langsung 

ke kelurahan/nagari sebagai objek penetapan lokasi Proklim. 

IV. Meningkatnya Kapasitas dan Peranserta Stakeholders (SS4) 

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis SS4 adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ 

lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan sebagaimana yang 

tercantum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4) Tahun 2019 

No INDIKATOR KINERJA TARGET 
KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

%  
CAPAIAN 

1. Persentase peningkatan jumlah 

masyarakat/ kelompok masyarakat/ 

lembaga yang berperan aktif dalam 

program penyelamatan lingkungan 

5,00 % 5,93 % 118,60 % 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 118,60 % 

Sumber:   1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 2019 
                  2. Bidang Tata Lingkungan, 2019 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS4 

adalah sebesar 118,60 % dimana capaian ini melebihi dari target kinerja yang ditetapkan 

untuk tahun 2019 sebesar 5% dan realisasi yang dapat dicapai adalah 5,93%. Realisasi 

kinerja yang diukur terkait dengan peningkatan kapasitas dan peranserta stakeholders ini 

adalah gabungan kinerja dari beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peranserta 
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stakeholders yakni kegiatan adipura, gerakan sumbar bersih, kalpataru, adiwiyata, bank 

sampah dan proklim. Adapun pencapaian target kinerja atas SS4 serta analisis dari 

indikator kinerja utamanya diuraikan sebagai berikut. 

A. Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga 

yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan 

1.1 Realisasi 

a. Sumber data 

Data yang digunakan dalam mencapai sasaran strategis empat ini antara lain: 

1) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Adipura yang memenuhi 

passing grade; 

2) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Gerakan Sumbar Bersih (GSB) 

yang memenuhi passing grade; 

3) Jumlah calon penerima Kalpataru yang diusulkan; 

4) Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, 

Mandiri); 

5) Persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif; 

6) Jumlah kampung iklim yang diusulkan. 

b. Acuan dan Alat 

Acuan yang digunakan dalam pencapaian persentase peningkatan jumlah 

masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam 

program penyelamatan lingkungan: 

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank 

Sampah; 

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata; 

4) Permen LHK Nomor. P.30/MENLHK/Setjend/KUM.1/4/2017 tentang 

Penghargaan Kalpataru; 

5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.53/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Adipura; 
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6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-

Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. 

7) Peraturan Daerah Provinasi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

8) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660–182–2019 tentang Pembentukan 

Tim Pemantau Program Adipura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019; 

9) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660–116–2019 tentang Pembentukan 

Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019; 

10) SE Gubernur Sumatera Barat No. 660/22/SK/DLH-2019 tentang 

Pembentukan Kampung Iklim (PROKLIM) pada Wilayah Kabupaten/Kota 

di Seluruh Provinsi Sumatera Barat 

11) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat No. 

660/117/Kpts/Sekr-2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian 

Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Provinsi Sumatera 

Barat. 

12) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor:  

660/15.A/SK/PSLB3PK/DLH-2019 tentang Pembentukan Tim Pembina 

dan Penilai Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019. 

c. Metodologi perhitungan 

Dalam menghitung persentase dan peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok 

masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan 

lingkungan menggunakan indikator rata-rata persentase peningkatan jumlah 

masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam 

program penyelamatan lingkungan. Maka perhitungan capaian dari indikator 

SS4 menggunakan 6 (enam) indikator sebagai berikut: 

1) Persentase peningkatan titik pantau Adipura yang memenuhi passing grade 

(A) 

2) Persentase peningkatan titik pantau GSB yang memenuhi passing grade (B) 

3) Jumlah calon penerima Kalpataru yang diusulkan (C) 

4) Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, Mandiri) 

(D); 

5) Persentase bank sampah yang aktif (E); 

http://proklim.menlhk.go.id/files/Permen-LH.pdf
http://proklim.menlhk.go.id/files/Permen-LH.pdf
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6) Jumlah kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional (F). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 
∑ 

             
     

          
             

     
             

             
     

        

 
 

 

1.2 Analisis Capaian Kinerja 

Pada tahun 2019 ditetapkan target untuk indikator SS4 yakni persentase 

peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang 

berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan adalah sebesar 5%. 

Untuk mendukung SS4 ini, maka setiap program dan kegiatan yang dilakukan 

dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder terkait serta 

memberikan fasilitasi dan dukungan iklim yang mendukung program 

penyelamatan lingkungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 21 Sasaran dan Indikator SS4 
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholder 

Indikator : Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok 

masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan 

lingkungan 

Tingkat pemahaman 

dan kesadaran 

stakeholder baik 

Ketersediaan mekanisme penyebarluasan informasi dan 

publikasi lingkungan kepada stakeholder baik  

Iven-iven stimulan baik 

Pengarusutamaan isu LH pada program dan kegiatan 

stakeholders lain baik 

Fasilitasi dan dukungan 

iklim dari pemerintah 

baik 

 

Mekanisme penghargaan / reward baik 

Ketersediaan  pilot project / percontohan yang 

berkelanjutan baik 

Ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan 

lingkungan di masyarakat baik 

      Sumber :  Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas  2019 
 

Keberhasilan mencapai SS4 sangat bergantung pada keberhasilan pencapaian 

sasaran di bawahnya, seperti ketersediaan mekanisme penyebarluasan 

informasi dan publikasi, iven-iven stimulan, pengarusutamaan isu LH pada 

program dan kegiatan stakeholder lain, mekanisme penghargaan yang 
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diberikan, ketersediaan pilot projek dan ketersedian sarana prasarana 

pendukung pengelolaan lingkungan di masyarakat.  

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan-

kegiatan yang bersifat mendorong peran serta seluruh stakeholder dalam upaya 

penyelamatan lingkungan. Tabel di bawah ini memperlihatkan indikator kinerja 

yang mendukung capaian indikator SS4. 

Tabel 22. Realisasi kegiatan yang mendukung indikator SS4 

   No. Kegiatan Indikator Realisasi Persentase 

Pening-

katan 
2017 2018 2019 

1. Adipura  Persentase 

peningkatan jumlah 

titik pantau yang 

memenuhi passing 

grade 

77,08 80,47 84,42 4,91 % 

2. Gerakan 

Sumbar 

Bersih 

Persentase 

peningkatan jumlah 

titik pantau yang 

memenuhi passing 

grade 

68,57 69,57 73,28 5,33 % 

3. Kalpataru Jumlah calon peraih 

kalpataru yang 

diusulkan ke tingkat 

nasional 

  9   11 12 9,09 % 

4. Adiwiyata Jumlah sekolah yang 

ikut program 

Adiwiyata (Provinsi, 

Nasional, Mandiri) 

 183  202 212 4,95 % 

5. Bank 

Sampah 

Persentase 

peningkatan jumlah 

bank sampah yang 

aktif 

22,22 26,32 27,65 5,05 % 

6. Proklim Jumlah kampung iklim 

yang diusulkan 

24 16 17 6,25 % 

  RATA-RATA 5,93 % 

                         Sumber :   1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas  2019 
                                      2. Bidang Tata Lingkungan, 2019 
 

Berdasarkan tabel di atas realisasi dari indikator SS4 adalah sebesar 5,93% 

sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 5 %, sehingga 

capaian dari indikator SS4 adalah sebesar 118,60 %. 
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a. Perbandingan antara target dan realisasi 

1) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Adipura yang memenuhi 

passing grade pelaksanaan program Adipura periode 2019.  

Berdasarkan rumus capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target 

2019 untuk indikator persentase peningkatan jumlah titik pantau yang 

memenuhi passing grade sebesar 84,82% sehingga capaian kinerja untuk 

indikator ini mencapai 4,91%.  

Jika dibandingkan dengan target indikator SS4 sebesar 5%, maka untuk 

capaian target kinerja Program Adipura pada tahun 2019 ini dianggap 

sudah cukup maksimal sehingga peningkatan jumlah titik pantau yang 

memenuhi passing grade mencapai 4,91%. Passing grade masing-masing 

titik pantau adalah nilai yang ≥71 (kategori baik). Pada tahun 2019 

Program Adipura se-Sumatera Barat terdapat 547 titik pantau sedangkan 

yang memenuhi passing grade adalah 462 titik atau 84,42% dari jumlah 

keseluruhan titik pantau. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah titik pantau 

adalah sebanyak 512 titik pantau, sedangkan jumlah yang memenuhi 

passing grade adalah 412 titik pantau atau sebesar 80,47%. Jika dilihat dari 

jumlah kota yang dilakukan pemantauan sebagai kota Adipura terjadi 

peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 

jumlah kota yang dipantau sebagai kota Adipura adalah 8 kota, sedangkan 

pada tahun 2019 jumlah kota yang dilakukan pemantauan sebagai kota 

Adipura adalah sebanyak 9 kota. Ada peningkatan persentase titik pantau 

yang memenuhi passing grade sebesar 4,91% jika dibandingkan dengan 

Adipura tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan yang 

kontinu dilakukan oleh provinsi terhadap masing-masing titik pantau 

Adipura ke setiap kota peserta Adipura. 

2) Persentase peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing 

grade Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih. 

Gerakan Sumbar Bersih dilaksanakan dengan mengadakan lomba 

kecamatan dan kelurahan bersih dan hijau dimana para peserta adalah 

kecamatan (untuk kabupaten) dan kelurahan (untuk kota) yang diusulkan 

oleh kabupaten/kota kepada Gubernur. Para peserta lomba kecamatan dan 

kelurahan bersih dan hijau ini dilakukan penilaian oleh tim penilai Gerakan 

Sumbar Bersih Provinsi yang melibatkan unsur perguruan tinggi, OPD 
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teknis terkait, media massa, pakar tata ruang, pakar sampah, PKK dan LSM 

lingkungan. Pencapaian target kinerja GSB pada tahun 2019 ini sudah 

memenuhi target dimana persentase jumlah titik pantau yang memenuhi 

passing grade GSB Tahun 2019 adalah sebesar 73,28% dari 100 titik 

pantau yang dilakukan penilaian. Sedangkan jumlah titik pantau GSB tahun 

2018 yang memenuhi passing grade adalah sebesar 69,57%. Ada 

peningkatan persentase titik pantau yang memenuhi passing grade sebesar 

5,33% jika dibandingkan dengan GSB tahun 2018. Hal ini disebabkan 

karena adanya pembinaan yang kontiniu dan berkesinambungan yang 

dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap masing-masing kecamatan 

dan kelurahan yang menjadi titik pantau GSB baik dalam bentuk sosialisasi, 

bimbingan teknis maupun peninjauan ke lapangan. 

3) Jumlah calon peraih kalpataru yang diusulkan ke tingkat nasional 

Penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan Kalpataru tetap dilakukan 

Dinas Lingkungan Hidup melalui media cetak, elektronik, surat ke kab/kota 

dan Instansi terkait serta melalui website DLH. Pengusulan calon penerima 

penghargaan Kalpataru tahun 2019 telah ditindaklanjuti oleh beberapa 

instansi baik oleh OPD Provinsi Sumatera Barat maupun OPD Dinas 

Lingkungan Hidup Kab/Kota, dimana tahun 2018 target kinerja kalpataru 

sebanyak 11 (sebelas) usulan dan yang menyampaikan usulan calon tahun 

2019 adalah 12 (dua belas) calon. Sehingga capaian kinerjanya adalah 

109,09%. 

4) Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, 

Mandiri) 

Target realisasi kinerja pada sasaran strategis peningkatan keikutsertaan 

stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator kinerja 

berupa peningkatan keikutsertaan sekolah peserta program Adiwiyata 

pada tahun 2019 adalah sebesar 5%. Adapun dasar perhitungan sebagai 

berikut: 

- Jumlah peserta tahun 2018 adalah sebanyak 202 sekolah 

- Jumlah peserta tahun 2019 adalah sebanyak 212 sekolah 

Target peningkatan capaian kinerja 5% dari tahun sebelumnya atau 202 

sekolah yang mengikuti program Adiwiyata pada tahun 2019, ternyata 

dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar 4,95% atau 212 sekolah. 
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Persentase capaian keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata pada 

tahun 2019 sebesar 4,95% ini tidak terlepas dari upaya dan kerjasama dari 

semua pihak dengan komitmen dan semangat yang tinggi baik tim 

Adiwiyata Provinsi maupun Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota serta 

stakeholders terkait maupun sekolah sebagai sasaran, sehingga 

pelaksanaan Program Adiwiyata dapat berjalan dengan baik. 

5) Persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif 

Pengembangan bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat social 

engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta 

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara 

bijak dan pada akhirnya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. 

Hasil inventarisasi perkembangan bank sampah di kab/kota pada tahun 

2019 menunjukkan bahwa perkembangan bank sampah sangat baik. 

Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2019 untuk indikator 

persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif yang telah 

ditetapkan telah mampu direalisasikan dengan baik. Dengan jumlah bank 

sampah yang aktif sebanyak 39 bank sampah dari 124 unit bank sampah 

yang terdata dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana jumlah bank 

sampah yang aktif adalah 25 unit dari jumlah yang terdata sebanyak 95 

unit bank sampah, maka terjadi peningkatan jumah bank sampah yang aktif 

sebanyak 5,05%. 

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar juga telah berhasil 

membentuk dan mendampingi pendirian 6 (enam) unit bank sampah di 

Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten 

Padang Pariaman dan Kota Padang 

Keenam bank sampah baru tersebut antara lain: 

a. Bank Sampah BUS (Bersih Untuk Sehat) di Gadut Kabupate Agam 

b. Bank Sampah TAS (Taluak Ampek Suku) di Taluak Kabupaten Agam 

c. Bank Sampah Nagari Kasang di Kasang Kabupaten Padang Pariaman 

d. Bank Sampah Bougenvile di Limo Kaum Tanah Datar 

e. Bank Sampah Kampung Berseri Astra di Kenagarian Hiliran Gumanti 

Kab. Solok   

f. Bank Sampah Tiga Sepakat di Kelurahan Batipuh Panjang Kota Padang  
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6) Jumlah kampung iklim yang diusulkan 

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu program 

nasional yang diluncurkan sejak tahun 2012. Program ini disusun dalam 

rangka menunjang upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta 

mendorong kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.84/Menlhk-

setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Sejak tahun 

2013, Sumatera Barat telah aktif mengikuti program ini dengan 

mengusulkan beberapa lokasi ProKlim yang tersebar pada beberapa 

Kabupaten/Kota ke tingkat nasional. Sampai tahun 2019, Provinsi 

Sumatera Barat telah mengusulkan 102 lokasi kampung iklim ke tingkat 

nasional. Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2019 untuk 

indikator jumlah kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional yang 

telah ditetapkan yaitu sebanyak 17 lokasi. Berdasarkan target yang telah 

ditetapkan tersebut, dari 20 lokasi yang diusulkan kabupaten/kota, 17 

diantaranya telah memenuhi syarat dan diusulkan ke tingkat nasional. 

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh tim verifikator gabungan (Pusat, 

Provinsi dan Kab/Kota), 2 lokasi usulan telah berhasil meraih predikat 

Proklim Utama dan penghargaan berupa tropi serta insentif, sementara 15 

lokasi lainnya memperoleh sertifikat ProklimUtama saja (tanpa tropi dan 

insentif). 

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan beberapa 

tahun terakhir 

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu belum dapat dilakukan karena 

indikator persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ 

lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan 

merupakan gabungan dari 6 (enam) indikator kegiatan dan indikator ini baru 

digunakan pada tahun 2018. Namun demikian akan dijabarkan 

perbandingannya dengan tahun sebelumnya per komponen penyusunnya, 

sebagai berikut:  

 Kegiatan Adipura dan GSB menggunakan indikator yakni peningkatan 

persentase titik pantau yang memenuhi passing grade yang diindikasikan 
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dengan nilai passing grade >71 dan tergabung dalam indikator SS4 

bersama dengan beberapa kegiatan lainnya.  

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah titik pantau Adipura 

dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Terjadi tren 

peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terjadi 

kenaikan sebesar 4,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 

2018) yakni sebesar 4,40%.  

Demikian juga halnya dengan Kegiatan GSB, pada tahun 2018 terjadi 

peningkatan jumlah yang memenuhi passing grade. Pada tahun 2019 

peningkatan titik pantau yang memenuhi passing grade adalah sebesar 

5,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2018), sedangkan 

peningkatan pada tahun 2017 peningkatannya sebesar 1,46% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2016). Tren peningkatan 

jumlah titik pantau Adipura dan GSB yang memenuhi passing grade dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

Grafik 5 Peningkatan Jumlah Titik Pantau Adipura yang Memenuhi Passing Grade 
Tahun 2016-2019 
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Grafik 6 Persentase Peningkatan Jumlah Titik Pantau Adipura yang Memenuhi 

Passing GradeTahun 2016-2019 

 

 

Grafik 7 Peningkatan Jumlah Titik Pantau GSB yang Memenuhi Passing Grade 
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Grafik 8 Persentase Peningkatan Jumlah Titik Pantau GSB yang Memenuhi Passing 

Grade  Tahun 2017-2019 

Dibandingkan dengan tahun 2018 dimana jumlah bank sampah yang aktif 

sebanyak 25 unit bank sampah dari 95 unit bank sampah yang terdata 

dalam arti lain rasio keaktifan bank sampah adalah sebesar 26,32%. 

Sedangkan pada tahun 2019, setelah dilakukan pendataan kembali, maka 

jumlah bank sampah yang terdata adalah sebanyak 124 unit bank sampah 

dan 39 unit diantaranya adalah bank sampah aktif dalam melakukan 

transaksi. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan jumlah bank 

sampah yang aktif sebesar 27,65% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.   

 

Grafik 9 Jumlah Bank Sampah Aktif Tahun 2017-2019 
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Grafik 10 Jumlah Bank Sampah Aktif Tahun 2017-2019 

Jumlah usulan Kalpataru yang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 

2016 jumlah usulan peraih penghargaan kalpataru adalah sebanyak 14 

(empat belas) usulan dan pada tahun 2017 turun menjadi 9 (sembilan) 

usulan dan tahun ini jumlah usulan naik menjadi 11 (sebelas) usulan. Pada 

tahun 2018 yang lalu calon yang diusulkan ke nasional adalah sebanyak 11 

(sebelas) calon dan pada tahun 2019 ini diusulkan sebanyak 12 calon ke 

nasional. Untuk perbandingan usulan calon dari tahun sebelumnya dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

 
Grafik 11 Perbandingan jumlah usulan penerima kalpataru tiga tahun terakhir 
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Sumatera Barat adalah 96 sekolah yang berasal dari 13 kabupaten/Kota 

yang terdiri dari 11 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 31 sekolah 

kategori Adiwiyata Nasional dan 59 sekolah kategori Adiwiyata Tingkat 

Provinsi. Pada tahun 2013 masih ada enam lagi Kabupaten/Kota di 

Sumatera Barat yang belum mengikuti program Adiwiyata yakni 

Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten 

Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok 

Selatan. Namun pada tahun 2014 jumlah sekolah yang mengikuti program 

Adiwiyata meningkat menjadi 119 sekolah yang berasal dari 16 

kabupaten/Kota. Dari 119 sekolah tersebut  antara lain 13 sekolah untuk 

calon sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 38 sekolah untuk calon sekolah 

kategori Adiwiyata Nasional dan 68 sekolah untuk calon sekolah kategori 

Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2015, sudah semua 

Kabupaten/Kota mengikuti Program Adiwiyata. Pada Tahun 2015 tersebut 

terdapat 14 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 41 

sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 79 sekolah 

untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2016 

jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 153 

sekolah yang terdiri dari 95 Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, 47 sekolah 

Adiwiyata Nasional dan 11 Sekolah Adiwiyata Mandiri. Pada Tahun 2017 

sekolah yang mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 183 sekolah 

yang terdiri dari 17 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 56 sekolah 

kategori Adiwiyata Nasional dan 110 sekolah kategori Adiwiyata Tingkat 

Provinsi. Ini menandakan semakin tingginya komitmen Pemerintah 

kabupaten/kota dan sekolah-sekolah untuk berpartisipasi dalam 

melaksanakan program Adiwiyata. Pada tahun 2018 terdapat 202 sekolah 

yang sudah masuk sebagai sekolah adiwiyata provinsi, nasional dan 

mandiri. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan lagi dimana 

terdapat 212 sekolah adiwiyata yang sudah masuk sebagai sekolah 

adiwiyata provinsi, nasional dan mandiri. Jika dibandingkan dengan tahun 

2018, maka pada tahun 2019 terjadi peningkatan keikutsertaan sekolah 

dalam program Adiwiyata sebesar 4,91%, sudah hampir mencapai target 

yang ditetapkan yakni sebesar 5%. Pada Tahun 2019 ini sekolah yang 

mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 212 sekolah yang terdiri 
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dari 17 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 62 sekolah kategori Adiwiyata 

Nasional dan 133 sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. 

 
Tabel 23 Daftar Perbandingan sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata  

dari tahun 2016-2019 

KATEGORI TAHUN 

2016 2017 2018 2019 

Adiwiyata Mandiri 11 17 15 17 

Adiwiyata Nasional 47 56 59 62 

Adiwiyata Provinsi 95 110 128 133 

Jumlah 153 183 202 212 

Peningkatan (%) 14.18% 19.60% 10,38% 4,95% 

Sumber: Seksi Peningkatan Kapasitas, 2016-2019 
 

 

 
Grafik 12 Perkembangan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata  

dari tahun 2016 s/d 2019 
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Grafik 13 Perbandingan jumlah usulan lokasi kampung iklim dan peraihan predikat 

Proklim utama tahun 2017-2019 
 

Semenjak tahun 2018, DLH Prov. mulai selektif mengusulkan lokasi 

kampung iklim ke tingkat nasional dengan menambahkan 1 kriteria lagi 

yaitu lokasi yang diusulkan juga harus memenuhi skor awal yang 

dipersyaratkan untuk kategori ProKlim utama yaitu > 81%. Dibandingkan 

dengan tahun 2018 DLH Provinsi Sumatera Barat mengusulkan lokasi 

kampung iklim ke tingkat nasional sebanyak 16 lokasi, sedangkan pada 

tahun 2019 sebanyak 17 lokasi. Hal ini terjadi peningkatan realisasi 

capaian kinerja sebesar 6,25 %.  Pada tahun 2019, jumlah kampung iklim 

yang memperoleh sertifikat kategori ProKlim Utama meningkat dari 15 

lokasi (3 diantaranya memperoleh tropi dan insentif) menjadi 17 lokasi (2 

diantaranya memperoleh tropi dan insentif). 

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka 

menengah dalam dokumen renstra 

Indikator sasaran strategis 4 (SS4) yakni persentase peningkatan jumlah 

masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam 

program penyelamatan lingkungan merupakan tahun ketiga dari Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2016-2021 setelah 

berubah menjadi dinas. Target yang ditetapkan untuk indikator SS4 Tahun 

2019 adalah sebesar 5% dan dapat terealisasi sebesar 5,93%. Jika dibandingkan 

dengan target pada akhir periode renstra tahun 2021 sebesar 20%, maka masih 

diperlukan upaya yang cukup besar dan berkelanjutan serta dan membutuhkan 

inovasi/terobosan untuk meningkatkan jumlah masyarakat/stakeholder yang 

berperan aktif. 
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d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional 

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase peningkatan jumlah 

masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam 

program penyelamatan lingkungan dengan  standar nasional dapat dilakukan 

untuk kegiatan yang merupakan program nasional seperti kegiatan Adipura, 

Kalpataru, Adiwiyata dan PROKLIM, sedangkan kegiatan yang berskala provinsi 

merupakan upaya dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan peranserta 

berbagai pihak terhadap program-program penyelamatan lingkungan di 

provinsi Sumatera Barat seperti kegiatan GSB dan kegiatan bank sampah.   

 Adipura, standar nasional yang ditetapkan dalam menentukan titik pantau 

sesuai passing grade adalah standar passing grade Adipura yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu titik pantau 

bernilai > 71 dianggap bernilai baik. Sedangkan nilai < 71 dianggap titik 

pantau tersebut bernilai jelek. Sehingga semakin banyak titik pantau dalam 

suatu kota yang bernilai baik (>71) maka tentunya akan berbanding lurus 

dengan peningkatan peranserta stakeholder dalam penyelamatan 

lingkungan. Di Sumatera Barat dengan jumlah peserta Adipura tahun 2016-

2019 sebanyak 9 kab/kota terdapat 547 titik pantau dan yang memenuhi 

passing grade Adipura sebanyak 462 titik pantau, sehingga masih ada 85 titik 

pantau lagi yang bernilai dibawah 71, namun pencapaian ini mengalami 

kenaikan mencapai sebesar 84,42% dibanding tahun 2018 yang mencapai 

80,47%.  

 Kalpataru, Jumlah usulan peraih penghargaan Kalpataru di Provinsi 

Sumatera Barat dalam beberapa tahun mengalami fluktuasi. Dibandingkan 

dengan usulan dan capaian peraih penghargaan kalpataru secara nasional 

Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2019 telah memperoleh Penghargaan 

Kalpataru sebanyak 16 orang/kelompok, sedangkan secara nasional Provinsi 

Sumatera Barat berada pada urutan kesepuluh. Provinsi paling banyak 

memperoleh penghargaan Kalpataru adalah Jawa timur. 

 Adiwiyata, Target pencapaian Program Adiwiyata secara nasional yang 

ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 2.160 

sekolah per tahun. Perhitungan ini dibuat dengan asumsi bahwa 4-5 sekolah 

di 450 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia setiap tahunnya mengikuti 

program Adiwiyata. Kebijakan ini efektif dimulai sejak tahun 2012. Dalam 
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jangka waktu 3 tahun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015 secara 

nasional ditargetkan 6.480 sekolah sudah mengikuti Program Adiwiyata, 

akan tetapi hanya dapat terealisasi sebesar 5.215 sekolah atau 80,47%. Pada 

tahun 2016 dari target sebanyak 8.000 sekolah Adiwiyata dan dapat tercapai 

7.836 sekolah atau terjadi tercapai sebesar 97,95%. Untuk tahun 2017 

secara nasional ditargetkan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata 

adalah sebanyak 10.000 sekolah dan hanya terealisasi sebanyak 8.476 atau 

sebesar 84,76%. Pada tahun 2018 secara nasional ditargetkan keikutsertaan 

sekolah dalam program adiwiyata adalah sebanyak 11.000 dan terealisasi 

sebesar 9.625 sekolah atau 87,50%, dan tahun 2019 secara nasional 

ditargetkan keikutsertaan sekolah dalam program adiwiyata adalah 

sebanyak 13.160 dan terealisasi sebesar 11.975 sekolah atau 91,00% yang 

berarti hanya mengalami kenaikan sebesar 3,5%. Dibanding dengan tahun 

2018 di Sumatera Barat capaian keikutsertaan dalam program Adiwiyata 

tahun 2019 melebihi realisasi tahun 2018 dengan kenaikan sebesar 4,95%. 

Dengan demikian maka capaian keikutsertaan sekolah dalam program 

Adiwiyata di Sumatera Barat tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 5% dapat 

terealisasi sebesar 4,95, dan ini melebihi realisasi capaian nasional sebesar 

3,5%.  

 Proklim, dari 779 lokasi kampung iklim se Indonesia yang diusulkan ke 

tingkat nasional pada tahun 2019, 17 diantaranya berasal dari Sumatera 

Barat. Dibandingkan dengan data usulan tingkat nasional se Indonesia, 

jumlah lokasi yang diusulkan untuk diverifikasi tingkat nasional adalah 

sebanyak 321 lokasi atau sekitar 41,2 % saja dari total 779 lokasi yang 

diusulkan. Sementara untuk Sumatera Barat dari 17 usulan lokasi kampung 

iklim yang diusulkan ke tingkat nasional, semuanya lolos untuk diverifikasi 

nasional dan berhasil ditetapkan sebagai ProKlim Utama, atau dengan kata 

lain 100% usulan lokasi ProKlim dari Sumatera Barat memperoleh predikat 

ProKlim Utama ditingkat nasional. Dengan demikian capaian kinerja 

Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala dan alternatif solusi yang telah 

dilakukan 

Capaian kinerja yang jauh melampaui target pada tahun sebelumnya memiliki 

pengaruh yang cukup besar pada capaian kinerja pada tahun ini. Tahun 2017 
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yang lalu capaian indikator SS4 mencapai 192,81% sedangkan pada tahun 2018 

capaian indikator SS4 sebesar 24,56%. Hal ini disebabkan karena untuk 

indikator yang bersifat peningkatan dari capaian sebelumnya, jika capaian telah 

hampir/mendekati maksimal maka dalam menetapkan target akan sulit jika 

ditingkatkan dari tahun yang lalu.  Misalnya pada tahun 2017 target kinerja 

sebesar 15%, sementara capaian tahun 2017 adalah sebesar 28,92% atau 

192,81%. Capaian tahun sebelumnya yang jauh melampaui target ini 

mempengaruhi capaian pada tahun 2018, karena untuk indikator peningkatan 

tidak dapat ditetapkan berdasarkan tren linier tetapi tren peningkatan lebih 

bersifat logaritma. Jika kita melihat satu-satu dari kegiatan pendukung SS4 

sebagian besar telah hampir/mendekati maksimal, untuk itu, pada tahun 

berikutnya dalam penetapan target indikator SS4 perlu melihat kembali tidak 

hanya capaian tahun sebelumnya tetapi capaian selama beberapa tahun 

terakhir.  

Pencapaian target indikator SS4 sebesar 118,60% yang didukung oleh capaian 

kinerja dari setiap kegiatan pendukung yang ada. 6 (enam) kegiatan yang 

mendukung SS4 memberikan masing-masing kontribusi dalam pencapaian 

target yang yang hampir merata sebagaimana yang telah ditetapkan sebesar 

5%, sehingga dapat terealisasi sebesar 5,93% atau 118,60% dari target. 

Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut antara lain: 

1) Kepedulian beberapa Kepala Daerah terhadap kelola lingkungan yang baik 

melalui program-program lingkungan baik yang bersifat nasional maupun 

skala lokal seperti Adipura dan Lomba Keluarahan/Kecamatan Bersih GSB, 

Adiwiyata, Kalpataru, dan Proklim berjalan dengan sangat baik. 

2) Pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan 

baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan 

unsur-unsur dan berbagai instansi terkait dengan berbagai latar belakang 

dan disiplin ilmu. 

3) Apresiasi yang diberikan oleh Gubernur terhadap program-program 

lingkungan berupa penghargaan dan stimulan kepada para peraih 

penghargaan lingkungan. 

 
Kendala yang dalam pelaksanaan program lingkungan antara lain: 

1) Masih rendahnya komitmen dan keterlibatan masyarakat serta 

keterlibatan instansi terkait lainnya dalam upaya pelestarian lingkungan. 



                                                                                                                                                             

                                                                    

 

                                                                                                                                                   93 
 
 

LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

2) Isu serta program lingkungan yang belum dianggap sebagai isu strategis 

baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

3) Sumber daya terkait pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya 

manusia dalam pengelolaan sampah di seluruh kab/kota masih kurang 

sehingga kab/kota sehingga masih banyak kabupaten/kota yang 

mengalami kendala dalam pengelolaan sampah dan tidak masuk sebagai 

kota Adipura. 

 
Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: 

1) Pembinaan terhadap instansi LH kabupaten/kota dan masyarakat untuk 

meningkatkan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. 

2) Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan replikasi kegiatan baik dari 

pusat dan provinsi di tingkat kabupaten/kota. 

3) Mendorong agar pengarusutamaan isu lingkungan ada dalam setiap sektor 

agar dapat menambah keterlibatan stakeholder dan dunia usaha untuk 

ikutserta dalam upaya pelestarian lingkungan. 

 

f. Analisis atas efisiensi sumber daya 

Pada tahun 2019, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah 

dialokasikan anggaran pada DPA Dinas Lingkungan Hidup khusus kegiatan 

untuk meningkatkan kapasitas dan peranserta stakeholders adalah sebesar Rp. 

1.612.688.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.579.214.324,- atau 98,09%. 

Dalam upaya mencapai target indikator SS4, Dinas Lingkungan Hidup 

melakukan pembinaan yang bersifat koordinasi, komunikasi, edukasi dan 

pendekatan yang intensif dengan kabupaten/kota maupun stakeholder terkait 

agar ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan, sosialisasi, gerakan aksi 

dukungan dengan segenap sumber daya yang ada kepada seluruh stakeholders 

di lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal 

penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 

Bagi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen yang kuat dalam 

peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka provinsi dalam hal ini antara lain 

dapat membantu mengarahkan rencana alokasi dana transfer ke daerah (dana 

DAK bidang lingkungan hidup), bantuan dalam bentuk BKK dan pembuatan 

pilot project berbagai kegiatan di kabupaten/kota dan oleh kabupaten/kota 
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agar dapat diprioritaskan untuk memenuhi sarana/prasarana yang diwajibkan 

ada dalam suatu kabupaten/kota, misalnya untuk pembangunan bank sampah, 

tempat sampah terpilah, sarana dan prasarana pengangkut sampah, sosialisasi 

dan edukasi dalam pengelolaan sampah dari sumber dan pengurangan sampah 

di sumber yang harus dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan kepada 

masyarakat dan stakeholder lainnya lain-lain, sehingga beban pemerintah 

daerah kabupaten/kota dapat semakin ringan. 

 
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian 

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator 

Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga 

yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan yaitu sebanyak 6 

kegiatan utama, yaitu Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup 

Perkotaan (Adipura), Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih (GSB), 

Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli 

Lingkungan (Kalpataru), Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan 

Menegah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Adiwiyata), Peningkatan 

Peranserta Bank Sampah dalam Pengelolaan Persampahan, dan Pembinaan 

Adaptasi dan Mirigasi Perubahan Iklim (Proklim).  

Selain itu terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target 

antara lain seperti PROPER dan Program lainnya yang bekerjasama dengan PKK 

Provinsi dan Perusahaan Proper di Sumatera Barat seperti Program Wanita 

Peduli Sampah yang pada tahun 2019 ini telah dapat membanatu 13 (tiga belas) 

Kabupaten/kota untuk penyediaan alat pengolah sampah di skala rumah tangga 

dengan sasaran Dasawisma binaan PKK kabupaten/kota., Gerakan Penyuluhan 

Lingkungan (Gepuling) yang telah melakukan edukasi tentang upaya 

pelestarian lingkungan kepada penyuluh sektor lain yang diharapkan dapat 

membantu penyebar luasan informasi kepada masyarakat dalam pelestarian 

lingkungan. Lokasi pemantauan Program Adipura dan GSB antara lain fasilitas 

umum milik pemerintah yang sering digunakan oleh masyarakat seperti rumah 

sakit/puskemas, bandara, stasiun kereta api dll. Lokasi tersebut juga 

merupakan salah satu objek penilaian PROPER. Dengan adanya pembinaan 

terhadap objek tersebut sebagaimana telah dilakukan selama ini pada kegiatan 

PROPER, dengan sendirinya pemerintah kabupaten/kota terbantu dalam hal 
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pengelolaan sampah dan limbah yang juga menjadi titik pantau wajib dalam 

penilaian Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih (GSB). 

Selain kegiatan-kegiatan internal Dinas Lingkungan Hidup tersebut, masih 

diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target setiap tahunnya, 

seperti pelibatan instansi terkait antara lain Dinas Pendidikan, Kementerian 

Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), 

Dinas Pasar (pasar dan pertokoan), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK Provinsi dan PKK Kabupaten/kota 

dan lain sebagainya. Bersinerginya seluruh SKPD dalam suatu kabupaten/kota 

dalam upaya pelestarian lingkungan adalah sangat mutlak diperlukan.  

Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pimpinan 

instansi di daerah maka kedepan perlu dengan kontiniu dan berkesinambungan 

dilakukan pembinaan baik ke instansi lingkungan hidup daerah 

kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan dan masyarakat tempat 

pelaksanaan kegiatan. 

 
V. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SS5) 
 
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis ke 5 (SS5) adalah nilai evaluasi AKIP OPD dan persentase capaian realisasi fisik 

dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)  

No INDIKATOR KINERJA TARGET 
KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

%  
CAPAIAN 

1. Nilai Evaluasi AKIP OPD BB BB 100 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 100 
(sangat baik) 

       Sumber : Sekretariat  2019 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS5 

adalah sebesar 100,00%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori 

keberhasilan yang sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS5 serta analisis 

dari kedua indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut. 
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A. Nilai Evaluasi AKIP OPD 

1.1 Realisasi 

a. Sumber data 

Data nilai evaluasi AKIP OPD bersumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera 

Barat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang ditargetkan adalah untuk AKIP OPD 

tahun 2018 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, 

yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada tahun 2019. Hasil penilaian 

AKIP OPD tahun 2019 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini disebabkan 

baru akan diterima pada bulan Maret/April 2020. 

b. Acuan dan alat 

Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas 

laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil 

Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi 

Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat melalui surat No. 700/44/Insp-SAU/2019 tanggal 3 Juli  2019 

perihal Pengiriman Laporan Hasil Evaluasi. Adapun peraturan yang digunakan 

oleh Inspektorat dalam mengevaluasi AKIP OPD adalah Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

c. Metodologi perhitungan 

Perhitungan nilai evaluasi AKIP OPD adalah wewenang dari Inspektorat. Nilai 

evaluasi AKIP OPD yang merupakan realisasi dari indikator ini disampaikan 

melalui surat sebagaimana tersebut di atas. Adapun untuk menghitung tingkat 

capaian dari realisasi adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi, 

dalam hal ini adalah nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2019 dengan nilai AKIP yang ditargetkan kemudian dikalikan 

100%. 

 

 
1.2 Analisis Capaian Kinerja 

 
a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2019  

Berdasarkan  Hasil  Evaluasi  atas  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah oleh   

Inspektorat   Provinsi   Sumatera   Barat   yang   disampaikan   oleh Inspektur   

Pemerintah   Provinsi   Sumatera   Barat   melalui surat  No. 700/44/Insp-

Tingkat capaian =  Nilai berdasarkan hasil evaluasi  X 100% 
Nilai yang ditargetkan 
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SAU/2019 tanggal 3 Juli  2019   perihal   Pengiriman Laporan   Hasil   Evaluasi,  

didapatkan   realisasi   nilai   AKIP   OPD   Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  

Sumatera  Barat  tahun  2018  adalah  BB (kategori nilai baik) dengan nilai 

kuantitatifnya sebesar 76,25. Realisasi nilai BB ini sudah sesuai dengan nilai 

yang ditargetkan,   yaitu   BB. Interpretasi   atau   kategori   dari   nilai   BB   ini 

berdasarkan PermenPAN nomor 12 tahun 2015 adalah Sangat Baik atau 

masuk dalam kategori sangat baik. Untuk dapat menggambarkan secara utuh 

posisi pencapaian ini, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 25 Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP 

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi 

1 AA >90 – 100 Sangat memuaskan 

2 A >80 – 90 Memuaskan 

3 BB >70 – 80 Sangat baik 

4 B >60 – 70 Baik 

5 CC >50 – 60 Cukup (memadai) 

6 C >30 – 50 Kurang 

7 D 0 – 30 Sangat kurang 

Sumber: Permen PAN&RB no. 12 Tahun 2015 
 

b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2018), maka capaian pada tahun 2019 

sebesar 7 6 , 2 5 meningkat sebesar 2,19 poin, dimana pada tahun 2018 

mendapatkan nilai 74,06. Adapun jika dibandingkan capaian 2019 tersebut 

dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan 

nilai. Gambaran perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 

berikut. 
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Grafik 14 Tren Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup  

selama rentang waktu 2017 – 2019 

 

Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, selama tiga tahun terakhir selalu 

terjadi peningkatan nilai walaupun tidak terlalu signifikan. Peningkatan ini antara 

lain disebabkan sejak tahun 2016 telah diimplementasikannya metode sistem 

evaluasi AKIP yang baru yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN 

dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pertengahan tahun 

2015 dan semenjak tahun 2016 tersebut, perkembangan nilai AKIP Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perkembangan 

yang positif dan naik cukup signifikan pada tahun 2018. 

 
c. Perbandingan  dengan  target  jangka  menengah  dalam  dokumen 

renstra 

Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada akhir periode 

untuk indikator ini adalah nilai BB. Dengan pencapaian saat ini dan upaya-

upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus menerus 

(continual improvement process) pada sistem akuntabilitas kinerja instansi 

seluruh OPD yang diinisiasi secara bersama-sama oleh Biro Organisasi, 

Bappeda dan Inspektorat Provinsi, yang telah dimulai pada bulan September 

2017 yang lalu, diproyeksikan target akhir periode renstra tersebut dapat 

dicapai dan diharapkan dapat melebihi dari yang ditargetkan saat ini. 
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d. Perbandingan dengan Standar Nasional 

Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 

Tahun 2015 sebagaimana tesebut di atas telah menetapkan kategori 

penilaian/evaluasi terhadap sistem AKIP yang berlaku untuk seluruh instansi 

pemerintah, sebagaimana pada tabel di atas. Dengan demikian tidak ada 

standar khusus yang ditetapkan untuk penilaian/evaluasi sistem AKIP, hanya 

saja hanya berpedoman pada standar umum penilian bahwa semakin tinggi 

nilai kuantitatifnya atau semakin tinggi kategori interpretasi dari nilai 

kuantitatifnya maka akan semakin baik pula akuntabilitas kiner janya, 

yang seyogianya  juga   akan  semakin  banyak merasakan manfaat dari 

eksistensi suatu Lembaga/instansi tersebut oleh masyarakat. 

Capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini sama dengan 

pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (pada level pemerintah 

daerah provinsi), yaitu meraih predikat BB, bersama dengan 5 pemerintah 

provinsi lainnya. 

Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata daerah (provinsi/kabupaten/ 

kota) se Indonesia pada tahun 2019 untuk penilaian SAKIP tahun 2018, 

dikutip dari laman menpan.go.id, pada tahun 2019 ini (untuk evaluasi AKIP 

2018), sebanyak 1 pemda meraih peringkat AA (Pemda Provinsi DIY 

Jogjakarta),  13 pemerintah daerah (pemda) berhasil mencapai predikat A (4 

pemda provinsi dan 9 pemda kab/kota). Sedangkan yang meraih predikat BB 

ada 46 pemda, B sebanyak 203 pemda, 167 pemda meraih predikat CC. Predikat 

C masih ada pada 97 pemda dan predikat D  masih ada 5 pemda. Jika dilihat dan 

dibandingkan dengan kondisi nasional tersebut, capaian Dinas LH Provinsi 

Sumatera Barat (predikat BB) sudah cukup baik, terbukti dengan masih paling 

dominannya distribusi pemda pada peringkat B ke bawah. Adapun jika 

dibandingkan dengan capaian di level provinsi Sumatera Barat, dari keseluruhan 

50 OPD di Provinsi Sumatera Barat, Dinas LH dengan predikat BB berada di 

rangking ke 8 bersama dengan 18 OPD lainnya yang juga meraih predikat BB. 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (untuk evaluasi  SAKIP 2018) 

didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut: 

1) Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di 
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lingkup seluruh OPD pada pemerintah provinsi Sumatera Barat telah 

dimulai sejak tahun 2014 yang lalu, melalui serangkaian proses dan 

mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

yang diinisiasi oleh Gubenrur Sumatera Barat dengan melibatkan secara 

langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan 

RB. 

2) Serangkaian proses perbaikan sistem AKIP tersebut dimonitoring secara 

berjenjang mulai dari Gubernur,  hingga para kepala dinas/badan/biro 

untuk memastikan bahwa semua rekomendasi, saran dan masukan dari 

Kementerian PAN dan RB untuk perbaikan sistem AKIP yang akan 

berujung pada perbaikan kinerja, diimplementasikan di lapangan oleh 

para bawahan. 

3) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari 

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. 

4) Upaya penyusunan dokumen SPIP dan optimalisasi satgas SPIP yang ada 

pada OPD, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perencanaan 

kinerja tahunan dan perumusan indikator-indikator kinerja serta 

sinkronisasi antara sasaran-sasaran  yang hendak dicapai dengan 

program/kegiatan untuk mencapai sasran tersebut. 

5) Perbaikan-perbaikan pada dokumen-dokumen perencanaan OPD 

6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, 

mengindentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan 

masalahnya. 

 
Di dalam upaya mempertahankan nilai BB, terdapat beberapa kendala 

sebagai berikut: 

1) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam  memahami sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu 

khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum 

dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat. 

2) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja 

terletak pada output/keluaran kegiatan (masih beriorientasi output, 

bukan outcome) 

3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan 

alat (program/kegiatan) yang digunakan. 
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Solusi yang telah diambil dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud 

adalah antara lain: 

1) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi maupun 

hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain yang terkait 

dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN yang ada pada 

Dinas LH menggunakan berbagai media yang memungkinkan (media 

sosial, rapat formal maupun pada pertemuan-pertemuan informal). 

2) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama 

penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja 

danmemastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses 

dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya 

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini tidak membutuhkan anggaran 

ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya 

yang dilakukan dalam mencapai target dimaksud diimplementasikan dalam 

bentuk rapat-rapat baik yang sifatnya untuk pemantauan berkala, maupun 

untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak lain yang terkait dengan 

memanfaatkan dana operasional rutin yang sudah ada pada OPD. Hanya ada 

kegiatan pendukung untuk membantu pencapaian target kinerja indikator 

sasaran ini, yaitu 1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, 

anggaran Rp9.539.750, terealisasi sebesar Rp9.421.300 (98,76%); 2) 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 

anggaran Rp160.155.800, terealisasi sebesar Rp157.083.500 (98,08%). 

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang 

Tidak ada kegiatan khusus di internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini, 

karena hanya membutuhkan koordinasi dan rapat-rapat baik di tataran 

internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk 

pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB). Program dan kegiatan 

penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada SKPD 

yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti 

Inspektorat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP di 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

1. Realisasi APBD 2019 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 mendapat 

alokasi dana APBD sebesar Rp. 22.892.825.979,- yang digunakan dalam rangka 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian 

Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 21.929.289.849,- (95,79%), dengan 

rincian sebagai berikut: 

1) Belanja.  

Belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan 

perincian sebagai berikut: 

a) Belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.377.608.459,- terealisasi sebesar Rp. 

7.994.444.272,-  (95,43%) dan sisa sebesar Rp. 383.164.187,- (4,57%). 

b) Belanja langsung sebesar Rp. 14.515.217.520,- terealisasi sebesar Rp. 

13.934.845.577,- (96,00%) dan sisa sebesar Rp. 580.371.943,- (4,00%), 

dengan uraian sebagai berikut: 

- Belanja Pegawai, pagu sebesar Rp. 268.230.000,- terealisasi sebesar Rp. 

256.030.000,- (95,45%) dan sisa sebesar Rp. 318.804.961,- (3,04%) 

- Belanja Barang dan Jasa, pagu sebesar Rp. 10.477.670.917,- terealisasi 

sebesar Rp. 10.158.865.956,- (96,96%) dan sisa sebesar Rp. 318.804.961,- 

(3,04%) 

- Belanja Modal, pagu sebesar Rp. 1.627.909.150,- terealisasi sebesar Rp.  

1.564.804.340,-  (96,12%)  dan  sisa  sebesar  Rp.  63.104.810,- (3,88%) 

 
2) Pendapatan.   

Pendapatan berasal dari kompensasi  pemanfaatan  jasa TPA Regional Sampah 

yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan Kota Solok oleh kabupaten/kota   

pemanfaat   di   sekitarnya,   yang   dikelola   oleh   UPTD Persampahan Regional, 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Pada   tahun   2019   

ditargetkan   pendapatan   dari   sektor   ini   sebesar Rp1.500.000.000,-,   dan   

pada   akhir   tahun   sudah   terealisasi   sebesar Rp1.306.665.000,- (87,04%). 

Struktur   APBD Dinas LH Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2019  dapat 

digambarkan dalam grafik sebagai berikut: 
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APBD 2019 

Belanja 

Rp. 22.892.825.979,- 

Realisasi  

Rp 21.929.289.849,- (95,79%), 

Pendapatan 

Rp1.500.000.000,- 

Realisasi 

Rp1.306.665.000,- (87,04%) 

Belanja Langsung 

Rp. 14.515.217.520,- 

Realisasi 

13.934.845.577,- (96,00%) 

Belanja Pegawai 

Rp. 268.230.000,- 

Realisasi 

 Rp. 256.030.000,- (95,45%) 

Belanja Barang dan Jasa 

Rp. 10.477.670.917,- Realisasi 
Rp.10.158.865.956,- (96,96%) 

Belanja Modal 

Rp. 1.627.909.150,- 

Realisasi  

Rp.1.564.804.340,-  (96,12%) 

Belanja Tidak Langsung 

Rp. 8.377.608.459,- 

Realisasi 

Rp. 7.994.444.272,-  (95,43%) 

Gambar 4 Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2019 
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Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 26. Realisasi dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2019 
No Program/Kegiatan Anggaran                  Realisasi 

Fisik           Keuangan 

%  Rp.  % 

 PENDAPATAN 1,500,000,000 

 

 1,305,655,000  

 

87.04 
 

 PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) 

 

1,500,000,000 

 

 1,305,655,000  

 

87.04 
 

 Pendapatan Retribusi Daerah 1,500,000,000 

 

 1,305,655,000  

 

  87.04 
 

    BELANJA 22,892,825,979  

 

    21,929,289,849 

 

   95.79 
 

   I BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,377,608,459 

 

100 7,994,444,272  95.43 
 

A Belanja Pegawai 8,377,608,459 

 

 7,994,444,272 95.43 
 

1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 5.317.439.299 100 5.196.499.114 97,73 

2 Tambahan Penghasilan PNS 

(Tunjangan Daerah) 

3.015.169.160 100 2.797.945.158 92,80 

  II BELANJA LANGSUNG 14,515,217,520  13,934,845,577 96.00 

A Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

2,539,518,351 
 

 2,436,215,767 95.93 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75,800,000 100 62,833,250 82.89 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

300,000,000 100 251,638,010 83.88 

3 Penyediaan Jasa Kebersihan, 
Pengamanan dan Sopir Kantor 

1,068,800,009 100 1,031,381,586 96.50 

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 
Milik Daerah 

85,000,000 100 84,937,946 99.93 

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000 100 59,969,800 99.95 

6 Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

50,000,000 100 49,918,950 99.84 

7 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

7,488,232 100 7,477,500 99.86 

8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 
Peraturan Perundang-Undangan 

24,240,000 100 24,235,000 99.98 

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

788,190,110 100 783,827,225 99.45 

10 Penyediaan Jasa Informasi, 
Dokumentasi dan Publikasi 

30,000,000 100 30,000,000 100.00 

11 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

50,000,000 100 49,996,500 99.99 

      

B Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

1,827,224,538   1,802,245,852 98.63 

1 Pengadaan Mebeleur 227,661,588 100 225,900,000 99.23 
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2 Pengadaan Komputer dan 
Jaringan Komputerisasi 

337,900,000 100 333,983,500 98.84 

3 Pengadaan Peralatan Studio 
komunikasi dan informasi 

267,000,000 100 262,500,000 98.31 

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

320,000,000 100 317,115,000 99.10 

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas/Operasional 

74,762,950 100 73,561,852 98.39 

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Peralatan/Perlengkapan Kantor 

41,200,000 100 39,579,700 96.07 

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Instalasi dan Jaringan 

66,000,000 100 65,680,000 99.52 

8 Pengadaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

492,700,000 100 483,925,800 98.22 

      

C Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

61,500,000  60,500,000 98.37 

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

61,500,000 100 60,500,000 98.37 

      

D Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur  

59,103,594  54,580,500 92.35 

1 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Per-UU-an 

59,103,594 100 54,580,500 92.35 

      

E Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

456,076,006   441,210,462 96.74 

1 Penyusunan Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD 

9,539,750 100 9,421,300 98.76 

2 Penatausahaan Keuangan SKPD 219,000,000 100 207,681,000 94.83 

3 Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

160,155,800 100 157,083,500 98.08 

4 Pengelolaan, Pengawasan dan 
Pengendalian Aset SKPD 

67,380,456 100 67,024,662 99.47 

      

F Program Pengembangan 

Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan Regional 

3,359,764,000   3,298,714,466 98.18 

1 Pemantauan kualitas lingkungan 
kawasan TPA Sampah Regional 

125,880,000 100 125,277,700 99.52 

2 Pengendalian dan operasional 
UPTD TPA Sampah Regional 

3,233,884,000 100 3,173,436,766 98.13 

      

G Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup 

2,384,969,098   2,302,783,777 96.55 

1 Peningkatan Pemulihan Kualitas 
Lingkungan Hidup Perkotaan 

105,976,000 100 102,169,450 96.41 
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(Adipura) 

2 Pemantauan kualitas lahan dan 
biota Laut 

51,628,000 100 51,487,200 99.73 

3 Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan Usaha Dan/atau 
Kegiatan (PROPER Daerah) 

72,669,000 100 72,546,250 99.83 

4 Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Limbah B3 

88,208,000 100 88,205,000 100.00 

5 Pemantauan Kualitas Udara 
Ambien 

47,985,000 100 47,983,800 100.00 

6 Pemantauan Kualitas Sumber Air 
Skala Provinsi 

202,042,000 100 200,313,127 99.14 

7 Pengawasan dan Pengendalian 
sumber kerusakan LH 

68,398,000 100 63,891,250 93.41 

8 Pengadaan peralatan, Suporting 
Laboratorium dan Bahan Kimia 

1,266,255,098 100 1,203,282,150 95.03 

9 Pilot projek pengelolaan LB3 322,851,000 100 316,483,250 98.03 

10 Pembinaan Adaptasi Dan Mitigasi 
Perubahan Iklim (Kampung 
Iklim) 

             130,260,000  100              29,755,300  99.61 

11 Pemantauan pesisir dan laut 28,697,000 100 26,667,000 92.93 

      

H  Program Tata Lingkungan, 

Perlindungan dan Konservasi 

Sumber Daya Alam  

1,286,403,513   1,109,439,029 86.24 

1 Penyusunan Dokumen Daya 
Dukung Daya Tampung 
Lingkungan Hidup Berbasis Jasa 
Ekosistem Perairan Laut 

65,000,000 100 62,500,003 96.15 

2 Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja 
Penatalaksanaan 
Penilaian/Pemeriksaan Dokumen 
Lingkungan Hidup 

80,356,500 100 79,962,500 99.51 

3 Monitoring dan Evaluasi 
Program/Kegiatan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

67,271,000 100 66,871,500 99.41 

4 Perlindungan atmosfir dari 
perusak ozon (BPO) dan emisi 
gas rumah kaca (GRK) 

               33,560,000  100                 33,031,500  98.43 

5 Pembinaan KLHS Terhadap 
Dokumen Perencanaan 

712,267,613 90 545,496,700 76.59 

6 Pembinaan dan evaluasi 
penyusunan RPPLH berbasis 
daya dukung dan daya tampung 
lingkungan 

32,759,200 100 31,553,800 96.32 

7 Valuasi ekonomi lingkungan 
melalui Insentif, disinsentif dan 
pendanaan lingkungan 

87,775,200 100 86,705,350 98.78 

8 Pemetaan Ekosistem 
Pemeliharaan Lingkungan dan 
Keanekaragaman Hayati 

207,414,000 100 203,317,676 98.03 

      

I Program Peningkatan Kualitas 

dan Akses Informasi Sumber 

885,849,520   863,569,274 97.48 



                                                                                                                                                             

                                                                    

 

                                                                                                                                                   107 
 
 

LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup 

1 Peningkatan Edukasi Dan 
Komunikasi Masyarakat Di 
Bidang Lingkungan 

122,020,000 100 110,606,650 90.65 

2 GEPULING (Gerakan Penyuluhan 
Lingkungan) 

             49,236,000  100               48,470,500  98.45 

3 Penyusunan Dokumen Informasi 
Kinerja Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah (DIKPLHD) 

210,941,520 100 205,963,700 97.64 

4 Pembinaan Dan Penilaian 
Peranserta Masyarakat Dan 
Kelompok Peduli Lingkungan 
Hidup (Kalpataru) 

62,216,000 100 61,034,186 98.10 

5 Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Pendidikan Dasar dan Menengah 
Dalam Pelestarian Lingkungan 
Hidup 

441,436,000 100 437,494,238 99.11 

      
J Program Pentaatan dan 

Penegakan Hukum Lingkungan 

599,372,900   537,606,366 89.69 

1 Penyusunan peraturan 
perundang undangan bidang 
lingkungan hidup 

371,942,900 90 323,250,281 86.91 

2 Pembinaan Hukum dan Perizinan 
Lingkungan 
Pembinaan dan Pengawasan 
Lingkungan 

75,248,000 100 69,228,187 92.00 

3 Penaatan Hukum Lingkungan 152,182,000 100 145,127,898 95.36 

      

K Program Pengembangan 

Kinerja Pengolahan 

Persampahan 

1,055,436,000   1,027,980,084 97.40 

1 Peningkatan Implementasi 
Gerakan Sumbar Bersih 

             240,600,000  100               237,339,700  98.64 

2 Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 
Permukiman (PPSP) 

19,640,000 100 17,458,000 88.89 

3 Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan 
sampah 

632,200,000 100 611,421,450 96.71 

4 Pembinaan pengelolaan sampah 
kab/kota 

162,996,000 100 161,760,934 99.24 

      

 JUMLAH 22,892,825,979  

 

100    21,929,289,849 

 

   95.79 
 

Sumber : Subbag Program dam Keuangan, 2019 
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2. Realisasi APBN 2019 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi 

APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp.398.000.000,- realisasi 

sebesar Rp. 394.750.914,- (99.18%) Sisanya sebesar Rp.3.249.086,- (0.82%). Realisasi per 

kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 27 Realisasi dana APBN Tahun 2019 

  
No 

KEGIATAN / SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN 
DANA 

Rp. Murni 

REALISASI  
KEUANGAN 

Rp  % 

A Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian LHK  

I Koordinasi Kegiatan 
Perencanaan dan Evaluasi 

398.000.000 394.750.914 99.18 

1 Persentase Capaian Sasaran 
Strategis KLHK 

398.000.000 394.750.914 99.18 

JUMLAH 398.000.000 394.750.914 99.18 

Sumber : Subbag Program dam Keuangan, 2019 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 ini merupakan laporan ketiga yang 

disusun dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup, setelah bertransformasi dari 

sbelumnya dengan nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. 

Laporan ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 

Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis 

berikut dengan indikator kinerja utamanya masing-masing  telah  dirumuskan 

melalui serangkaian proses perbaikan Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang dimulai semenjak akhir triwulan III Tahun 2017 bersama 

Kementerian PAN dan RB dan sekaligus telah dinilai baik oleh Kementerian PAN dan 

RB, khususnya untuk cascading kinerja yang merupakan acuan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Selain itu laporan ini diharapkan 

juga dapat memberikan gambaran hasil dari setiap kegiatan yang telah 

dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam mengidentifikasi hambatan  dan 

kendala dalam implementasi Renstra 2016 – 2021 untuk  kemudian 

dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian 

target-target daerah, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup. 

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2019, secara keseluruhan 

pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 berhasil dicapai 

dengan persentase capaian sebesar 109,84%, dengan realisasi anggaran sebesar 

96%. Dari 6  indikator kinerja sasaran strategis, 4  diantaranya berhasil dengan 

tingkat capaian ≥ 100%. Hanya terdapat 2 indikator yang capaiannya < 100%, yaitu 

indikator Persentase penurunan beban pencemaran beban pencemaran dan 

kerusakan lingkungan dengan capaian sebesar 97,06%  dan indicator persentase 

peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan sesuai kriteria dengan capaian 

99,5 %. 

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi 

tantangan ke depan, adalah dengan menyempurnakan pencapaian program dan 

kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pada setiap tingkatan eselon yang 

dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerjanya masing-masing 
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sebagaimana telah diringkas pada cascading kinerja, sehingga keberhasilan dalam 

akuntabilitas juga dapat semakin terlihat nyata manfaatnya bagi masyarakat luas, 

antara lain: 

1) Meningkatkan upaya-upaya  penataan  lingkungan,  dengan cara memenuhi 

kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan 

penaatan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai 

dengan tata kelola good governance dan mengupayakan  terwujudnya 

mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat; 

2) Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara 

optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil 

langkah-langkah penanggulangan. 

3) Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui 

optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemerliharaan. 

4) Meningkatkan kapasitas dan peranserta para pemangku kepentingan dengan 

cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan 

masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan 

lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku. 

 
Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator 

sasaran sebagaimana dijabarkan dalam laporan inilah yang akan menjadi titik fokus 

upaya perbaikan ke depan. Koordinasi dan pelibatan banyak pihak akan lebih 

dimaksimalkan dan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada terutama yang 

berada di kabupaten/kota akan dioptimalkan. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini dengan harapan dapat memberikan 

gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan 

eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil 

keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut. 
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Tujuan OPD

Meningkatnya kualitas air dan udara Meningkatnya kinerja organisasi

Sasaran

Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas 

Udara

Tujuan

Sasaran ke 8: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Misi pada RPJMD periode 2016 - 2021

Misi 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
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Meningkatnya kualitas air 
dan udara

Terwujudnya penataan 
lingkungan hidup

Perencanaan lingkungan 
baik

Ketersediaan peraturan 
pelaksana dan juknis 

perencanaan baik

sinergi dengan dokumen 
perencanaan lain baik

ketersediaan dokumen 
perencanaan baik

Perizinan lingkungan baik

ketaatan terhadap NSPK 
perizinan baik

kualitas dokumen 
lingkungan sebagai dasar 

penerbitan IPPLH baik

Valuasi ekonomi 
lingkungan baik

ketersediaan instrumen 
dan mekanisme valuasi 

baik

regulasi dalam rangka 
pelaksanaan baik

koordinasi lintas sektor 
baik

Terkendalinya 
pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 
hidup

Pengawasan baik

pemenuhan NSPK baik

Kualitas dan kuantitas 
PPLH baik

cakupan pemantauan 
sumber dan media baik

Penanggulangan dampak 
lingkungan baik

pemulihan pada media 
lingkungan rusak optimal

upaya pencegahan 
degradasi lahan baik

Pembinaan penerapan 
teknologi pengelolaan 

limbah B3 dan non B3 baik

Penerapan supremasi 
hukum baik

Ketersediaan regulasi baik

Pembinaan hukum baik

Penegakan hukum baik

Kualitas dan kuantitas 
PPNS baik

Terwujudnya upaya-upaya 
pemeliharaan/konservasi 

lingkungan hidup

Penetapan kawasan 
konservasi / pemeliharaan 

baik

Pemetaan baik

Koordinasi dengan pihak 
terkait baik

Pengendalian mutu lokasi 
konservasi / pemeliharaan 

baik

Kelembagaan pengelolaan 
lokasi pemeliharaan baik

Kualitas / design model 
pemeliharaan baik

Meningkatnya kapasitas 
dan peranserta 
stakeholders

tingkat pemahaman dan 
kesadaran stakeholders

baik

ketersediaan mekanisme 
penyebarluasan informasi 
dan publikasi lingkungan 
kepada stakeholder baik

iven-iven stimulan baik

pengarusutamaan isu LH 
pada program dan 

kegiatan stakeholders lain 
baik

fasilitasi dan dukungan 
iklim dari pemerintah baik

Mekanisme penghargaan / 
reward baik

Ketersediaan  pilot project 
/ percomtohan yang 
berkelanjutan baik

ketersediaan sarana 
prasarana pendukung 

pengelolaan lingkungan 
di masyarakat baik

Meningkatnya tata 
kelola organisasi

Kualitas perencanaan 
dan pelaporan baik

Penyampaian dokumen 
perencanaan (Renstra, 
RKT, PK) tepat waktu

Ketaatan pelaporan baik

kualitas pelayanan 
internal baik

ketersediaan data 
pegawai akurat

pengelolaan sarana / 
prasarana baik

pelayanan administrasi 
kepegawaian baik

kualitas penatausahaan 
keuangan baik

pengelolaan 
administrasi keuangan 

baik

kesesuaian pengelolaan 
keuangan dengn 

perencanaan keuangan 
baik

pengawasan internal 
baik

Temuan inspektorat 
ditindaklanjuti dengan 

baik

jumlah pejabat yang 
mengisi LHKASN baik
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Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS) 

Bagian 1 dari 5 bagian 

SS1: Penataan Lingkungan Baik 

 

 

  

Meningkatnya kualitas air dan udara

Terwujudnya penataan lingkungan 
hidup

IK: (1) Persentase kecukupan
instrumen penataan lingkungan  di 

Sumbar. (2) Persentase pemanfaatan 
instrumen penataan lingkungan

Perencanaan lingkungan baik

IK: Persentase jumlah dokumen  
perencanaan lingkungan yang disusun 

menurut kaidah dan ketentuan

Ketersediaan peraturan pelaksana 
dan juknis perencanaan baik

IK: jumlah Peraturan Pelaksanaan dan 
Petunjuk teknis yang diterbitkan sesuai 

dengan perda LH

Sinergitas dengan dokumen 
perencanaan lain baik

IK: jumlah dokumen perencanaan 
lingkungan yang telah mengacu 

kepada dokumen perencanaan lainnya 

Ketersediaan dokumen 
perencanaan baik

IK: jumlah dokumen perencanaan LH 
yang disusun berdasarkan kewajiban 

yang ditetapkan  peraturan perundang-
undangan LH dan berdasarkan 

kebutuhan spesifik daerah 
(prov/kab/kota)

Perizinan lingkungan baik

IK: Persentase pengaduan masyarakat 
terhadap proses perizinan lingkungan

Ketaatan terhadap NSPK perizinan 
baik

IK: 1) Persentase KPA Amdal Kab/kota 
yg menjalankan NSPK dalam penilaian 

Amdal

(2) Persentase instansi LH Kab/kota yg 
menjalankan NSPK dalam 

pemeriksaan UKL-UPL  atau lainnya 
yg setara

Kualitas dokumen lingkungan 
sebagai dasar penerbitan izin 

lingkungan baik

IK:  Persentase dokumen lingkungan 
sebagai dasar penerbitan izin 
lingkungan yg teruji mutunya

Valuasi ekonomi lingkungan baik

IK: Jumlah instrumen ekonomi 
lingkungan yang diaplikasikan

Ketersediaan instrumen dan 
mekanisme valuasi baik

IK: jumlah mekanisme insentif / 
disinsentif yang dikembangkan

Regulasi dalam rangka pelaksanaan 
baik

IK: jumlah peraturan yang disusun 
sebagai dasar hukum pelaksanaan 

valuasi ekonomi lingkungan

Koordinasi lintas sektor baik

IK: jumlah kesepakatan antar 
daerah/instansi dalam rangka 
implementasi valuasi ekonomi 

lingkungan
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Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS) 

Bagian 2 dari 5 bagian 

SS2: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Baik 

 

 

 

Meningkatnya kualitas air 
dan udara

Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
hidup

IK: Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan 
lingkungan

Penerapan supremasi hukum baik

IK: Persentase ketaatan pemilik usaha 
dan/atau kegiatan terhadap hukum 

lingkungan

Ketersediaan regulasi baik

IK: Jumlah aturan pelaksanaan 
pengelolaan lingkunan yang 

ditetapkan

Pembinaan hukum baik
IK: Persentase implementasi izin 

lingkungan, IPPLH, dan peraturan 
perundang-undangan LH yang 

sesuai dengan ketentuan

Penegakan hukum baik

IK: Persentase kasus lingkungan 
hidup yang diselesaikan sesuai SOP

Kualitas dan kuantitas PPNS baik

IK: Jumlah  PPNS LH yang 
berkompeten

Penanggulangan dampak lingkungan 
baik

IK: 1) persentase media lingkungan yang 
dapat ditingkatkan fungsinya; 2) 

Persentase sampah yang dikelola di TPA 
regional dari keseluruhan sampah yang 

masuk

Pemulihan pada media lingkungan 
rusak/tercemar optimal

IK: jumlah lokasi/media lingkungan 
yang dipulihkan 

Upaya pencegahan degradasi 
lahan baik

IK: Jumlah lahan yang diidentifikasi 
rusak dan ditindaklanjuti dengan 

upaya pencegahan

Penerapan teknologi pengelolaan 
limbah B3 dan non B3 baik

IK: 1) usaha / kegiatan yang 
memenuhi baku mutu limbah non B3 

2) jumlah usaha / kegiatan  yang 
mengelola LB3; 3) Jumlah kegiatan / 

kelompok masyarakat yang 
mengaplikasikan 3R sampah; 4) 
Persentase pengelolaan tempat 

pemprosesan akhir sampah regional 
sesuai SOP/NSPK

Pengawasan baik

IK: 1) Persentase peningkatan jumlah 
media / objek yang diawasi sesuai 
NSPK; 2) Persentase pemenuhan 

akreditasi laboratorium

Pemenuhan NSPK baik

IK: persentase kecukupan 
NSPK dari kebutuhan 

pengawasan sesuai ketentuan 
(Perda, dan peraturan lain yang 

lebih tinggi)

Kualitas dan kuantitas PPLH 
baik

IK: Rasio jumlah PPLHD yang 
dikukuhkan dengan jumlah objek 

yang harus diawasi

Cakupan pemantauan sumber 
dan media baik

IK: 1) % media lingkungan yang 
dipantau; 2) % sumber yang 
dipantau; 3) % pemenuhan 

pemantauan UKL-UPL; 4) % 
sampel yang dapat diuji sesuai 

NSPK
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Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS) 

Bagian 3 dari 5 bagian 

SS3: Pemeliharaan / Konservasi Lingkungan Baik 

 

 

 

  

Meningkatnya kualitas air dan udara

Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / 
konservasi lingkungan hidup

IK: : Persentase peningkatan upaya-upaya
pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria

Penetapan kawasan konservasi / pemeliharaan baik

IK: : Jumlah kawasan pemeliharaan yang ditetapkan 
dengan SK Gubernur / Bupati / Walikota

Pemetaan baik

IK: jumlah pemetaan sesuai kriteria

Koordinasi dengan pihak terkait baik

IK: jumlah MoU pemeliharaan kawasan yang dihasilkan

Pengendalian mutu lokasi konservasi / 
pemeliharaan baik

IK: Jumlah lokasi pemeliharaan yang sesuai dengan 
SOP pengendalian mutu

Kelembagaan pengelolaan lokasi pemeliharaan baik

IK: 

1) Persentase kecukupan sarana prasarana 
pengelolaan

2) Persentase petugas lapangan yang telah mengikuti 
pelatihan pengelolaan kawasan dengan kualifikasi baik;

Kualitas / design model pemeliharaan baik

IK:

jumlah design / model pemeliharaan yang 
dikembangkan yang memenuhi standar mutu
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Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS) 

Bagian 4 dari 5 bagian 

SS4: Kapasitas dan Peranserta Stakeholders Baik  

 

 

 

 

Meningkatnya kualitas air dan udara

Meningkatnya kapasitas dan peranserta 
stakeholders

IK: Persentase peningkatan jumlah 
masyarakat/kelompok masyarakat / 
lembaga yang berperan aktif  dalam 
program penyelamatan lingkungan

Tingkat pemahaman dan kesadaran 
stakeholders baik

IK: Persentase upaya sosialisasi dan 
penyadaran yang ditindaklanjuti 

Ketersediaan mekanisme 
penyebarluasan informasi dan publikasi 

lingkungan kepada stakeholder baik

IK: 1) Jumlah sarana / prasarana 
penyebarluasan informasi; 2) jumlah 

kegiatan kampanye lingkungan

Iven-iven stimulan baik

IK: jumlah iven lingkungan yang 
diselenggarakan secara berkala

Pengarusutamaan isu LH pada program 
dan kegiatan stakeholders lain baik

IK: 1) Jumlah stakeholders yang 
mengintegrasikan program LH dalam 

program sektoralnya; 2) jumlah tenaga 
penyuluh sektor yang dibekali ilmu 

lingkungan

Fasilitasi dan dukungan iklim dari 
pemerintah baik

IK: Jumlah instrumen  pemberdayaan yang 
digunakan 

Mekanisme penghargaan / reward baik

IK: 1) Jumlah stakeholder yang diberikan 
penghargaan; 2) Persentase keberlanjutan 

kiprah peraih penghargaan lingkungan

Ketersediaan  pilot project / percontohan 
yang berkelanjutan baik

IK: : jumlah percontohan atau pilot project 
percontohan yang dapat dijadikan rujukan 

Ketersediaan sarana prasarana 
pendukung pengelolaan lingkungan di 

masyarakat baik

IK: Persentase peningkatan pelayanan 
bidang LH
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Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS) 

Bagian 5 dari 5 bagian 

SS4: Tata Kelola Organisasi Baik  

  
 

 

Meningkatnya Kinerja 
Organisasi

Meningkatnya tata kelola organisasi

IK: 1) nilai evaluasi AKIP OPD; 2) 
Persentase capaian realisasi fisik dan 

keuangan pelaksanaan 
program/kegiatan 

Kualitas perencanaan dan 
pelaporan baik

IK: 1) Persentase 
kesesuaian dokumen 

perencanaan dan 
penganggaran; 2) 

Persentase ketepatan waktu 
penyampaian laporan

Penyampaian dokumen 
perencanaan (Renstra, RKT, 

PK) dan pelaporan tepat 
waktu

IK: 1) jumlah dokumen 
perencanaan yang 

disampaikan tepat waktu; 2) 
jumlah dokumen pelaporan 

yang disampaikan tepat 
waktu

Kualitas pelaporan kinerja 
organisasi baik

IK: nilai pelaporan kinerja 
yang dievaluasi oleh 

inspektorat

Kualitas pelayanan internal 
baik

IK: Tingkat kepuasan 
terhadap layanan internal 

organisasi

Ketersediaan data pegawai 
akurat

IK: Persentase ketersediaan 
data kepegawaian

Pengelolaan sarana / 
prasarana baik

IK: 1) Persentase BMD 
dalam kondisi baik; 2) 

Persentase pemenuhan 
kebutuhan sarana prasarana 

pendukung kinerja

Pelayanan administrasi 
kepegawaian baik

IK: Persentase usulan 
kenaikan pangkat, pensiun, 
KGB yang diproses tepat 

waktu

Kualitas penatausahaan 
keuangan baik

IK: Persentase berkurangnya 
kesalahan hasil verifikasi 

keuangan

Pengelolaan administrasi 
keuangan baik

IK: Persentase SPJ yang 
disampaikan paling lama 5 

hari setelah bulan berkenaan

Kesesuaian 
pertanggungjawaban 

keuangan dengan baik

IK: 1) Persentase SPJ yang 
administrasinya lengkap; 2) 

Persentase SPJ yang sesuai 
dengan aturan 

penatausahaan keuangan

Pengawasan internal baik

IK: Persentase berkurangnya 
temuan inspektorat

Temuan inspektorat 
ditindaklanjuti dengan baik

IK: Persentase temuan 
inspektorat yang dapat 

ditindaklanjuti

Jumlah pejabat yang mengisi 
LHKPN/LHKASN baik

IK: Persentase pejabat OPD 
yang mengisi dan 
menyampaikan 

LHKPN/LHKASN

Padang,        November 2019 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

 

 

 

Ir. Siti Aisyah, M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19670928 199203 2 002 

 



PEMElllNTAll I•novINSI SUMATERA BAllAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

TAHUN: 2020 

NO SASARAN STRATEGIS 

(1) (2) 

1 Terwujudnya penataan 1 

lingkungan hidup 

2 

2 Terkendalinya 1 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hid up 2 

3 

3 Terwujudnya upaya-upaya 1 

pemeliharaan / konservasi 

lingkungan hidup; 

4 Meningkatnya kapasitas 1 

dan peranserta 

stakeholders 

5 Meningkatnya tata kelola 1 

organ isasi 2 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

(3) (4) 

Persentase kecukupan instrumen 72% 

penataan lingkungan di Sumbar 

Persentase pemanfaatan instrumen 76% 

penataan lingkungan 

Persentase penurunan beban 10% 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

lndeks Pencemaran Air (IPA) S<IPA<lO 

lndeks Pencemaran Udara {IPU) IPU < 11 

Persentase peningkatan upaya-upaya 13% 

pemeliharaan lingkungan yang sesuai 

kriteria 

Persentase peningkatan jumlah 5% 

masyarakat/kelompok masyarakat I 
lembaga yang berperan aktif dalam 

program penyelamatan lingkungan 

Nilai evaluasi AKIP OPD BB 

Persentase capaian realisasi fisik dan 96% 

keuangan pelaksanaan 

program/kegiatan 

Padang, Februari 2019 

KEPALA DINAS LING KU NGAN HIDUP 

PROVINSISUMATERA BARAT 

Pembina Tk. I 

NIP. 19670928199203 2 002 



PEMEBINTAll PBOVINSI SUMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751 -7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: Ir. SITI AISYAH, M.Si Na ma 

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: IRWAN PRAYITNO 

: Gubernur Sumatera Barat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

0 

Padang, Desember 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Ir. S I AISYAH, M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19670928 199203 2 002 



PERJANJIAN KINERJA 

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

TAHUN: 2019 

NO 

(1) 
1 

2 

3 

4 

5 

No 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(2) (3) (4) 

Terwujudnya penataan Persentase kecukupan instrumen penataan 67% 
lingkungan hidup lingkungan di Sumbar 

Persentase pemanfaatan instrumen penataan 75% 

lingkungan 

Terkendalinya pencemaran Persentase penurunan beban pencemaran 5% 

dan kerusakan lingkungan dan kerusakan lingkungan 

hidup 

Terwujudnya upaya-upaya Persentase peningkatan upaya-upaya 20% 
pemeliharaan / konservas i pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria 
lingkungan hidup 

Meningkatnya kapasitas dan Persentase peningkatan jumlah 5% 
peranserta stakeholders masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga 

yang berperan aktif dalam program 

penyelamatan lingkungan 

Meningkatnya tata kelola Nilai evaluasi AKIP OPD BB 
organisasi 

Program Anggaran (Rp) Keterangan 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 2.384.969 .098 APBD 
Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi Sumber 885 .849 .520 APBD 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi 1.286.403 .513 APBD 

Sumber daya Alam 
Program Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan 599.372.900 APBD 

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 3.233 .884.000 APBD 
Persampahan 

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 1.055.436.000 APBD 

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran 2.539.518.351 APBD 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.827 .224.538 APBD 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 61 .500.000 APBD 

Program Peningkatan Kapas itas Sumber Daya Aparatur 59.103.594 APBD 
Program Pen ingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 456.076.006 APBD 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

JUMLAH 14.515.217 .520 APBD 

Padang, Desember 2019 
GUBERNUR SU MATERA BARAT 

\~ / 
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19670928 199203 2 002 



I•EM~RINTAll I•ROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LING KU-NGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: TEGUH ARIEFIANTO, ST Nam a 

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Dan Pentaatan 

Hukum Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: Ir. SIT! AISYAH, M.Si Nam a 

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

.~ 
Pembina Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

TEGUH ARIEFIANTO, ST 
Penata Tk. I 

NIP. 19730710 200501 1 007 



PERJANJIAN KINERJA 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN DAN PENTAATAN HUKUM LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-

SASARAN 

Pengawasan baik 

Penerapan supremasi hukum lingkungan baik 

Penanggulangan dampak lingkungan baik 

Valuasi ekonomi lingkungan baik 

Tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholder 

baik 

Fasilitasi dan dukungan iklim dari pemerintah 

baik 

Pengawasan internal baik 

KEGIATAN 

Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan LH 

Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha 

dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) 

Pemantauan pesisir dan taut 

Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut 

Pemantauan Kualitas Udara Ambient 

Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan 

Penta~tan Hu_kum Lingkungan 

Penyusunan peraturan perundang undangan 

~!.~.~D.g .!.~~g~-~~g~-~---~-~~~P. ............................................................... 
JUMLAH 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

NIP. 19670928199203 2 002 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase peningkatan jumlah media/objek yang diawasi 31,78% 

sesuai NSPK 

Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap 55% 

hukum lingkungan 

Persentase media lingkungan yang dapat ditingkatkan fungsinya 22,28% 

Jumlah instrumen ekonomi lingkungan yang diaplikasikan 1 

Persentase upaya sosialisasi dan penyadaran yang 30 

ditindaklanjuti 

Jumlah instrumen pemberdayaan yang digunakan 4 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 40% 

A~I 
68.398.00C 

72.669.00(] 

28.697.000 

51.628.000 

47.985.000 

75.248.000 

105.720.000 
-

455.620.000 

.......................... ............................... 
Rp 905.965.000 

Padang, Februari 2019 

KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN 
DAN PENTAATAN LINGKUNGAN 

TEGUH ARIEFIANTO. ST 
NIP.19730710 2005011007 



t•EMEBINTA.11 PBOVINSI SUMA.TEIIA. llA.RA.T 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : M. ARIEF NOVIADY, ST 

Jabatan : Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: TEGUH ARIEFIANTO, ST Na ma 

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Dan Pentaatan 

Hukum Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

TEGUH ARIEFIANTO, ST 
Penata Tk. I 

NIP. 19730710 200501 1 007 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

M. ARIEF NOVIADY, ST 
Penata 

NIP. 19761124 200901 1 006 



PERJANJIAN KINERJA 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN DAN PENTAATAN HUKUM LINGKUNGAN 

SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Cakupan pemantauan sumber dan media baik 

2 Penerapan teknologi pengolahan limbah B3 dan 

non B3 

3 Pengawasan internal baik 

NO KEGIATAN 

1 Pemantauan Kualitas Udara Ambient 

JUMLAH 

KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN 

~···~ 
TEGUH ARIEFIANTO. ST 

NIP. 19730710 2005011 007 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase media lingkungan yang dipantau 29,03% 

Persentase sumber yang dipantau 18,09% 

Jumlah usaha / kegiatan yang memenuhi baku mutu 61 

limbah non 83 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 
40% 

ANGGARAN 

47.985.000 

Rp 47.985.000 

Padang, Februari 2019 

KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN 

M. ARIEF NOVIADY. ST 
NIP. 19761124 2009011 006 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BABAT 

DIN AS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 -445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: Syahrial, SH Na ma 

Jabatan : Penganalisis Lingkungan Hidup, Seksi Pencemaran 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : M. Arief Noviady, ST, M.Si 

Jabatan : Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

M. Arief Noviady, ST,M.Si 
Pena ta 

NIP. 19761124 2009011 006 

Padang, Februari2019 

PIHAK PERTAMA, 

~/ 
SYAHRIAL, SH 

Penata Tk.I 
NIP. 19640623 199803 1 001 



BIDANG P2KLPHL 
SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
TAHU N 2019 

" 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang meliputi 
pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penalaahan untuk menyimpulkan dan 
menyusun rekomendasi di bidang 
lingkungan hidup. 

Kasi Penceamarn Lingkungan Hldup 

M.ARIEF NOVIADY,ST,M,Si 
NIP. 19761124 2009011 006 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data terkait dengan 
kegiatan seksi pencemaran lingkungan ( Pemantauan Kualitas 
Udara Ambien dan Penilaian Proper) 

Menganalisa data Hasil kegiatan Pemantauan Kualitas Udara 
Ambien dan membuat laporan Penilaian Proper 

Melakukan Pemantauan Kualitas Udara Ambien ke Kab/Kota 
dan Penilaian Proper ke objek kegiatan 

Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait 
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

Mengirimkan Japaoran harian AQMS stasiun Kota Padang ke 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan 

Mengontrol alat AQMS di Stasiun Padang sesuai arahan dari 
petugas AQMS KLHK 

Menyusun rekomendasijsaran yang berkaitan dengan kegiatan 
seksi pencemaran lingkungan 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 
atasan 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

Padang, Februari 2019 
Penganalisis Lingkungan Hidup 
Seksi Pencemaran Lingkungan 

-aA~\'\A ~ 
fv'A~H 

NIP. 19640623 199803 1 00 

TARGET 

51 objek 

53 data 

31 objek 

10 Kab/kota 

365 la poran 

60 kali 

10 rekomendasi 

30 Laporan 

12 kali 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Gusmayeni, A.Md 

Jabatan : Pengolah Data Seksi Pencemaran Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : M. Arief Noviady, ST, M.Si 

Jabatan : Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

M. Arief Noviady, ST, M.Si 
NIP. 19761124 2009011 006 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Gusmay ni, A.Md 
NIP. 19680819 199202 2 001 



BIDANG P2KLPHL 
SEKSl PENCEMARAN LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan pengumpulan 
Terlaksananya kegiatan penerimaan, 
mengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan data objek kerja di 
bidang program, anggaran dan 
pelaporan 

2 Melakukan penerimaan, 
pengeluaran dan pembukuan terkait 
transaksi keuangan 

Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup 

M.AR1EF NOVtADV.ST.M,Si 
NIP. 19761124 2009011006 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data terkait dengan 
kegiatan seksi pencemaran lingkungan (Pemantauan Kualitas 53 Objek 
Ambien dan Penilaian Proper 

Memeriksa data kegiatan seksi pencemaran 53 data 

Melakukan Pemantauan Kualitas Udara Ambien ke Kab/Kota 
dan Penilaian Proper ke Objek kegiatan 

300bjek 

Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan kegiatan 
10 rekomendasi 

seksi oencemaran Jingkungan 

Melakukan koordinasi unit kerja/instansi lain dalam rangka 
10 Kab/Kota 

pengumpulan data dan pengecekan keakuratan data 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 
10 laporan 

dasar penilaian kinerja pegawai. 
Menyiapkan dokumen permintaan Uang Persediaan dan 

7 dokumen 
tambahan uanE! nersediaan 
Mengurus surat perintah pembayaran SPM Giro berdasarkan 

7 dokumen 
I orosedur vanE! berlaku untuk oenerimaan uanE! 
Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat 300 kegiatan 
dinas untuk kelancaran oelaksanaan tugas 

Melakukan pencatatan pembukuan ke kas umum 
300 kegiatan 

Membuat laporan mengenai keadaan kas berdasarkan 12 laporan 
nenerimaan dan nenE!eluaran sebagai bahan 

Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara 
12 laporan 

Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak 
50dokumen 

Menyetorkan PNBP ke Kas Negara l dokumen 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 121aporan 
lnimninan 

Padang, Maret 2019 
Pengolah Data seksi Pencemaran Llngkungan 

Seksi encemara Lingkungan 



PEMEBINTAD PBOVINSI SIJMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 
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PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

: DIKARAMA KAULA, ST Nam a 

Jabatan : Penganalisis Lingkungan Hidup pada Seksi Pencemaran Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: M. ARIEF NOVIADY, ST, M.Si 

: Ka. Seksi Pencemaran Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

M. ARIEF NOVIADY, ST, M.Si 
Pena ta 

NIP. 19761126 2009011 006 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

DIKARAMA KAULA, ST 
Pena ta 

NIP. 19840610 201001 1 022 



,,,.-....:::.-

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN 

SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO. SAS ARAN 

1. Terlaksananya pengumpulan, 

pengklasifikasian dan penelaahan 

untuk menyimpulkan dan menyusun 

rekomendasi di bidang Lingkungan 

Hidup 

Ka. Seksi Pencemaran Lingkungan 

M. ARIEF NOVIADY, ST, M.Si 
NIP. 19761124 2009011 006 

INDIKATOR KINERJA 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data terkait dengan kegiatan Seksi 

Pencemaran Lingkungan (Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan 

Penilaian Proper) 

Menganalisis data terkait kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien 

dan Penilaian Proper 

Menganalisis data hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien metode 

passive sampler 

Menganalisis laporan pelaksanaan lzin Lingkungan/RKL-RPL usaha 

dan/atau kegiatan objek Proper 

Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pelaksanaan Pemantauan 

Kualitas Udara Ambien dan Penilaian Proper 

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan 

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Seksi 

Pencemaran Lingkungan 

Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 

Pencemaran Lingkungan 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

Padang, Maret 2019 

Penganalisis lingkungan Hidup 
Seksi Pencemaran lingkungan 

DIKARAMA KALILA. ST 
NIP. 19840610 2010011022 

TARGET 

53 objek 

53 data 

2 dokumen/ 

r~ap<lata 

41 laporan 

31 objek 

10 kabupaten/ 

kota 

10 rekomendasi 

30 laporan 

12 kali 



PEMERINTAB PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 
bertanda tangan di ba wah ini : 

Nama : ZAHIRMAN 
Jabatan : Administrasi Umum 
Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : M. Arief Noviady, ST, M.Si, 
Jabatan : Kasi Pencemaran Lingkungan 
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja 
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 
tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 
penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

M. ARIEF NOVIADY, ST, M.SI 
Penata 

NIP. 19761124 2009011 006 

Padang, Maert 2019 

PIHAK PERTAMA, 

ZAHIRMAN 
Pengatur 

NIP. 19700830 2009011 004 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 
SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SASARAN 

Terlaksananya kegiatan yang 
meliputi penerimaan, pencatatan 
dan pendokumentasian dokumen 
administrasi Bidang dan Seksi 
Pencemaran Lingkungan 

Kasi Pencemaran Lingkungan 

M.Arief Noviady, ST, M.Si 
NIP. 19761124 200901 1 006 

INDIKATOR KINERJA 

Menyiapkan daftar hadir rapat terkait pelaksanaan kegiatan 

Mengagendakan surat masuk dan surat keluar Seksi Pencemaran 
Lingkungan sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi 

Mendokumentasikan I mengarsipkan surat-surat dan lainnya 
terkait pelaksanaan kegiatan 

Menyiapkan administrasi ( rapat, alat tulis kantor, penggandaan 
dan perjalanan dinas ) 

Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan pada Seksi 
Pencemaran Lingkungan 

Mengagendakan surat masuk dan surat keluar Bidang 
pengedalian pencemaran ,keruasakan Lingkungan Penaatan 
Hukum Lingkungan 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

Padang , Maret 2019 
Pengadministrasi Umum 

Zahirman 
NIP. 19700830 200901 1 004 

TARGET 

5 daftar 

300 surat 

500 berkas 

50 Paket 

15 Paket 

1500 Surat 

12 Kali 

------
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yan9 efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: FEBRY YENTI DJAFRI, SH, MH Na ma 

Jabatan : Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum 

Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : TEGUH ARIEFIANTO, ST 

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Dan Pentaatan 

Hukum Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

TEGUH ARIEFIANTO, ST 
Penata Tk. I 

NIP. 19730710 2005011 007 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

if--
FEBRY YENTi DJAFRI, SH, MH 

Pembina 
NIP. 19700206 199803 2 003 



I 

PERJANJIAN KINERJA 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN DAN PENTAATAN HUKUM LINGKUNGAN 

SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Ketersediaan regulasi baik 

2 Pembinaan hukum baik 

3 Penegakan hukum baik 

4 Kualitas dan kuantitas PPNS baik 

5 Kualitas dan kuantitas PPLH balk 

6 Pemenuh<in NSPK baik 

NO KEG IA TAN 

1 Penyusunan peraturan perundang undangan 

bidang lingkungan hidup 

2 Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan 

3 Pentaatan Hukum Lingkungan 

JUMLAH 

KABIO PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN 

TEGUH ARiEFIANTO, ST 
NIP. 19730710 2005011007 

INOIKATOR KINERJA TARGET 

Jumlah aturan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang 

ditetapkan 
3 

persentase implementasi IPPLH yang sesuai dengan 

ketentuan 
55% 

Persentase kasus lingkungan hidup yang diselesaikan 

sesuai SOP 80% 

Jumlah PPNS LH yang kompeten 2 

Rasia jumlah PPLH yang dikukuhkan dengan jumlah objek 0,066 

Persentase kecukupan NSPK dari kebutuhan pengawasan 

sesuai ketentuan (Perda, dan Peraturan lain) 75% 

ANGGARAN 

455,620,000 

75,248,000 

105,720,000 

Rp 636,588,000 

Padang, Februari2019 

KASI PENYELESAIAN SENGKETA 

DAN PENEG/AGKUNGAN 

FE,YENT~ S:MH 

NtP. 19700206199803 2 003 



PEMERINTA.H PROVINSI SUMA.TERA BABAT 
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PERJANJIAN KINERlA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma 

Jabatan 

: RINI RAHMA PUTRI 

: Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: Febry Yenti Djafri, SH, MH Na ma 

Jabatan : Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum 

Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

FEBRY YENTi DJAFRI, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19700206 199803 2 003 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

RINI RAHMA PUTRI, ST 
Penata Muda 

NIP.19840808 201503 2 001 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (ST AF) 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKANLINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN 
SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SASABAN 

Terlaksananya kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan penelaahan 
untuk menyimpulkan dan 
menyusun rekomendasi di bidang 
Lingkungan Hidup. 

KasiPSPHL 

FEBRI YENTi DJAFRI. SH. MH 
NIP. 19790206 199803 2 003 

INDIKA TOR KINERJA 

a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data di bidang lingkungan 
hidupsesual dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekerjaan. 

b. Menganalisis data di bidang lingkungan hidup sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Melakukan tinjauan lapangan di bidang lingkungan hidup 

d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan bidang 
lingkungan hidupberdasarkan basil analisis kepada pimpinan unit 

f. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 
pimpinan. 

g. Membantu penyiapan surat terkait pelaksanaan kegiatan 

h. Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan 
lingkungan 

i. Membantu pelaksanaan kegiatan penaatan hukum lingkungan 

j. Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-
undangan bidang lingkungan hidup 

k. Membantu dalam proses pembuatan KAK, PO, dan SK Tim 

l. Membantu dalam proses pembuatan RKA dan DPA 

m. Membantu penyusunan Iaporan akhir 

Padang, Maret 2019 

Analis Lingkungan Hidup 
SeksiPSPHL 

RINI RAHMA PUIW. ST 
NIP. 19840808 201503 2 001 

TARGET 

2 jenis data 
13 data 

t.Jemsaata 
13 data .,. 

10 kali 

13 
instansij objek 

13 
data/dokumen 

10 Laporan 

35 surat 

3 objek 
3 kab/kota 

4objek ~ 

2 peraturan 

1 PO 
1KAK 
lSK 

lRKA 
1 nPA 

1 laporan 

.. 



PEMEHINTAD PHOVINSI SUMATEHA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ANDI IRAWAN, ST, MT 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : FEBRI YENTI DJAFRI, SH, MH 

Jabatan : Kasi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

FEBRI YENTi DJAFRI, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19790206 199803 2 003 

Padang, Maret 2019 

ANDI IRAWAN, ST, MT 
Pembina 

NIP.197812072002121003 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN 
SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SA SARAN 

Terlaksananya kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan penelaahan 
untuk menyimpulkan dan 
menyusun rekomendasi di bidang 
Lingkungan Hidup. 

Kasi PSPHL 

FEBRI YENTi DIAFRI. SH. MH 
NIP. 19790206 199803 2 003 

INDIKATOR KINERJA 

a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data di bidang lingkungan 
hidupsesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekerjaan. 

b. Menganalisis data di bidang Jingkungan hidup sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Melakukan tinjauan lapangan di bidang lingkungan hidup 

d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai 
dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan bidang 
lingkungan hidupberdasarkan hasil analisis kepada pimpinan unit 

f. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 
pimpinan. 

g. Membantu penyiapan surat terkait pelaksanaan kegiatan 

h. Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan 
perizinan lingkungan 

i. Membantu pelaksanaan kegiatan penaatan hukum lingkungan 

j. Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan 
perundang-undangan bidang lingkungan hidup 

k. Membantu dalam proses pembuatan KAK dan PO 

I. Membantu dalam proses pembuatan RKA dan DPA 

I. Membantu penyusunan laporan akhir 

Padang, Mar t2019 
Analis Lingkung n Hidup 

Seksi PSP L 

TARGET 

2 jenis data 
13 data 

2jenis data 
13 data 

2 laporan 

10 kali 

13 
instansi/objek 

13 
data/dokumen 

10 Laporan 

40 surat 

3 objek 
3 kab/kota 

4objek 

2 peraturan 

1 PO 
1KAK 

1RKA 
1 DPA 

1laporan 



PElllEBIN'I'All PBOVINSI SUMATEBA BABAT 

DIN AS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website. http://dlh.sumbarprov.go.id - Email · dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, t ransparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a : IRNA FATRA, S.SOS 

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelesaian Sengketa dan 

Penegakan Hukum Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Febry Yenti Djafri, SH,MH 

Jabatan : Ka. Seksi Penyelesaian Sengketa & Penegakan Hukum Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian ta rget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

FEBRY YENTi DJAFRI, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19700206 199893 2 003 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

IRNA FATRA, .SOS 
Penata Tk. I 

NIP.19631103 198612 2 001 



--

CONTOH PK STAF 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG P2KPHL 
SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA & PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SASARAN 

Terlaksananya kegiatan penerimaa n, 
mengumpulan, pengklas ifikasian dan 
penelaahan data objek kerja pada 
Seksi Penyelesaian Sengketa & 

Penegakan Hukum Lingkungan 

Kasie PS & PHL 

FEBRY YENTi DJAFRI, SH,MH 

NIP. 19700206 199893 2 003 

INDIKATOR KINERJA 

Memproses surat masuk dan surat keluar unit kerja sesuai 
dengan prosedur untuk tertib administrasi 

Mendistribusikan surat dan dokumen ke un it kerja lain sesuai 
ketentuan agar tertib administrasi dan kelancaran 

Melaksanakan penggandaan dokumen 

Menyiapkan admiistrasi rapat 
Menyiapkan makan dan min um rapat serta mengurus 
administrasi keuangan 

Mengirimkan surat keluar ke email alamat yang dituju 

Menggandakan surat undangan dan memasukkan ke am plop 

Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan 

Menyiapkan nota dan kwitansi pencairan anggaran ATK, Fhoto 
Copy, Ra pat, Has il Labor dan lain-lain. 

Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan 
perundang - undangan bidang lingkungan hidup 

Membantu Penyusunan Laporan Akhir 

Membantu dalam proses pembuatan PO dan KAK 

Membantu Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum dan 
Perizinan Lingkungan 

Membantu Pelaksanaan Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan 

Membuat la po ran pelaksanaan tugas secara berkala kepada 
pimpinan 

Padang, Februari 2019 

NIP. 19631103 198612 2 001 

TARGET 

1200 Surat 

840 Dokumen 

120 Dokumen 

21 Paket 

21 Paket 

180 Surat 

21 Paket 

64 Surat 

278 Surat 

2 Peraturan 

1 Laporan 

1 PO 
1 KAK 

3 Objek 

4 Objek 

12 Bulan 



PEMEllINTAll PROVINSI SU~IATERA DAllAT 

DINAS LINGKUNGAN HID UP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 -445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ARMI, ST. MDP 

Jabatan : Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a : TEGUH ARIEFIANTO, ST 

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Dan Pentaatan 

Hukum Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

I 
PIHAK KEDUA, 

TEGUH ARIEFIANTO, ST 
Penata Tk. I 

NIP. 19730710 200501 1 007 

Padang, Maret 2019 

PIHAK ERTAMA, 

ARMI, T. MOP 
Penat Tk. I 

NIP. 19690705 199401 1 001 



I 

PERJANJIAN KINERJA 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN DAN PENTAATAN HUKUM LINGKUNGAN 

SEKSl KERUSAKAN LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Upaya pencegahan degradasi lahan baik 

2 
Pemulihan pada media lingkungan yang 

rusak dilaksanakan dengan baik 

3 Cakupan pemantauan sumber dan media baik 

NO KEGIATAN 

1 .. ~~.n..~.a.~.~.~~-~ .. ?..~.n. .. ~~.n..~~!:1.?..~.'-~a.!:1 .. ~:~~~~-~a..n. .. ~.~ ................... 
2 Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut 

3 Pemantauan pesisir dan laut 

4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Ungkungan Usaha 

dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) 

I JU M LAH 

KABID PENGENOALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN 

DANPE~AN 

TEGUH ARIEFIANTO, ST 
NIP. 19730710 2005011 007 

.INDIKATOR KINERJA TARGET 

Jumlah lahan yang dlldentlfikasi rusak dan ditindaklanjuti 
15 

dengan upaya pencegahan 

Jumfah fokasi/media Hngkungan yang dipulihkan 1 

Persentase media lingkungan yang dipantau 29.68% 

ANGGARAN 

.......................... ~.~!.~.~.?.~9.9.9 ... 
51,628,000 

28,697,000 

72,669,000 

I Rp 221.392,000 I 
I 

Padang, Maret 2019 

KASI KERUSA N LINGKUNGAN 

ARM! S . MOP 
NIP. 19690705 994011 001 

\ 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN 
SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SA SARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Tertaksananya kegiatan yang meliputi a. Mengumpulkan dan mengidenur1Kas1 data d1 01aang lmgkungan h1dup 
pengumpulan, pengklasifikasian dan (Pemantauan Pesisir dan laut, PROPERDA, Pengawasan Pengendalian 
penelaahan untuk menyimpulkan dan Sumber Kerusakan Lahan, Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota laut) 
menyusun rekomendasi di bidang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 
Lingkungan Hidup. loekeriaan. 

1 Melakukan identifikasi terhadao kebutuhan data· 

2) Mengumpulkan data dari lembaga pemerintah dan Non Pemerintahan 

3l Menaelomookan data sesuai kebutuhan-
b. Menganalisis data di bidang lingkungan hidup (Pemantauan Pesisir dan 
laut, PROPERDA, Pengawasan Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan, 
Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota laut) sesuai dengan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
Tahaoan: 
1 Melakukan klasifikasi terhadao data sesuai kebutuhan 
2 Menaanalisa data 
3 Menvaiikan hasil analisa data 

c. Melakukan tinjauan lapangan di bidang lingkungan hidup (Pemantauan 
Pesisir dan lau~ PROPERDA, Pengawasan Pengendalian Sumber 
Kerusakan Lahan, Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota laut) 

1) Melakukan tinjauan lapangan berdasarkan data yang tersedia untuk 
validasi data 
2) Menyempumakan hasil analisa berdasarkan berdasarkan hasil 
kuniungan lapangan. 
d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
Tahapan: 
1) Mengkomunikasikan hasil analisa data dan temuan lapangan dengan 
unit keria /instansi terkait 
2 Menvemoumakan hasil analisa data berdasarkan hasil koordinasi· 
e. Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan bidang lingkungan 
hidup berdasarkan hasil analisis kepada pimpinan unit . 
Tahapan: 
1 Menelaah hasil analisa tiniauan laoangan dan hasil koordinasi· 
2 Menvusun rekomendasi I saran · dan 
3 Menvamoaikannva keoada atasan untuk di koreksi 

f. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan. 
Tahapan 

1 menvusun laooran harian- dan 
2) menyampaikan laporan harian pada atasan sebagai dasar penilaian 
kinerja pegawai. 

Padang, Maret 2019 
Kasi Kerusa an Lingkungan Analis Lingkungan Hidup 

Seksi Kerusakan Lingkungan 

l hin (II/', ,. 
ARMl.E ST.MPD LINA OKTAVIA, AMKL. 

NIP. 1969070 1994011 001 NIP. 197410122006042003 
I 

TARGET 

4 ienisdata 

4data 

4 kelomook 

4 dokumen 
4 dokumen 
4 dokumen 

10 kali 

10 data 

8dokumen 

8 dokumen 

8 dokumen 
8dokumen 
8 dokumen 

12 Laooran 

12 Laporan 



PEMERINTAU PROVINSI SIJMATERA BABAT 

DIN AS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id -Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : YUDISTIRA 

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Seksi Kerusakan Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ARM! B, ST, MOP. 

Jabatan : Kasi Kerusakan Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK EDUA, 

ARMIB TMDP 
Penat TK I 

NIP. 19690705 99401 1 001 

Padang, Februari 2019 

PIHAK TAMA, 

Pengatur 
NIP. 19830403 201001 1 014 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 
SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SA SARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Terlaksananya kegiatan yang 
meliputi penerimaan, pencatatan Memproses Surat Masuk dan Surat Keluar Seksi Kerusakan 

dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi 

administrasi Seksi Kerusakan 
Lingkungan Menyiapkan Administrasi rapat 

Menggandakan Surat undangan dan memasukan ke Amplop 

Menyiapkan Kelengkapan Administrasi keuangan pada Seksi 
Kerusakan Lingkungan 

Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 

Membuat Laporan Pelaksanaan tugas secara berkala kepada 
pimpinan 

Padang, Maret 2019 
Kasi Kerusak 1tn Lingkungan Pengadmin"strasi Umum , 

l ,...J .,. 

ARMl.B ST.MOP YU OS it RA 
NIP. 1969070t 1994011 001 NIP. 19830403 2010011 014 

TARGET 

100 Surat 

10 Rapat 

100 surat 

120 berkas 

20 berkas 

15 dokumen 



PEMERINTA.D PROVINSI SlJMA.TERA. BA.RAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 -445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Roza Zulfita, ST 

Jabatan : Calon Pengawas Lingkungan Pertama 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ARMI.B ST.MOP 

Jabatan : Kasi Kerusakan Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

ARMI B T. MDP 
Penat Tk. I 

NIP. 1969070 1994011 001 

Padang, Maret 2019 

Roza Zulfita 
Penata Muda 

NIP.19830831 201502 2 001 



PERJANJIAN KINERJA CALON PENGAWAS LINGKUNGAN PERTAMA 

KERUSAKAN LINGKUNGAN 
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SAS ARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Terlaksananya pengawasan 
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka lingkungan hidup secara langsung 

maupun tidak langsung untuk persiapan pengawasan sebagai anggota 

mengetahui tingkat ketaatan Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan 
penanggung jawab usaha dan/atau kepada perusahaan 
kegiatan terhadap ketentuan dalam 

Menyiapkan formulir Berita Acara izin lingkungan dan peraturan 
perundang-undangan di bidang mempersiapkan peralatan pengawasan 

perlindungan dan pengelolaan Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat 
lingkungan hidup dari pengawasan 

Memeriksa dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan 
dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL Perijinan 
dan dokumen lingkungan lainnva) 
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan PLB3 dengan 
melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 
kompleksitas rendah 

Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan kualitas air laut 

Melakukan entry data laporan dari perusahaan 

Melakukan evaluasi laporan yang disampaikan perusahaan 

Melakukan pemotretan (pengambilan sampel, s ituasi pabrik, 
IPAL) 

Pemeriksaaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang 
berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa 
komoleksitas rendah 

Padang, Maret 2019 

TARGET 

5 dokumen 

3 dokumen 

9 dokumen 

5 checklist 

3 checklist 

3 dokumen 
ringkasan 

5 dokumen B.A 

3 dokumen B.A 

5 dokumen 

3 dokumen 

5 dokumen B.A 

5 dokumen B.A 

Kasi Kerusaki n Lingkungan Colon P•ngawM ~ungan P•rtam• 
Seksi Kerus< an Lingkungan 

l - I 
ARMl.B. T.MDP R01 la ZULFITA 

NIP. 19690705 994011001 NIP. 19830831201502 2 001 



PEMERINTAD PROVINSI SlJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ADIRLA WIRMANITA HARPENASll, ST. 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup pada Seksi Kerusakan Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ARMI B, ST, MDP. 

Jabatan : Kasi Kerusakan Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

ARMI B T MOP. 
Penat Tk. I 

NIP. 19690705 1994011 001 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

ADIRLA WIRMANITA HARPENASTI, ST. 
Penata Muda Tk. I 

NIP.19810502 201101 2 003 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN 
SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Terlaksananya kegiatan yang meliputi a. Mengumpulkan dan meng1dent1nKas1 data d1 01aang ungkungan maup 
pengumpulan, pengklasifikasian dan (Pemantauan Pesisir dan laut, PROPER DA, Pengawasan Pengendalian 
penelaahan untuk menyimpulkan dan Sumber Kerusakan Lahan, Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota laut) 
menyusun rekomendasi di bidang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 
Lingkungan Hidup. pekeriaan. 

1 Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan data· 

2) Mengumpulkan data dari lembaga pemerintah dan Non Pemerintahan 

3 Menaelomookan data sesuai kebutuhan; 
b. Menganalisis data di bidang lingkungan hidup (Pemantauan Pesisir dan 
laut PROPERDA, Pengawasan Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan, 
Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota laut) sesuai dengan prosedur yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
Tahaoan: 
1 Melakukan klasifikasi terhadap data sesuai kebutuhan 
2 Menaanalisa data 
3 Menvaiikan hasil analisa data 

c. Melakukan tinjauan lapangan di bidang lingkungan hidup (Pemantauan 
Pesisir dan laut, PR OPE RDA, Pengawasan Pengendalian Sumber 
Kerusakan Lahan, Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota laut) 

1) Melakukan tinjauan lapangan berdasarkan data yang tersedia untuk 
validasi data 
2) Menyempumakan hasil analisa berdasarkan berdasarkan hasil 
kuniungan lapangan. 
d. Melakukan koordinasi dengan unit kerjaflnstansi terkait sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
Tahapan: 
1) Mengkomunikasikan hasil analisa data dan temuan lapangan dengan 
unit keria /instansi terkait 
2 Menvemoumakan hasil analisa data berdasarkan hasil koordinasi· 
e. Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan bidang lingkungan 
hidup berdasarkan hasil analisis kepada pimpinan unit . 
Tahapan: 
1 Menelaah hasil analisa tiniauan lapangan dan hasil koordinasi· 
2 Menvusun rekomendasi I saran · dan 
3 Menvamoaikannva keoada atasan untuk di koreksi 

f. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan. 
Tahapan 

1 menvusun laporan harian- dan 
2) menyampaikan laporan harian pada atasan sebagai dasar penilaian 
kinerja pegawai. 

Padang, Maret2019 
Kasi Kerusakc n Lingkungan Analis Lingkungan Hidup 

Seksi Kerusakan Lingkungan 

l ~~. 
ARMl.8 ! T.MPD ADIRLA WIRMANITA HARPENASTI, ST. 

NIP. 19690705 394011 001 NIP.198105022011012003 

' 

TARGET 

4 ienisdata 

10 data 

4 kelomook 

4dokumen 
4dokumen 
4 dokumen 

15 kali 

15 data 

8 dokumen 

8 dokumen 

8 dokumen 
8dokumen 
8 dokumen 

12 Laooran 

12 Laporan 



PEMEllINTAll PROVINSI SUl\IATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 -445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: PETRIAWATY, SE, MM Nam a 

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Ir. SITI AISYAH, M.Si 

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Ir. ITI Al~.Si 
Pe~a Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

L /~ <,-c\ 
PETRIAWATY, SE, MM 

Pembina Tk. I 
NIP. 19640510 199303 2 007 



r-. 

PEJUANJIAN KINEiUA 

Bl DANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PEN ING KATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 

TAHUN 2019 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

NO 

SASARAN 

Tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholder akan 

pentingnya pengelolaan lingkungan baik 

Fasilitasi dan dukungan ikl im yang baik dari 

pemerintah daerah 

Pengawasan yang baik 

Penanggulanga n dampak lingkungan baik 

Pengawasan internal baik 

KEG IA TAN 

Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup 

Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) 
------- --- --·-- --- -------- --·-·- - -- ---- ----- ------ ··-

2 Pe rr:!_bil"l~n P!'!__fl~~() laa~ _s~i:i::e.~<:bLK~ta __________ _ 
3 Pen ingkatan lmplementasi Gerakan Sumbar Bersih 

4 Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan 

menengah dalam pelestarian lingkungan hidup 

5 Monitoring dan eva luasi pelaksanaa n Percepatan 

Pembangunan Sanitas i Permukiman (PPSP) 

6 Pembinaan dan Peneawasan Peneelolaan Limbah 83 

7 Pilot projek pengelolaan LB3 

8 Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan 

Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) 

9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

10 GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan) 

JUMLAH 

INDIKATOH KJNERJA 

Persentase upaya sosialisasi dan penyadaran yang 

ditindaklanjuti 

Jumlah instrum en pemberdayaan yang digunakan 

persentase peningkatan jumlah media/objek yang diawasi 

sesuai NSPK 

Persentase media lingkungan yang dapat ditingkatkan 

fungsinya 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 

ANGGARAN 

105,976,000 

_ _ - ~1~_9~_?~SJO 
205,600,000 

233,436,000 

19,640,000 

88,208,000 

300,474,000 

52,216,000 

257,200,000 

49,236,000 

Rp 1,424,982,000 

Pad ang, Februari 2019 

TARGET 

30 

4 

16.67 

22.28% 

40% 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH 83 

DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 

I .SITIAISY~ 
NIP. 19670928 199203 2 002 

PETRI WA Y J?E, MM 

NIP . 19640510 199303 2 007 



PElllERINTAll PltOVINSI SUlllATEitA DAllAT 

DINAS LINGKUNGAN I-IIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 -445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma : DASRIL, SP 

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Sampah 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a : PETRIAWATY, SE, MM 

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

~ · 
PETRIAWATY, SE, MM 

Pembina Tk. I 
NIP. 19640510 199303 2 007 

Padang, Maret 2019 



PERJANJIAN KINERJA 

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH 83 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LI NGKUNGAN HIDUP 

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH 

TAHUN 2019 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

Ketersed iaan sarana dan 

1 prasarana pendukung pengelolaan lingkungan 
Persentase peningkatan pelayanan bidang LH 

di level masyarakat baik 

Jumlah stakeholder yang diberikan penghargaan 

2 
Mekanisme penghargaan (reward) terhadap 

upaya pengelolaan lingkungan baik 
Persentase keberlanjutan kiprah peraih penghargaan 

3 
Percontohan atau pilot project yang 

baik dan berkelanjutan 

4 
Penerapan teknologi pengelolaan limbah 83 

dan non B3 baik 

NO KEG IA TAN 

1 Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 

Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) 

2 Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota 

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

3 Peningkatan lmplementasi Gerakan Sumbar 

Bersih 

4 Mon itoring dan evaluasi pelaksanaan 

Percepatan Pembangunan Sanitasi 

Permukiman (PPSP) 

JU M LAH 

KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH 83 

lingkungan 

Jumlah percontohan atau pilot project percontohan yang 

dapat dijadikan rujukan 

Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang 

mengaplikasikan 3R sampah 

Rp 

ANGGARAN 

105,976,000 

112,996,000 

257,200,000 

205,600,000 

19,640,000 

701,412,000 

Maret 2019 

DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 

TARGET 

1.00 

10 

65% 

1 

1 

NIP. 19640510 199303 2 007 NIP. 19680616 199303 1 004 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: Eliana Rosian, SKM 

: Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: Dasril, SP 

: Kepala Seksi Pengelolaan Sampah 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil t indakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Da ii, SP 
Penata Tk. I 

NIP. 19680616 199303 1 004 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Eliana Rosian, SKM 
Penata Muda 

NIP.19800107 201406 2 004 



ANALIS LINGKUNGAN HIDUP 
SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk 
menyimpulkan dan menyusun 
rekomendasi kegiatan 
pengelolaan sampah 

Kepala Seksi Pengelolaan 
Sampah 

D sril. SP 
NIP. 19680616 199303 1 004 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data kegiatan sampah 19 Laporan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekerjaan 

Menganalisis data di kegiatan pengelolaan sampah sesuai 1 laporan data 
dengan prosedur yang berlaku untuk kelncaran pelaksanaan 
tugas 

7 Bahan Rapat & 
Menyiapkan bahan rapat Kegiatan Pengelolaan Sampah Notulen 

19 Laporan 
Melakukan tinjauan lapangan kegiatan pengelolaan sampah 

Mengolah data hasil pembinaan, pemantauan kegiatan 
1 Laporan Data 

pengelolaan sampah 

Mengolah data dari pelaporan Pengelolaan sampah 1 Laporan Data 

kabupaten/kota 

Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan 19 Laporan 
kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan hasil analisa 
kepada Kepala Seksi 

Membuat Laporan Akhir Kegiatan terkait pada seksi 1 Laporan kegiatan 

pengelolaan sampah 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 12 Laporan kinerja 

pimpinan 

Padang, Maret 2019 
Analis Lingkungan Hidup 

Seksi Pengelolaan Sampah 

Eliana Rosian, SKM 
NIP. 19800107 201406 2 004 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAY 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Liza Meilinda, ST 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Dasril, SP 

Jabatan : Kasi Pengelolaan Sampah 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

DASRIL, SP 
Penata Tk. I 

NIP. 19680616 199303 1 004 

Padang, Februari2019 
PIHAK PERTAMA, 

LIZA MEILINDA, ST, M.Si 
Penata Tk. I 

NIP. 19800520 200604 2 007 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS 
LING KUN GAN 

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH 

TAHUN 2019 

No. 

l. 

SA SARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Terlaksananya Menyusun program kerja seksi 5 kegiatan 
kegiatan yang pengelolaan sampah 
meliputi 
penyusunan, Menganalisis kebijakan pengelolaan 1 kebijakan 
perumusan, sampah Provinsi 
koordinasi, 
penghimpunan, Koordinasi pelaksanaan 30 laporan 
pelaporan dan pengumpulan, pemilahan, 
penyuluhan terkait penggunaan ulang, pendaur 
pengelolaan ulangan, pengolahan dan 
sampah untuk pemrosesan akhir sampah di TPA 
menyimpulkan dan regional 
menyusun 
rekomendasi pada Memberikan penyuluhan, 5 materi 
Seksi Pengelolaan sosialisasi, workshop mengenai 
Sampah pengelolaan sampah kepada 

stakeholder 

Menghimpun dan menyiapkan RKA 3 dokumen 

Menghimpun dan menyiapkan DPPA 3 dokumen 

Melaksanakan pelaporan dan 4 laporan 
evaluasi kegiatan seksi pengelolaan 
sampah 

Menyiapkan ekspose kepala dinas 5 ekspose 

Padang, Maret 2019 
Kasi Pengelolaan Sampah Analis Lingkungan Hidup 

S.!1 
NIP. 19680616 199303 1 004 

Liza Meilinda, ST, M.Si 
NIP. 19800520 200604 2 007 



PEMEBINTAD PBOVINSI SUMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Mulyadi, SE 

Jabatan : Pengadministrasi Umum 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: Dasril, SP 

: Kepala Seksi Pengelolaan Sampah 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

•Is 
Pembina 

NIP. 19680616 199303 1 004 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Mulyadi, SE 
Penata Tk I 

NIP.19660212 199703 1 008 



,,---.. 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

ANAUS UNGKUNGAN HIDUP 
Kepala Seksi Pencielolaan Persamoahan 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya kegatan ysng 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan 
pendokumentasian 
administrasian Seksi 
Pengelolaan persampahan 

Kepala Seksi Pengelolaan 
Persampahan 

Da~i:~ 
NIP. 19680616 199303 1 004 

INDIKATOR KINERJA 

: laksanakan dalam menerima, mencatat, menyortir surat masuk sesuai 
ngan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan 

Melaksanakan dalam memberi lembar pengantar pada surat, sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar meudahkan 
pengendalian. 

Melaksanakan dalam mengelompokan surat atau dokumen menurut jenis 
dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku, agar 
memudahkan pendistribusian. 
Melaksanakan dokumentasi surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar tertib administrasi. 
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 
tertulis maupun lisan. 

Padang, Maret 2019 

Mulyadi. SE 
NIP.19660212 199703 1 008 

TARGET 

12 Surat 

12 Surat 

12 Dok 

12 Dok 

12 Dok 

12 Surat 



PEMERINTAll PROVINSI SUMATERA BAllAT 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: AULIA RAMADHANI, M.Si Nam a 

Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: PETRIAWATY, SE, MM Na ma 

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

PETRIA~, SE, MM 
Pembina Tk. I 

NIP. 19640510 199303 2 007 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

AULIA R DHANI, M.Si 
Penata Tk. I 

NIP. 19790801 200604 2 026 



PERJANJIAN KINERJA 

BI DANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PEN INGKATAN KAPAS ITAS LI NGKUNGAN HI DUP 

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN 

TAH UN 2019 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Mekanisme penghargaan (reward) terhadap Persentase keberlanjutan kiprah peraih penghargaan 

upaya pengelolaan lingkungan baik lingkungan 

Jumlah stakeholder yang diberikan penghargaan 

2 Ketersediaan mekanisme penyebarluasan Jumlah sarana I prasarana penyebarluasan informasi 

informasi dan publikas i lingkungan kepada 

stakeholder baik Jumlah kegiatan ka mpanye lingkungan 

3 lven-iven stimulan lingkungan baik Jumlah iven lingkungan yang diselenggarakan secara 

berka la 

4 Pengarusutamaan isu-isu Jumlah stakeholders yang mengintegrasikan program LH 

LH da lam program dan kegiatan stakeholders da lam program sektoralnya 

lain di Prov. Sumbar baik Jumlah tenaga penyuluh sektor yang dibekali 

s Pengawasan internal baik Persentase berkurangnya temuan inspektorat 

!Nol KEG IA TAN I ANGGARAN I 
1 Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan 233,436,000 

dasar dan menengah da lam pelestarian 

lingkungan hidup 
- - ---- ·- - --· -

2 Pembinaan dan Penila ian Peranserta 52,216,000 

Masyarakat dan Kelompok Pedu li Lingkungan 

Hidup (Kalpataru) 
- -

3 GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan) 49,236,000 

· ··································· ....... ............ .......... .................................... ............ ·······334;333·:000 ·.1 JU M LAH Rp 

KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 

DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 

>ETRIA~E, MM 
NIP. 19640510 199303 2 007 

&_l!l,IA R 

NIP. 1979 

TARGET 

80.00 

639 

3 

2 

1 

6 

so 

40% 
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PERJANJIAN KINERJA TAHl,JN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerin tahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : R. Rina Ariani, SE 

Jabatan : Pengumpul dan Pengolah Data 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: Aulia Ramadhani, S.Si, M.Si 

: Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH 

Selaku atasan pihal< pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan . Keberhasil an dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tinda ka n yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAJ< KEDUA, 

vJr+ 
Aulia Ramadhani, S.si, M.Si 

Penata Tk I 
NIP. 19790801 200604 2 026 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

R.R:&fi 
Penata Tk I 

NIP .19621104 199303 2 002 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

ADMINISTRASI UMUM 
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya kegiatan yang 
meliputi penerimaan , 
pencatatan dan 
pendokumentasian dokumen 
administrasi seksi Peningkatan 
Kapasitas. 

Kepala Seksi Peningkatan 
Kaoasitas Linqkunqan 

Auila Ramj~;, M.SI 
NIP. 19790801 200604 2 026 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Menyiapkan KAK DAN PO Peranserta Masyarakat dan 2 RKA/DPA 
Kelompok Lingkungan Hidup (Kalpataru) 

Menyiapkan bahan untuk membuat SK Tim dan SK 2 SK 

Penghargaan Ka lpataru 

Menyiapkan bahan dan undangan rapat kegiatan Kalpataru 
3 Ballan Rapat & 

Notulen 

Mengumpulkan surat, Nota Dinas dan Bahan lapangan 15 berkas 

kegiatan Kalpataru 

Mengolah data hasil pemantauan, pembinaan dan evaluasi 
15 Laporan Data 

kegiatan Kalpataru 

Membuat laporan hasi l lapangan 
15 laporan/ data 

45 berkas 
Menyiapkan SPPD, ku itansi dan administrasi perjalanan dinas 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
5 tugas 

atasan/menghadiri acara pada instansi lain 

Membuat laporan akhir tahun 1 laporan 

Padang, Maret 2019 
Pengumpul dan Pengolah Data 

Seksi Kapasitas Lingkungan 

R. Ri a Ariani, SE 
NIP. 19621104 199303 2 002 



PEl\IERINTAII PROVINSI SUl\IA'l 'ERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN 1-IIDUP 
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PERJANJI AN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma : Deswarman 

Jabatan : Staf Peningkatan Kapasitas LH 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: Aulia Ramadhani, S.Si, M.Si 

: Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang te lah ditetapkan dalam dokumen perencanaan . Keberhasilan dan 

kegaga lan pencapa ian ta rget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

ani, S.si, M.Si 
Pena a Tk I 

NIP. 19790801 200604 2 026 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

~ 
Deswarman 

Pengatur 
NIP.19751227200901 1 006 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

ADMINISTRASI UMUM 
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SA SARAN 

1 Terlaksananya kegiatan yang 

mel iputi penerimaan , 
pencatatan dan 
pendokumentasian dokumen 
administrasi seksi Peningkatan 
Kapasitas. 

Kepala Seksi Peningkatan 
Kaoasitas Linqkunqan 

Aulia Ram hani S.Si M.Si 
NIP. 1979.0 01 200604 2 026 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Menyiapkan sarana prasana rapat 15 Rapat 

2 SK 
Menyiapkan Sk Tim 

Membuat Undangan rapat 
4 undangan 

4 Rapat 
Membuat Notulen Rapat 

10 Bekas 

Menyiapkan Admitrasi Keuangan (SPPD,Kwintasi Dll ) 

13 SPT 
Membuat SPT 

10 Laporan 
Membuat laporan Perjalanan Dinas 

9 Nota Dinas 

Menyiapkan Bahan dan Mengetik Nota Dinas 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 15 hasi l pekerjaan 

Padang, Maret 2019 
Pengumpul dan Pengolah Data 

Seksi Kapasitas Lingkungan 

Deswarman 
NIP. 19751227200901 1 006 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: DEDI HARIAN, ST 

: Kepala Seksi Limbah B3 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a : PETRIAWATY, SE, MM 

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinetja tersebut menjadi tanggung jawab kami . 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengarnbil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

~ 
PETRIAWATY, SE, MM 

Pembina Tk. I 
NIP. 19640510 199303 2 007 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

DEDI HARIAN, ST 
Pena ta 

NIP. 19861217 201001 1 013 



PERJANJIAN KINERJA 

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH 83 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 

SEl<SI LIMBAH B3 

TAHUN 2019 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Penerapan teknologi pengolahan limbah non B3 jumlah usaha I kegiatan yang mengelola LB3 

dan B3 baik 

!Nol KEG IA TAN I ANGGARAN I 

I 

1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah 

B3 
---·- -- - --------------------------- -- -~--~-------

2 Pilot projek pengelolaan LB3 

I JU M LAH 

KA81D PENGELOLAAN SAMPAH, LIM8AH 83 

DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 

PETRIAW E MM 

NIP. 19640510 199303 2 007 

88,208,000 

---- - ------ - -·-· -
300,474,000 

I Rp 388,682,000 I 

Padang, Maret 2019 

KASI LIM8AH 83 

DEDI HARIAN, ST 

NIP. 19861217 2010011 013 

TARGET 

64 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif1 transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil1 kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Muhammad Afif, S.Sos 

Jabatan : Pengadministrasi Umum 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: Dedi Harian, ST 

: Kepala Seksi Limbah B3 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Dedi Harian, ST 
Penata 

NIP. 19861217 201001 1 013 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Muhammad Afif, S.Sos 
Penata Tingkat I 

NIP.19690910 199403 1 007 



PENGADMINISTRASI UMUM 
SEKSI LIMBAH 83 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan 
pendokumentasian dokumen 
administrasi Seksi LB3 

Kepala Seksi Limbah 83 

Dedi Harian, ST 
NIP. 19861217 2010011 013 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

l~:;p;oses. surat masuk dan surat keluar unit kerja sesuai dengan prosedur untuk tertib 
1nistras1 

distribusikan surat dan dokumen ke unit kerja lain sesuai ketentuan agar tertib 
inistrasi dan kelancaran penyampaian 

Melaksanakan penggandaan dokumen 

Menyiapkan administrasi rapat 

Menyiapkan makan minum rapat 

Mengirimkan fax ke alamat yang dituju 

Menggandakan surat undangan dan memasukkan ke amplop 

Menyiapkan kelengkkapan administrasi keuangan pada unit kerja 

Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan 

Padang, Maret 2019 
Pengadministrasi Umum 

Seksi Limbah 83 

Muhammad Afif, S.Sos 
NIP. 19690910 199403 1 007 

TARGET 

200 dokumen/surat 

20 surat 

10 dokumen 

8 rapat 

Brapat 

10 surat 

50 undangan 

30 surat 

10 kwitansi 

10 laporan 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Syafrida Yanti, ST 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: Dedi Harian, ST 

: Kepala Seksi Limbah B3 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Dedi Harian, ST 
Penata 

NIP. 19861217 201001 1 013 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

-¥ 
Syafrida Yanti, ST 

Penata Muda 
NIP.19750320 201001 2 007 



ANALIS LINGKUNGAN HIDUP 
SEKSI LIM8AH 83 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk 
menyimpulkan dan menyusun 
rekomendasi di 8idang 
lingkungan hidup 

Kepala Seksi Limbah 83 

Dedi Harian, ST 
NIP. 19861217 201001 1 013 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data kegiatan limbah 83 60 Laporan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan Usaha/kegiatan 
penyelesaian pekerjaan 

Menganalisis data di kegiatan limbah 83 sesuai dengan 
1 laporan data 

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

7 8ahan Rapat & 
Menyiapkan bahan rapat Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Notulen 

Melakukan tinjauan lapangan kegiatan limbah bahan 
8 Laporan uji petik 

berbahaya dan beracun (83) 

Mengolah data hasil pembinaan, pemantauan dan 1 Laporan Data 

pengawasan pengelolaan Limbah 83 kegiatan/usaha 

Mengolah data dari pelaporan Pengelolaan Limbah 83 1 Laporan Data 

kegiatan/usaha 

Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan 8 hasil tinjauan 
kegiatan limbah 83 berdasarkan hasil analisa kepada Kepala lapangan 
Seksi 

Menyiapkan bahan Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah 1 Dokumen 

83 

Membuat Laporan Akhir Pilot Projek Pengelolaan Limbah B3 
1 Laporan kegiatan 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 12 Laporan kinerja 

pimpinan 

Analis Lingkungan Hidup 
Seksi Limbah 83 

~ 
Syafrida Yanti, ST 

NIP. 19750320 201001 2 007 

- ------ ----



.......... 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Ratudet Permata Roza, ST 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: Dedi Harian,ST. Na ma 

Jabatan : Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

~ · 

Dedi Harian,ST 
Penata 

NIP. 19861217 201001 1 013 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Ratudet Permata Roza, ST 
Penata Tk I 

NIP.19780625 200501 2 006 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

ANALIS LINGKUNGAN HIDUP 
SEKSI LIM BAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, 
pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk 
menyimpulkan dan menyusun 
rekomendasi kegiatan limbah 
bahan berbahaya dan beracun 
(B3) 

Kepala Seksi Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

Decli Harjan.SJ. 
NIP. 19861217 2010011 013 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data kegiatan limbah 63 60 Laporan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan Usaha/kegiatan 
penyelesaian pekerjaan 

Menganalisis data di kegiatan limbah B3 sesuai dengan 
1 laporan data 

prosedur yang berlaku untuk kelncaran pelaksanaan tugas 

7 Bahan Rapat & 
Menyiapkan bahan rapat Kegiatan Pengelolaan Limbah 63 Notulen 

Melakukan tinjauan lapangan kegiatan limbah bahan 8 Laporan uji petik 

berbahaya dan beracun (B3) 

Mengolah data hasil pembinaan, pemantauan dan 
1 Laporan Data 

pengawasan pengelolaan Limbah B3 kegiatan/usaha 

Mengolah data dari pelaporan Pengelolaan Limbah B3 1 Laporan Data 

kegiatan/usaha 
Menyusun rekomendasj/saran yang berkaitan dengan 8 hasil tinjauan 
kegiatan limbah B3 berdasarkan hasil analisa kepada Kepala lapangan 
Seksi 
Menyiapkan bahan Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah 1 Dokumen 
83 

Membuat Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan dan 1 Laporan kegiatan 
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 12 Laporan kinerja 
pimpinan 

Padang, Maret 2019 
Analis Lingkungan Hidup 

Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Ratydet permata Roza.ST. 
NIP. 19780625 200501 2 006 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BAllAT 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 

: Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Ir. SITI AISYAH, M.Si 

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

IA~,M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAcyRTAMA, 

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 
Pembina 

NIP. 19731129 199803 2 001 



BIDANG TATA LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Perencanaan lingkungan yang baik 

2 Perizinan lingkungan yang baik 

3 Penetapan kawasan pemeliharaan baik 

4 Pengendalian mutu lokasi pemeliharaan baik 

5 Valuasi ekonomi lingkungan baik 

6 Pengawasan internal baik 

NO KEG IA TAN 

1 Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan 

proses penilaian/pemeriksaan dokumen 

lingkungan hidup 

2 Penyusunan Dokumen lnformasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

3 Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen 

Perencanaan 

4 Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hid up Berbasis Jasa 

Ekosistem Perairan Laut 

5 Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH 

berbasis daya dukung dan daya tampung 

lingkungan 

6 Valuasi ekonomi lingkungan melalui lnsentif, 

disinsentif dan pendanaan lingkungan 

7 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Jklim 

llPro•r"m Kamnun• Jkliml 
8 Perlindungan atmosfir dari perusak ozon (BPO) dan 

emisi ~as rumah kaca IGRKl 
9 Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan 

dan Keanekaragaman Hayati 

JUMLAH 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
PROVI 

PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 

Persentase jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang 

disusun menurut kaidah dan ketentuan 

Persentase pengaduan masyarakat terhadap proses 

perizinan lingkungan 

Jumlah kawasan pemeliharaan yang ditetapkan dengan SK 

Gu bern u r /Bu pati/Wa likota 

Jumlah lokasi pemeliharaan yang sesuai dengan SOP 

pengendalian mutu 

Jumlah instrumen ekonomi lingkungan yang diaplikasikan 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 

ANGGARAN 

119,106,500 

210,941,520 

917,801,113 

165,691,360 

32,759,200 

46,228,000 

110,260,000 

33,560,000 

137,414,000 

Rp 1, 773, 761,693 

Padang, Februari 2019 

KABID TAc LINGKUNGAN 

YOSMIKE Y A SE M.Si 

TARGET 

65% 

10% 

10 

8 

1 

40% 

NIP. 19731129 199803 2 001 



PEMERI~"TAH PBOVINSI SlJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: SISKA WARDEN!, ST, M.Sc, M.Eng 

: Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 

: Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertarna berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 
Pembina 

NIP. 19731129 199803 2 001 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

~ 
SISKA WARDEN!, ST, M.Sc, M.Eng 

Pena ta 
NIP. 19810502 201001 2 028 



I 

BIDANG TATA LINGKUNGAN 

SEKSI KAJIAN DAM PAK LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO 

1 

2 

NO 

1 

2 

I 

SASARAN 

Kualitas dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-

UPL/lainnya yang setara) sebagai dasar 

penerbitan izin lingkungan baik 

Ketaatan terhadap NSPK proses perizinan baik 

KEG IA TAN 

Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan 

proses penilaian/ pemeriksaan dokumen 

lingkungan hidup 

Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen 

Perencanaan 

JU M LAH 

KABI~ UNGKUNGAN 

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 

NIP. 19731129 199803 2 001 

PERJANJIAN KINERJA 

INOIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan 

lzin Lingkungan yang teruji mutunya 65 

Persentase lnstansi LH Kab/Kota yang menjalankan NSPK 

dalam pemeriksaan UKL-UPL 
70 

Persentase Komisi Penilai AM DAL (KPA) yang menjalankan 

NSPK dalam penilaian Amdal 75 

ANGGARAN 

119,106,500 

-~----~ 

917,801,113 

I Rp 1,036,907,6131 

Padang, Februari 2019 

KASI KAJIAN OAMPAK LINGKUNGAN 

~ 
SISKA WARDEN!, ST, M.Sc. M .Eng 

NIP. 19810502 201001 2 028 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231-446571-445154 Fax. (0751) 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: d/h@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA T AHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma : AGUNG NUGROHO, S.Si, M.Si 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a : SISKA WARDEN!, ST, M.Eng 

Jabatan : Kasi Kajian Dampak Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

SISKA WARDEN!, ST, M.Eng 
Penata 

NIP. 19810502 201001 2 028 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA 

AGUNG NU HO, S.Si, M.Si 
Penata Muda Tk.I 

NIP. 19800108 2011011 003 

------ ---



BIDANG TATA LINGKUNGAN 
SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SASARAN 

Terlaksananya kegiatan pembinaan 
dan evaluasi KPA Kab/Kota dan 
lnstansi LH Kb/Kota dan penilaian 
dokumen lingkungan yang meliputi 
pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan 
menyusun rekomendasi pada seksi 
kajian dampak lingkungan. 

SISKA WARDEN!, ST. M.Eng 
NIP. 19810502 2010012 028 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data kegiatan penilaian 
dokumen lingkungan (amdal dan UKL-UPL) di seksi kajian dampak 
lingkungan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian peketjaan. 

Menganalisis data penilaian dokumen lingkungan (amdal dan UKL-
UPL) kegiatan di seksi kajian dampak lingkungan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

melakukan tinjauan lapangan penilaian dokumen lingkungan (amdal 
dan UKL-UPL) dan KLHS kegiatan di seksi kajian dampak lingkungan 

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Menyusun rekomendasif saran yang berkaitan dengan penilaian 
dokumen lingkungan (amdal dan UKL-UPL) dan KLHS kegiatan di 
seksi kajian dampak lingkungan berdasarkan basil analisis kepada 
kepala seksi 

Membantu kegiatan pembinaan/verifikasi lisensi Komisi Penilai 
Amdal Kabupaten/Kota 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data kegiatan pembinaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis terhadap dokumen Perencanaan 
Kab/Kota di seksi kajian dampak lingkungan sesuai dengan prosedur 
yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

Membuat laporan tahunan kegiatan di Seksi kajian dampak 
lingkungan 

Padang, Februari 2019 
Analis Lingkungan Hidup 

Seksi kajia ampak lingkungan 

TARGET 

lOdokumen 

lOdokumen 

10 laporan 

5 Kegiatan 

10 laporan 

2 laporan 

5 Laporan 

1 laporan 



PEMERINTAD PROVINSI SIJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 -445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 
bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : FERI ALDY 
Jabatan : Administrasi Umum 
Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : SISKA WARDEN!, ST, M. Eng 
~. Jabatan : Kasi Kajian Dampak Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja 
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 
tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 
penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

SISKA WARDENI, ST, M. Eng 
Penata 

NIP. 19810502 201001 2 028 

Padang, Februari2019 

PIHAK P RTAMA, 

Pengatur 
NIP. 19720312 2010011 005 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG TATA LINGKUNGAN 
SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

1 T erlaksananya kegiatan yang 
meliputi penerimaan, pencatatan Menyiapkan konsep awal Surat Keputusan (SK) 
dan pendokumentasian dokumen 
administrasi Seksi Kajian Dampak 
Lingkungan Menyiapkan daftar hadir rapat terkait pelaksanaan kegiatan 

Mengagendakan surat masuk dan surat keluar Seksi Kajian 
Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur untuk tertib 
administrasi 

Mendokumentasikan I mengarsipkan surat-surat dan lainnya 
terkait pelaksanaan kegiatan 

Menyiapkan administrasi ( rapat, alat tulis kantor dan 
penggandaan ) 

Menggandakan surat undangan dan memasukan ke dalam 
am plop 

Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan pada Seksi 
Kajian Dampak Lingkungan 

Padang, Februari 2019 

TARGET 

5 sk 

45 daftar 

100 surat 

305 berkas 

40 dokumen 

150 surat 

15 dokumen 

Kasi Kajian Dampak Lingkungan Pengelolaan Dokumen Lingkungan 

SISKA WARDEN!, ST, M. Eng 
NIP. 19810502 201001 2 028 

3±y 
NIP. 19720312 201001 1 005 



PEMEBINTAH PBOVINSI SUMATEBA BABAT 

DIN AS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : PRISILLA YUMERI, SE 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

: SISKA WARDEN!, ST, M. Eng 

: Kasi Kajian Dampak Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja 

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

terse but menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

SISKA WARDENI, ST, M. Eng 
Penata 

NIP. 19810502 201001 2 028 

Padang, Februari2019 

PIHAK PERTAMA, 

rt 
PRISILLA YUMERI, SE 

Penata Muda Tk. I 
NIP. 19790424 201406 2 008 



BIDANG TATA LI NGKUNGAN 
SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya kegiatan 
pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, pembinaan dan 
evaluasi Komisi Penilai Amdal 
Kabupten/Kota dan Instansi 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 
dan penilaian dokumen lingkungan 
hidup, serta penerimaan, 
pengumpulan data dan membuat 
laporan di Seksi Kajian Dampak 
Lingkungan 

Kasi Kajian Dampak Lingkungan 

~~ 
SISKA WARD ENI. ST. M. Eng 
NIP. 19810502 2010012 028 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (ST AF) 

INDIKATOR KINERJA 

Menyiapkan dan mengetik draft awal Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta DPPA 
pergeseran/ perubahan anggaran 

Menyiapkan penilaian dokumen lingkungan hid up (Amdal dan 

UKL-UPL) secara administratif 

Menyiapkan bahan rapat, undangan rapat dan notulen/berita 
acara pada rapat koordinasi dan rapat penilaian/pemeriksaan 
dan pemeriksaan hasil perbaikan dokumen lingkungan hid up 
(AMDAL/UKL-UPL) 

Menyiapkan risalah rapat penilaian/pemeriksaan dokumen 
lingkungan hiduo (AMDAL/UKL-UPL) 
Menyiapkan bahan dan mengetik draft Surat Keputusan 
Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkunga serta 
Rekomendasi UKL-UPL dan lzin Lingkungan 

Menyiapkan Administrasi Keuangan ( SPPD, Kwitansi, dll) 

Membantu kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian 
AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin 
Lingkungan 

Membantu kegiatan pembinaan/verifikasi lisensi Komisi Penilai 
AM DAL Kabupaten/Kota 
Membantu kegiatan pembinaan Kajian Lingkungan Hid up 
Strategis terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota 

Mengumpulkan bahan/data dan mengetik laporan akhir 
kegiatan 

Padang, Februari 2019 
Analis Lingkungan Hidup 

n 
PRISILLA YUMERI. SE 

NIP. 19790424 201406 2 008 

TARGET 

4 RKA/DPPA 

10 Dokumen 

35 Bahan rapat, 
undangan, 

notulen rapat, 
berita acara 

20 Risalah 

5 Draft SKKI, 
rekomendasi 

lzin Lingkungan 

25 berkas 

5 Laporan 

2 Laporan 

3 Laporan 

1 Laporan 



PEMERINTAll PROVINSI SUMATERA BABAT 

DIN AS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: Dwi Elvia Ningsih, ST Nam a 

Jabatan : Calon Pengendali Dampak Lingkungan Pertama 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Siska Wardeni, ST, M.Eng 

Jabatan : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap · capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Siska Wardeni, ST, M.Eng 
Penata 

NIP. 19810502 201001 2 028 

Padang, Februari2019 

PIHAK PERTAMA, 

Dwi Elvia Ningsih, ST 
Penata Muda 

NIP.19860705 201502 2 001 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG TATA LINGKUNGAN 
SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya kegiatan 
pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran 
dan/atau kerusakan ligkungan 
serta pemulihan kualitas 
lingkungan 

Kepala Seksi Kajian Dampak 
Lingkungan 

~ 
Siska Wardeni, ST, M.Eng 
NIP. 19810502 201001 2 028 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengevalusi dokumen lingkungan hidup : 
- Uji administrasi 8 Dokumen 

- Uji Tahap Proyek 2 Dokumen 

- Uji kualitas 8 Dokumen 

Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut: 
- Draft Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan 2 Dokumen 
Izin Lingkungan 

- Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan 2 Dokumen 

- Persetujuan DELH dan Izin Lingkungan 2 Dokumen 

- Rekomendasi DPLH dan Izin Lingkungan 2 Dokumen 

Mengevaluasi dokumen KLHS: 
- Uji administrasi 2 Dokumen 

- Verifikasi lapangan 2 Dokumen 

- Membuat rekomendasi validasi KLHS 2 Dokumen 

Membantu pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja 2 Kabupaten/Kota 
penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL 
dan Penerbitan Izin Lingkungan Kabupaten/Kota 
Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan/verifikasi lisensi 1 Kabupaten/Kota 
Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota 

Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan Kajian 1 Kabupaten/Kota 
Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dokumen Perencanaan 
Kabuoaten/Kota 
Membantu pelaksanaan penyusunan KLHS Revisi RPJP 1 Dokumen 
Provinsi Sumatera Barat 

Padang, Februari 2019 
Calon Pengendali Dampak Lingkungan Pertama 

Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Dwi Elvia Ningsih, ST 
NIP. 19860705 201502 2 001 



Pl~MERINTAR J•ROVINSI SUillATERA BAllAT 

DINAS LINGKUNGAN HID UP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: DESRIZAL, ST Nam a 

Jabatan : Kepala Seksi Kebijakan Wilayah Dan Sektor 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a : YOSMIKE YUSRA, SE, M .Si 

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pl~K KEDUA, 

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 
Pembina 

NIP. 19731129 199803 2 001 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

DESRIZAL, ST 
Penata 

NIP. 19741220 2010011 003 



BIDANG TATA LINGKUNGAN 

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR 

TAHUN 2019 

NO 

l 

2 

3 

4 

s 

NO 

l 

2 

3 

4 

SASARAN 

Sinergitas dengan perencanaan lain baik 

Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan 

baik 

Ketersed iaan mekanisme dan instrumen valuasi 

ekonomi lingkungan baik 

Koordinasi lintas sektor baik 

Pengawasan internal baik 

KEGIATAN 

Penyusunan Dokumen lnformasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa 

Ekosistem Perairan Laut 

Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH 

berbasis daya dukung dan daya tampung 

lingkungan 

Valuasi ekonomi lingkungan melalui lnsentif, 

d;sinsentif dan pendanaan Jingkungan 

JUMLAH 

KASID TWNGKUNGAN 

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 

NIP. 19731129199803 2 001 

PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang telah mengacu s 
kepada dokumen perencanaan lainnya 

Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun 53 

berdasarkan kewajiban yang diteiapkan peraturan perundang-

undangan LH dan berdasarkan kebutuhan spesifik daerah 

(Prov/Kab/Kota ) 

Jumlah mekanisme insentiff / disinsentif yang 1 

dikembangkan 

Jumlah kesepakatan antar daerah/instansi dalam rangka 1 

implementasi valuasi ekonomi lingkungan 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 
40% 

ANGGARAN 

210,941,520 

165,691,360 

32, 759, 200 

46,228,000 

Rp 455,620,080 

Padang, Februari2019 

KASI KE61JAKAN WILAYAH DAN SEKTOR 

DESRIZAL. ST 

NIP. 19741220 2010011 003 



PEMERINTAD PROVINSI SlJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma 

Jabatan 

: ROSA GUSTILISA, ST 

: Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: DESRIZAL, ST 

: Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

DESRIZAL,ST 
Pena ta 

NIP. 19741220 2010011 003 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

ROSA GUSTILISA, ST 
Penata Muda Tk. I 

NIP.19820708 201101 2 002 



BIDANG TATA LINGKUNGAN 

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR 

TAHUN 2019 

No 

1 

,,.---- ___ 

r~ 

SASARAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

pengumpulan, pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk menyimpulkan 

dan menyusun rekomendasi di 

bidang Lingkungan Hidup. 

PIHAK KEDUA, 

DESRIZAL, ST 
Penata 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data di bidang 

lingkungan hidup sesuai dengan prosedur yang 90 

berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

Menganalisis data di bidang lingkungan hidup sesuai 

dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 75 

pelaksanaan tugas. 

Melakukan tinjauan lapangan di bidang lingkungan 
15 

hiduo 

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi 

terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 26 

kelancaran pelaksanaan tugas 

Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan 

bidang lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis 70 

kepada pimpinan unit 

Mengikuti rapat-rapat koordinasi 15 
Menyiapkan data-data rapat dan notulen 10 

Melaksanakan pengkajian peraturan /kebijaksanaan 

teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

lingkungan Hidup (RPPLH) Tingkat provinsi, Daya 
4 

Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup skala 

provinsi, Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, DIKPLHD 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 

ke pada pimpinan 
12 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

NIP. 19741220 2010011 003 

ROSA GUSTILISA, ST 
Penata Muda Tk. I 

NIP.19820708 201101 2 002 



PEMERINTAD PROVINSI SlJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id -Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma 

Jabatan 

: SOSLIATI 

: Pengadministrasi Umum 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : DESRIZAL,ST 

Jabatan : Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

DESRIZAL, ST 
Pena ta 

NIP. 19741220 2010011 003 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

* SOSLIATI 
Penata Muda Tk. I 

NIP.19640210199007 2 001 



BIDANG TATA LINGKUNGAN 

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR 

TAHUN 2019 

No 

1 

~ 

SASARAN 

Melakukan kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian administrasi 

Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor 

PIHAK KEDUA, 

DESRIZAL, ST 
Penata 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan data Dokumen perencanaan 

lingkungan yang telah mengacu kepada dokumen 5 

perencanaan lainnya 

Memproses surat masuk dan surat keluar Seksi 
175 

Kebijakan Wilayah dan Sektor 

Mendistribusikan surat ke unit kerja lain sesuai 

ketentuan agar tertib administrasi dan kelancaran 250 
penyampaian 

Melaksanakan penggandaan dokumen 200 

Menyiapkan administrasi rapat so 
Menyiapkan makan minum rapat so 
Mengirimkan Fax ke alamat yang dituju 250 

Menggandakan surat undangan dan memasukkan ke 
250 

am plop 

Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan 
150 

pada unit kerja 

Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 12 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
12 

kepada pimpinan 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

~ ,/ 

SOSLIATI 

NIP. 19741220 2010011 003 
Penata M uda Tk. I 

NIP.19640210 199007 2 001 



PEMERINTAD PROVINSI SIJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : NOVRIYANTI, ST 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: DESRIZAL, ST 

: Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

DESRIZAL, ST 
Penata 

NIP. 19741220 2010011 003 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

(\\v~· 
NOVRIYANTI, ST 
Penata Muda Tk. I 

NIP. 19841110 201101 2 003 



BIDANG TATA LINGKUNGAN 

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR 

TAHUN 2019 

No SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang meliputi 

pengumpulan, pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk menyimpulkan 

dan menyusun rekomendasi di 

bidang Lingkungan Hidup. 

~ 

PIHAK KEDUA, 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data di bidang 

lingkungan hidup sesuai dengan prosedur yang 95 

berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

Menganalisis data di bidang lingkungan hidup sesuai 

dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 82 

pelaksanaan tugas. 

Melakukan tinjauan lapangan di bidang lingkungan 
15 

hidup 

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi 

terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 26 
kelancaran pelaksanaan tugas 

Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan 

bidang lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis 70 

kepada pimpinan unit 

Mengikuti rapat-rapat koordinasi 15 

Menyiapkan data-data rapat dan notulen 10 

Melaksanakan pengkajian peraturan /kebijaksanaan 

teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) Tingkat provinsi, Daya 
4 

Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup skala 

provinsi, Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, DIKPLHD. 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
12 

ke pada pimpinan 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

~ ~-
DESRIZAL, ST 

Pena ta 
NIP. 19741220 2010011 003 

NOVRIY ANTI, ST 
Penata Muda Tk. I 

NIP. 19841110 201101 2 003 



PEMERINTAll PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : DEVI HENDRA, S.Si, M.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 

: Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

YOSMIKE Y SRA, SE, M.Si 
Pembina 

NIP. 19731129 199803 2 001 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

DEVI HENDRA, S.Si, M.Si 
Penata 

NIP. 19801231 200501 1 017 



BIDANG TATA LING KU NGAN 

SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Kua litas pemetaan baik 

2 Kualitas kelembagaan pengelolaan lokasi 

pemeliharaan baik 

3 Koordinasi pemeliharaan dengan sektor lain baik 

I Nol KEGIATAN 

1 Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan 

dan Keanekaragaman Hayati 

·-·--·--- - ---- -·----- ----··----··--·----~--.. - ·-

2 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan 

_ _l_l<~m (P_r:ogran:i_~.§.l!'P_':!__n_&~!~mL 
~ -

3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi 

Daerah (RAD) Gas Rumah Kaea sektor 

Pengelolaan Limbah 

JUMLAH 

KABlru LINGKUNGAN 

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si 

NIP. 19731129 199803 2 001 

PERJANJIAN KINERJA 

I 

INDll<ATOR KINERJA TARGET 

Jumlah pemetaan sesuai kriteria 10 

Persentase kecukupan sarana prasarana pengelolaan 55 

Persentase petugas lapangan yang telah mengikuti 30 

pelatihan pengelolaan kawasan dengan kualifikasi baik 

Jumlah MoU pemeliharaan kawasan yang dihasilkan 1 

ANGGARAN I 
137414000 

- - --- --···-- - - ---
110,260,000 

- - -- --
33,560,000 

Rp 281,234,0 

Padang, Februari 2019 

KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 

DEVI HENDRA, S.Si, M.Si 

NIP. 19801231 2005011 017 



PEMERINTAD PROVINSI SIJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id -Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma 

Jabatan 

: YONFATITI 

: Pengadministrasi Umum 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: DEVI HENDRA, S.Si, M.Si 

: Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

DEVI HENDRA, S.Si, M.Si 
Penata Tk. I 

NIP. 19801231 2005011 017 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

YO FATITI 
Penata da Tk. I 

NIP. 19620721 98501 2 001 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

BIDANG TATA LINGKUNGAN 
SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 
TAHUN2019 

NO SA SARAN 

1 Terlaksananya kegiatan yang 
meliputi penerimaan, pencatatan 
dan pendokumentasian dokumen 
administrasi pada seksi 
pemeliharaan lingkungan. 

Kasi Pemeliharaan Lingkungan 

DEVI HENDRA. S.Si. M.Si 
NIP.198012312005011017 

INDIKATOR KINERJA 

Memproses surat masuk dan surat keluar unit kerja sesuai dengan 
prosedur untuk tertib administrasi 

Mendistribusikan surat ke unit kerja lain sesuai ketentuan agar tertib 
administrasi dan kelancaran penyampaian 

Melaksanakan penggandaan dokumen 

Menyiapkan administrasi dan makan minum rapat 

Mengumpulkan bahan persiapan kegiatan dan mendokumentasikan 
bahan kegiatan 

Mengirimkan Fax ke alamat yang dituju 

Menggandakan surat undangan dan memasukkan ke amplop 

Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan pada unit kerja 

Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala (laporan harian) 
kepada pimpinan 

Padang, Februari 2019 
Pengadministtasi Umum 

Seksi Pemeliharaan Lingkungan 

TARGET 

40dukumen 

30dokumen 

100 dokumen 

10 kegiatan 

15 kegiatan 

110dokumen 

110dokumen 

60dokumen 

12laporan 

12 laporan 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Yulya Chartian, SKM 

Jabatan : Analis Lingkungan Hidup 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: Devi Hendra, S.Si, M.Si 

: Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

DEVI HENDRA, S.Si, M.Si 
Penata Tk.I 

NIP. 19801231 200501 1 017 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

YULYA CHARTIAN, SKM 
Penata Muda Tk. I 

NIP. 19830726 200501 2 006 



BIDANG TATA LINGKUNGAN 
SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SASARAN 

Terlaksananya kegiatan yang meliputi 
pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan untuk menyimpulkan dan 
menyusun rekomendasi pada seksi 
pemeliharaan lingkungan. 

Kasi Pemeliharaan Lingkungan 

~ 
DEVI HENDRA. ~Si 

NIP. 198012312005011017 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF} 

INDIKATOR KINERJA 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data kegiatan di seksi 
pemeliharaan lingkungan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 
keperluan penyelesaian pekerjaan. 

Menganalisis data kegiatan di seksi pemeliharaan lingkungan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

melakukan tinjauan lapangan kegiatan di seksi pemeliharaan 
lingkungan 
Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Menyusun rekomendasi/saran yang berkaitan dengan kegiatan di 
seksi pemeliharaan lingkungan berdasarkan hasil analisis kepada 
kepala seksi 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala (laporan harian) 
pada kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan 

Membuat laporan tahunan kegiatan di Seksi Pemeliharaan 
Lingkungan 

Padang, Februari 2019 
Analis Lingkungan Hidup 

Seksi Pemeliharaan Lingkungan 

VULVA CHARTIAN, SKM 
NIP.19830726 2005012 006 

TARGET 

20 rangkap 

20 rangkap 

20 laporan 

6 laporan 

20 laporan 

12 laporan 

3 laporan 

------~- --



PEMEBINTAll PllOVINSI SUMATERA BAllAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma 

Jabatan 

: Ir. NOVARITA 

: Sekretaris 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Ir. SITI AISYAH, M.Si 

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinetja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Ir. ITI A~ M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Ir. NOVARITA 
Pembina Tk. I 

NIP. 19631108 199303 2 004 



SEKRETARIAT 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Kualitas perencanaan dan pelaporan baik 

2 Kualitas pelayanan internal baik 

3 Kualitas penatausahaan keuangan baik 

4 Pengawasan internal baik 

KEG IA TAN 

1 I Penyediaan jasa surat menyurat 
I 

PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan 

penganggaran 

Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan 

Tingkat kepuasan terhadap layanan internal organisasi 

Persentase berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 

I ANGGARAN 

55,800,000 

2 I Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik I 300,000,000 

3 I Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan ~----- --911,958,234 

_ _ .. ~opir Ka_nto~ _ __ ___ .. _ __ . _ ·- .. . __ .. --· _ 
4 ' Penyediaan Jasa Jaminan Ba rang Milik Daerah i 85,000,000 

- -t ----- --- - - . - -;-
5 f Penyediaan ai a_t_(lJlis kan_~r . ___ . _ 

6 ' Penyediaan barang cetak dan penggandaan 

60,000,000 
-

50,000,000 

- 7-t-P-en_y_e_d-ia_a_n_k_o_m_p_o_n_e_n_i_n-st_a_l_a_s.-i - - --_--_ - ,1 ___ --- --7 ,_488_,.232 

_ _ _ ~trik/e.e_ner.~ ngan ban!lun~~~ri.!? r _ 
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan --1 perundang-undangan 
9 Penyediaan makanan dan minuman 

- - - - ---·· --- ·· ---- -- -
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 

1-- - --- ~:~;::::~ 
,-- -- ---- - - ---
1 578,292,633 

daera h dan luar daerah -· -·· -- - - ---- ----- --~- - - -- --

- ~~/ ~:~~_:::~ : n.Jas:_lnfo~m:i Dokumen~:~~n- --~-- ·- --

12 Pengadaan Meubeleur 

30,000,000 

72,500,000 

-~]P~-ngadaan K;;-;;, pute~ dan jaringan Komputerisasi [ ~----- l~~~OO,OOo-

14 I Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan a lat I 267,000,000 
I informasi I - ··--1---- ·- ····- ----·- ---··· --------~- ---- -

15 i Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 125,000,000 

16 'Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Din as 74,762,950 

___ ]9.E.~asion~ __ _____ __ __ _____ ___ _ _ ·-

17 1Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalasi dan Jaringan
1 
I 

31,000,000 
--- ------ · - - - - - --- -- - -j- -

18 I Pemeliharaan Rutin/Berkala Pera Iatan dan I 41,200,000 

- -~!engkapan K~~9_r _____________ j _ _ __ ________ _ 

19 I Pengadaan Pengadaan Pera Iatan dan I 67, 700,000 
Perlengkapan Kantor I 

- r---- - - ---------- - -- - - -· --

20 I Pengadaan pakaian dinas beserta 61,500,000.00 

-2-~~~~~gkaa;~;2;;;-;;;;ple;;,~taslpe;;t~~~;;- 59,103,594 
, perundang-undanga...!:1. _ _ ______ _ ___ _ 

TARGET 

95% 

100% 

83% 

17% 

40% 



KEG IA TAN 

22 1' Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar l 
realisasi kinerja SKPD 

-23 TP-;n~t;~sahaaa~ keuang;;-;;5i(Pc>- - - -- -- - : 
r- - ----- ~- -·-- -- --- --

24 , Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 

iSKPD 

ANGGARAN 

60,000,000 

219,000,000 

18,600,000 

2 s ! ;;;-;:;g~-l~laa-~ P;;;-gawas;;;-da;;pe;;ge;;d~li~~ As-~t - - - 67,380,456 

SKPD , 
26 l Mo-~ito~i~g d-;n- ~al~~si Pr~gramfKegiatan . -- 1

1

-- -- 65,000,000 

__ _I Pengelolaan Lingkungan~ ____ __J ___________ _ 

27 jPeningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat i 130,520,000 

jdi bidang lingkungan __ __ ___J __________ _ _ 
J U M l A H j Rp 3,648,446,099 

Padang, Februari 2019 

SEKRETARIS 

Ir. NOVARITA 

NIP. 19631108 199303 2 004 



1•E1'1IEI1tlI\1TAll l•JtOl'lNSI SU~1IATElti\ HAHi\T 

DINAS LINGI-CUNGAN IIID1JlJ 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go. id - Email . dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN l<INERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka rnewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: NOVERI, SE 

: Kasubbag TU dan Kepegawaian 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: Ir. NOVARITA 

: Sekretaris 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Ir. NOVARITA 
Pembina Tk. I 

NIP. 19631108 199303 2 004 

Padang, Februari 2019 

RI, SE 
Penata Tk . I 

NIP. 19611129 199308 1 001 



SUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Ketersediaan data pegawai yang akurat baik 

2 l<ualitas pengelo laa n sarana I prasarana baik 

PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 

Persentase ketersediaan data kepegawaian 

Persentase BMD dalam kondisi baik 

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung 

kinerja 

3 Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian baik Persentase usulan kenaikan pangkat, pensiun, KGB yang diproses 

tepat waktt,1 
- ~· 

4 Ketaatan pejabat mengisi LHKASN baik Persentase pejabat OPD yang mengisi dan menyampaikan 

LHKPN/LHKASN 

5 Temuan inspektorat ditindaklanjuti dengan baik Persentase temuan inspektorat yang dapat ditindaklanjuti 

KEG IA TAN ANGGARA~ 
__ 1:.__ ~i=_n,~_?~a~_S'.l_y~_i:at menyurat _____________ ._

1 
__ . ___ _ _ -~~~O~,~~o_ 

,..--, 2 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir 911,958,234 
Kantor 

---- - - - ------ -- - ---- ---------- ----·------------ - --- · -- ---- -
i 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 85,000,000 

_ ~-- ~eriy.i:_~i~_ri_alat_!.ljlis__kanto.i:__ _____________ ___________ ____ _§0,0()_0,000 

5 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 50,000,000 
----- ----------- -- ------ --- -----!----- ----- --- - --- -- --

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan 

7,488,232 

24,240,000 

- - - ------ ----------- --- - ---·- ------ ---- --- - -------·-
8 Penyediaan Jasa lnformasi Dokumenter dan Publikasi 30,000,000 

9 _P~llf?_a_!'l~an M_eubeleu_r _______________________ _JJ-'~QQ,Ogo 

_ l_O _ ~-~llf?..<l~~-'1!-"..mpute_r dan jaringan Komputerisasi __ _ ---~~~,_~_00,00Q 
11 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan alat 267,000,000 

informasi 

12 Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

13 Pemeliharaan Rutin/13erkala Gedung Kantor 

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 

67,700,000 

125,000,000 

74,762,950 

__ _ C?_p~r~~~o_ri~--------------------------·- --- -·------ -·-- _ ·- _ 
·"'~ l_S __ ~~rri_i:Jiha_~~n Rutin/Berkala Jnstalasi dan Jaringan _ ________ _____ }!,OQO,_OQ_O __ 

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan 41,200,000 

Kantor 
- -- ·-- -------.----·-------------~- - -- -- ----- - - ·-

17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 61,500,000 

----- - -- ------------- ------------·----·--- ----------- -- ---

18 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD 67,380,456 

- -- ----- ------ --------- ---------------- ---- ------ ------·· - ---------
19 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 130,520,000 lo bidang lingkungan 

JU M LAH 2,308,449,872 / 

SEKRETARIS 

/1 
Ir. NOVARITA 

NIP. 19631108 199303 2 004 

KEPEGAWAIAN 

TARGET 

100% 

94% 

65% 

100% 

100% 

40% 



PEMEHi~'l'AD PHOViNSi SIJMATEHA BABAT 

DIN AS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751 -7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a : J!JNAIDI 

Jabatan : Pengadministrasi Umum 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : NOVERI, SE 

Jabatan : Kasubag Tata Usaha & Kepegawaian 

Selaku atasan pihak pertama, seianjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasi!an dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

NOV RI, SE 
Penata Tk. I 

NIP. 19611129 199308 1 001 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

JUNAIDI 
Pengatur I 11.c 

NIP. 19791002 200801 1 001 



SEKRETARIAT 

SUBAG TATA USAHA & KEPEGAitVAiAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan meliputi 
penerimaan, pencatatan dan 
pendokumentasian dokumemen 
administrasi Sub bagian Umun dan 
Kepegawaian 

Kasubag Tata Usah & Kepegawaian 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF} 

INDIKATOR KINERJA 

Memproses surat masuk dan surat keluar unit kerja 
sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi 

500 

Mendistribusikan surat ke unit kerja lain sesuai 
ketentuan agar tertib administrasi dan kelancaran 

500 

Pen.erirn.a hasil peker}aan s 
Melaksanakan pengandaan dokumen 705 
Menyiapkan administrasi rapat 30 
Menyiapkan makan minum 30 
Menggandakan surat undangan dan memasukan ke 

150 
am plop 
Menyi.apkan kelengkapan administrasi. keuangan 

75 
pemeliharaan kendaraan. 

Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 12 
Menyiapkan kelengkapan a<lministrasi keuangan 

30 
pemeliharaan kantor. 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
12 

kepada pimpinan 

Padang, Februari 2019 
Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian 

Subag Tata Usaha & Kepegawaian 

¥-
JUNAIDI 

NIP. 19791002 2008011 004 

! 
TARGET 

dokumen 

dokumen 

· kegiatan 
dokumen 

dokumen 

kegiatan 

dokumen 

dokumen 

kegiatan 

dokumen 

dokumen 
i 



_/ 
PEMERINTAH PROVINSI SIJMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: d/h@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma 

Jabatan 

: DARNILIS 

: Pengelolaan Barang Milik Negara 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: NOVERI, SE 

: Kasubag Tata Usaha & Kepegawaian 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

~· 

NOV RI, SE 
Penata Tk. I 

NIP. 19611129 199308 1 001 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTA 

~ 
DARN I LIS 

Penata Muda Tk. I/ 111.b 
NIP. 19630613 198501 2 002 



:::: . 

SEKRETARIAT 

SUBAG TATA USAHA & KEPEGA~VAIAN 
TAHUN 2019 

NO SA SARAN 

1 Terlaksananya penyelenggaraan 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Membuat Daftar Belanja Modal 20 Rekap 

kegiatan pengelolaan yang meliputi Kim Simbada Penyusunan 80 DAFTAR 

penyiapan bahan, koordinasi dan 11------------------------l~=========ll 
penyusunan laporan di bidang barang

1 
... s_e_rita_A_ca_r_a_P_en_e_rim_aa_n_B_a_ra_ng _____________ _ 

persediaan dan barang milik negara Kartu lnventaris Ruangan (KIR) ll-------0.-'--.;._--------------

Kasubag Tata Usah & Kepegawaian 

NIP. 19611129 199308 1 001 

RKBMD 

RKPMD 

Buku lnventaris Barang (Bl) 

Penetapan Status Barang Milik Daerah 

Laporan Pengadaan Barang 

Laporan ?eme\i'naraan Barang 

Serita Acara Obname Persediaan 

K!B Simbada Manual 
Belanja Modal yang Tidak dikapitalisir 

Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir 

Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Rekapitulasi Mutasi Ase! Tetap dan Aset Lainnya 
Register Memorial 

Bukti Memorial 

Memberi Nomor Barang lnventaris 

Memberi Nomor Kwitansi Alat Tulis Kantor 

Mencatat Penerimaan Barang ATK 

Mencatat Pengeluaran Barang ATK 

Membuat Laporan Aset Presentasi 

Membuat Laporan Asel Tahunan 

Padang, Februari 2019 
Pengelola Barang Milik Negara ....... ~:~r·;'" 
NIP. 19630613 198501 2 002 

Rekap 

Rekap 

12 DAFTAR 

Rekap 

20 DAFTAR 



PEMEBINTAD PBOVINSI SlJMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: ANDRIANSYAH 

: Pengadministrasian Kepegawaian 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

: NOVERI, SE 

: Kasubag Tata Usaha & Kepegawaian 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

NOV RI, SE 
Penata Tk. I 

NIP. 19611129 199308 1 001 

Padang, Februari2019 

PIHAK PERTAMA, 

ANDRIANSYAH 

Pengatur Muda / II.a 
NIP. 19820419 201001 1 007 



/-------.., 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

SEKRETARIAT 

SUBAG TATA USAHA & KEPEGAWAIAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya penyelenggaraan 
kegiatan yang meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendokumentasian 
di bidang kepegawaian 

Kasubag Tata Usaha & Kepegawaian 

~ 
NIP. 19611129 199308 1 001 

INDIKATOR KINERJA 

Menyusun daftar pegawai yang akan memperoleh 
Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 

Memberkaskan dokumen kepegawaian 

Mencatat dokumen kepegawaian ke dalam buku 

Menviaokan surat oemberitahuan oelaksanaan cuti 
Menyiapkan berkas pensiun pegawai 

Menyiapkan pelaksanaan wirid pegawai 

Menyiapkan pelaksanaan olahraga pegawai 

Menyiapkan pelaksanaan apel/upacara pegawai 

Menyiapkan daftar hadir pegawai 

Mengantar berkas ke BKD 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
kepada pimpinan 

Padang, Februari 2019 

Pengadministrasian Kepegawaian 
Subag Tata Usaha & Kepegawaian 

ANDRIANSYAH 
NIP. 19820419 2010011 007 

TARGET 

3 data 

14 dokumen 

5 data 
35 dokumen 
7 dokumen 

24 kegiatan 

12 kegiatan 

144 kegiatan 

960 dokumen 

96 kegiatan 

12 dokumen 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id -Email: d/h@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma 

Jabatan 

: ISDIA NOFFITRI ZULDA, S.Si 

: Pengadministrasian Umum 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : NOVERI, SE 

Jabatan : Kasubag Tata Usaha & Kepegawaian 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

!amp\ran perjanj\an ini, da\am rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambU tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

NOV RI, SE 
Penata Tk. I 

NIP. 19611129 199308 1 001 

Padang, Februari 2019 
PIHAK PERTAMA, 

~%\Li 
\. 

ISDIA NOFFITRI ZULDA, S.Si 
Penata Muda Tk.I/ III.b 

NIP. 19791125 201407 2 001 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

SEKRET ARIAT 

SUBAG TATA USAHA & KEPEGAWAfAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya penyelenggaraan 

kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen 

atiministrasi Sub bagian 'Jmum 

dan Kepegawaian 

Kasubag Tata Usa a & Kepegawaian 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Memproses surat masuk dan surat keluar unit kerja 

sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi 100 dokumen 

Mendistribusikan surat ke unit kerja lain sesuai 

ketentuan agar tertib administrasi dan kelancaran 50 kegiatan 
penyampaian 

Melaksanakan penggandaan dokumen 100 dokumen 

Menyiapkan administrasi rapat 12 dokumen 

Menyiapkan makan minum rapat 12 kegiatan 

Menggandakan surat undangan dan memasukkan ke 
50 dokumen 

am plop 

Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan pada 
50 dokumen 

unit kerja 

Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 12 kegiatan 

Mengumpulkan dan menyusun bahan untuk 
1 kegiatan 

penyusunan dokumen SPIP dan RTP 

Melaksanakan kegiatan pubtikasi 1 kegiatan 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
12 laporan 

kepada pimpinan 

Padang, Februari 2019 

Pengadministrasian Umum 
Subag Tata Usaha dan Kepegawaian 

C)\~ 
ISDIA NOFFITRI ZULDA, S.Si 

NIP. 19791125 201407 2 001 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Websffe: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: RISMA NASTI, S.Sos Nam a 

Jabatan : Pengelola Kepegawaian pada Subag Tata Usaha dan Kepegawaian 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : NOVERI, SE 

Jabatan : Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

NOVERI, SE 
Penata Tk. I 

NIP. 19611129 199308 1 001 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

RISMA NASTI, S.Sos 
Penata Muda Tk I 

NIP.19820127 201001 2 006 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

SEKRETARIAT 

SU BAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya penye lenggaraan 

kegiatan pengelolaan yang me liputi 

penyiapan bahan, koord inasi dan 

penyusunan laporan di bidang 

kepegawa ian 

Kasubag Tata Usaha an Kepegawaian 

NOVER 

NIP. 19611129 199308 1001 

INDIKATOR KINERJA 

Memproses usulan kenaikan pangkat 

Mengentri data kepegawaian 

Menganal isa SKP pegawa i 

Memeriksa laporan kinerja pegawa i 

Menyiapkan daftar penerimaan tunjangan kinerja pegawa i 

Menyiapkan usul perpindahan pegawai 

Memproses KGB pegawai 

Menyusun draft daftar pegawa i yang akan menerima 

penghargaan/tandajasa 

Mendata PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP) 

Mengenda li kan formasi 

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan dan bezetting 

Menyiapkan naskah pemberitahuan /peringatan kepada pegawai 

Menyampaikan pengumuman kepegawaian 

Menyiapkan draft SK pengangkatan pegawai dalam jabatan 

Menganalisa usulan pelatihan dan pendidikan pegawai 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berka la kepada 

pimpinan 

Padang, Februari 2019 

Pengelola Kepegawaian 

Subag Tata Usaha dan Kepegawaian 

RISMA NASTI. S.Sos 

NIP. 19920403 201502 2 002 

TARGET 

10 orang 

80 Data 

80 dokumen 

480 berkas 

12 daftar 

2 berkas 

40 orang 

1 daftar 

1 daftar 

1 dokumen 

4 dokumen 

5 surat 

12 kegiatan 

1 sura t 

1 su rat 

1 laporan 



PEMERINTAll PROVINSI SUMATERA llARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751 -7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ADRIAN, ST 

Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

: Ir. NOVARITA 

: Sekretaris 

,~ Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Ir. NOVARITA 
Pembina Tk. I 

NIP. 19631108 199303 2 004 

Padang, Februari 2019 

N,ST 
Penat Tk. I 

NIP. 1980022 200604 1 002 



SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Ketepatan waktu penyampaian dokumen 

perencanaan (Renstra, RKT, PK) dan pelaporan 

organisasi baik 

2 Kua litas pelaporan kinerja organisasi baik 

3 Kualitas pengelolaan administrasi keuangan baik 

4 Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan baik 

5 Temuan inspektorat ditindaklanjuti dengan baik 

KEG IA TAN 

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

2 Penata usahaaan keuangan SKPD 

PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 

Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat 

waktu 

Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu 

Nilai pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh inspektorat 

Persentase SPJ yang disampaikan paling Jama 5 hari 

setelah bulan berkenaan 

Persentase SPJ/kwitansi yang administrasinya lengkap 

Persentase SPJ/kwitansi yang sesuai dengan atu ran 

penatausahaan keuangan 

Persentase temuan inspektorat yang dapat ditindaklanjuti 

ANGGARAN 

Rp 60,000,000 

Rp 219,000,000 

3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Rp 18,600,000 

. ................................ . .................................................... . 
4 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Rp 

Pengelo/aan Lingkungan Hidup 

5 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik 

6 Penyediaan makanan dan minuman 

7 Rapat-rapat koord inasi dan konsultasi ke dalam 

daerah dan luar daerah 

8 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan 

JU M LAH 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

I Rp 

65,000,000 

300,000,000 

40,000,000 

578,292,633 

59,103,594 

1,339,996,227 I 

TARGET 

3 

9 

70 

92% 

93% 

65% 

40% 

Padang, ebruari 2019 
SEKRETARIS KASUBBAG PROGR M DAN KEUANGAN 

/ ' 
Ir. NOVARITA 

NIP. 19631108199303 2 004 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: d/h@sumbarprov.go.id 

PE1UAttllAN-KINERJATAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : AZIZAH 

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ADRIAN, Sf 

Jabatan : Kasubag Program clan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam- rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagaJan- pencapaian target kinerja tersebut men-jadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluas~ terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi-. 

AD AN, ST 
Pen ta Tk. I 

NIP.- 19800224 200604 1 002-

Padang, Maret2019 

AZ ZAH 
PENGATUR (11/c) 

NIP. 19791005 201001 2 027 



SEKRETARIAT 

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan 
pendokumentasian di bidang 
keuangan 

dan Keuangan 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Menerima, menyortir, mengelompokkan dan menyimpan 
dokumen keuangan 

Pencatatan dan mengentry Kwintansi 

Membukukan BKU Bendahara 

Mengentry Pajak ke sistem 

Mendistribusikan surat 

Melakukan pencatatan pembukuan penerimaan ke kas 
'-lillUID 

Membuat laporan mengenai keadaan kas berdasarkan 
penerimaan sebagai bahan pertanggungjawaban 

Mengentty Penerimaan ke sistem 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 
pimpinan 

Padang, Maret 2019 

Azizah 
NIP.19790510 201001 2 027 

TARGET 

2886 berkas 

2886 berkas 

12 berkas 

999 berkas 

10 kegia tan 

6 Kab/Kota 

1 laporan 

6 Kab/ Kota 

6 laporan 



PEMEHINTAD PHOVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : VEGHIE ANSALSI, A.Md 

Jabatan : Verifikator Keuangan pada Subag Program dan Keuangan 

Selc,njutnya disebut pihak pertama 

Nama : ADRIAN, ST 

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Piha~ kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

ADR AN, ST 
Pena a Tk. I 

NIP. 1980022!4 200604 1 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

~ 
VEGHIE ANSALSI, A.Md 

Pengatur 
NIP.19911010201502 2 002 



SE KRETARIAT 

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 

TAHUN 2019 

NO SAS ARAN 

1 Melakukan kegiatan verifikasi 

terhadap dokurnen usulan 

pencapaian anggaran 

Kasubag Prag am dan Keuangan 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Menerirna dan rnenyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerirnaan serta 

buku kas untuk disusun sesuai dengan rnata anggaran agar rnernudahkan 

dalarn perneriksaan/penelitian 

Meneliti dan rnencocokan bukti-bukti pengeluaran dan penerirnaan 

dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas agar diketahui apakah 

telah sesuai dengan peruntukkannya 

Melakukan perneriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

Mernbuat buku kontrol 

Verifikasi kwitansi I Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

Mengisi buku kontrol per kegiatan 

Mencocokkan buku kontrol dengan Sistern Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) 

Padang, Februari 2019 

Verifikator Keuangan 

Sub•g P~ Keuoogoo 

VEGHIE ANSALSI, A.Md 

NIP. 19911010 201502 2 002 

TARGET 

2886 Dokurnen 

59 Kegiatan 

2886 Dokurnen 

59 Laporan 

2886 Kwitansi 

2886 Laporan 

708 Laporan 



PEMERINTAH PBOVINSI SUMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: HANDRI, A.Md 

: Bendahara Pengeluaran 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ADRIAN, ST 

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

ADR AN, ST 
Pena a Tk. I 

NIP. 19800224 200604 1 002 

Padang, Februari 2019 

HANDRI, A.Md 
Pengatur Tk. I 

NIP.19820221 2011011 002 



,,.,---... 

SEKRETARIAT 

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 

TAH UN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pembukuan 
terkait transaksi keuangan 

Kasubag Program dan Keuangan 

AD IAN ST 

NIP. 198002 4 200604 1 002 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Menyiapkan dokumen permintaan Uang Persediaan (UP), Ganti 
Uang (GU) dan tambahan uang persediaan 

Mengurus surat perintah pembayaran SPM Langsung (LS) 
berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang 

Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat 
dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Membuat laporan mengenai keadaan kas berdasarkan 
penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan 
pertanggungjawaban 

Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara 

Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak 

Menerima penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berada 
dalam pengelolaannya 

Menyetorkan PNBP ke Kas Daerah 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 
pimpinan 

Padang, Maret 2019 

Bendahara Pengeluaran 

i 
HAN DR I 

NIP .19820221 2011011 002 

TARGET 

7 Dokumen 

12 bulan 

12 bulan 

12 bulan 

12 laporan 

12 laporan 

12 bulan 

12 bulan 

12 bulan 

12 laporan 



PEMEitINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDlJP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: ENDRIYANTO 

: Pengadministrasi Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: ADRIAN, ST 

: Kasubag Program dan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

N,ST 
Penat Tk. I 

NIP. 19800224 200604 1 002 

Padang, Maret 2019 

ENDRIYANTO 
PENGATUR (II/c) 

NIP. 19800305 200901 1 012 



SEKRETARIAT 

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan, Memeriksa 
Dokumen dan 
pendokumentasian di bidang 
keuangan 

Kasubag Progra dan Keuangan 

ADRI N ST 

NIP. 1980022 200604 1 002 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA {STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Menerima, menyortir, mengelompokkan dan menyimpan 
dokumen keuangan 

Memeriksa dan Memberikan No BKU Kwintansi 

Membukukan BKU Bendahara 

Memeriksa Sitem Manual 

Mendistrib\.lsikan surat 

Melakukan pencatatan pembukuan dan MenY\.lsun 
Dokumen Keuangan 

Padang, Maret 2019 

Pengadministrasi Keuangan 

Subag Program(\ ". Keuangan 

Endriyqy 
NIP.19800305 2009011 012 

TARGET 

2886 berkas 

2886 berkas 

12 berkas 

999 berkas 

20 kegiatan 

2886 berkas 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 

DIN AS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : WIDIAN NIGRUM, S.Pt 

Jabatan : Penyusun Program, anggaran dan pelaporan pada Subag Program 

dan Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

: ADRIAN, ST 

: Kasubag Program dan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

N,ST 
Pena a Tk. I 

NIP. 19800224 200604 1 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

~ .. ==--.., 
WIDIAN NIGRUM, S.Pt 

Penata Muda Tk. I 
NIP.19820717 201406 2 005 



SEKR ETAR IAT 
SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya kegiatan penerimaan, 
mengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan data objek kerja di 
bidang program, anggaran dan 
pelaporan 

Kasubag Program dan Keuangan 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan, memeriksa data perencanaan program dan 
4 dokumen 

anggaran (RPJM, RENSTRA, RENJA, RKT, PK, DPA, DPPA) 

Mengumpulkan, memeriksa data yang diperlukan untuk 
menyusun pelaporan 

3 dokumen 

Menyusun draft Laporan Dinas (LKPJ, LPPD, LAKIP) 2 laporan 

Mendiskusikan draft perencanaan program dan anggaran dinas 
dengan pejabat yang berwenang dan terkait untuk 4 dokumen 
kesempurnaan penyusunan objek kerja (RPJM, RENSTRA, 
RENJA,RKT, PK,DPA, DPPA) 

Mendiskusikan draft pelaporan dengan pejabat yang 
berwenang dan terkait untuk kesempurnaan penyusunan objek 2 laporan 
kerja (LKPJ, LPPD, LAKIP) 

Mengentri data perencanaan, anggaran dan pelaporan 503 data 

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam 27 unit kerja 
ranE>:ka nelaksanaan tuE>:as 
Membuat Iaporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 12 laporan 
pimpinan 

Padang, Februari 2019 
Penyusun Program, anggaran dan pelaporan 

Subag Program dan Keuangan 

WIDIAN NIGRUM. S.Pt 
NIP. 19820717 201406 2 005 



J•EMERINTAll PllOVINSI SUMATEllA DAllAT 

DINAS LINGKUNGAN HID UP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: CITRA APRO AMOR, S.SI Nama 

Jabatan : Pranata Komputer Pertama pada Subag Program dan Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ADRIAN, ST 

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

AD IAN, ST 
Pe ata Tk. I 

NIP. 19800 24 200604 1 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

C RA APRO AMOR, S.SI 
Penata Muda 

NIP.19920403 201502 2 002 



SEKRETARIAT 

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya penyelenggaraan 

kegiatan sistem informasi berbasis 

komputer di lingkungan instansi 

pemerintah 

Kasubag Progr m dan Keuangan 

ADR AN ST 

NIP. 198002 4 200604 1 002 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer (Web, 

komputer, jaringan) 

Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (Up Grade) sistem 

komputer 

Melakukan uji coba program paket 

Melaksanakan duplikasi database 

Melaksanakan analisis sistem informasi 

Membuat rancangan sistem informasi 

Membuat rancangan rinci sistem informasi 

Membuat spesifikasi program 

Merancang sistem database 

Merancang otorisasi akses kepada pemakai 

Membuat otorisasi akses kepada pemakai 

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil peneliian, pengkajian, 

survei, dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak 

dioublikasikan 
Menerjemahkan/Menyadur buku atau karya ilmiah di bidang 

teknologi informasi yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah 

yang diakui oleh instansi yang berwenang 

Mengikuti seminar/ lokakarya/Konferensi/ Bintek/Rapat Sebagai 

Peserta 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 

pimpinan 

Padang, Februari 2019 

Pranata Komputer Pertama 

Subag Progra 

NIP. 19920403 201502 2 002 

TARGET 

5 kali 

5 Sistem 

5 program 

10 kali 

1 sistem 

1 sistem 

1 sistem 

1 program 

1 rancangan 

1 rancangan 

10 simpul 

1 makalah 

1 makalah 

2 kali 

12 laporan 



PEMEBINTAD PBOVINSI SUMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751 -7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

CONTOH PK STAF 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: ELETRA ZAINIS, S.Si Nama 

Jabatan : Penyusun Program, anggaran dan pelaporan pada Subag Program 

dan Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

: ADRIAN, ST 

: Kasubag Program dan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

ADR AN. ST 
Penata Tk. I 

NIP. 19800224 200604 1 002 

Padang, Februari 2019 

ELE RA ZAINIS. S.Si 
Penata Muda Tk. I 

NIP. 19840525 200604 1 005 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

SEKRETARIAT 

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya kegiatan penerimaan, 

mengumpulan, pengklasifikasian dan 

penelaahan data objek kerja di 

bidang program, anggaran dan 

pelaporan 

~ 

, ----....., Kasubag Program dan Keuangan 

AD I N ST 

NIP. 19800224 200604 1 002 
\ 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Mengumpulkan, memeriksa data perencanaan 
program dan anggaran (RPJM, RENSTRA, RENJA, 

3 dokumen 

RKT,PK,DPA,DPPA) 

Mengumpulkan, memeriksa data yang diperlukan 
untuk menyusun pelaporan 

1 dokumen 

Menyusun draft Laporan Dinas (LKPJ, LPPD, LAKIP) 
1 laporan 

Mendiskusikan draft perencanaan program dan 
anggaran dinas dengan pejabat yang berwenang dan 

3 dokumen 
terkait untuk kesempurnaan penyusunan objek 
kerja (RPJM, RENSTRA, RENJA, RKT, PK, DPA, DPPA) 

Mendiskusikan draft pelaporan dengan pejabat yang 
berwenang dan terkait untuk kesempurnaan 

1 laporan penyusunan objek kerja (LKPJ, LPPD, LAKIP) 

Mengentri data perencanaan, anggaran dan 497 data 
pelaporan 

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi 
27 unit kerja 

terkait dalam rangka pelaksanaan tugas 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 12 laporan 

kepada pimpinan 

Padang, Februari 2019 

Penyusun Program, anggaran dan pelaporan 
Subag Program 

TRA ZAINIS, S.Si 

NIP. 19840525 200604 1 005 



PEMERINTAll PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HID UP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 -445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: WIDYA HAYATI NUFUS, SE, M.Si Nama 

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan pada Subag Program dan Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ADRIAN, ST 

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

N,ST 
Pena a Tk. I 

NIP. 19800224 200604 1 002 

Padang, Februari 2019 

PIHAK PERTAMA, 

~-L_ 
WIDYA HAYA I NUFUS, SE, M.Si 

Pena ta 
NIP. 19850531 200901 2 002 



SEKRETARIAT 

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Terlaksananya kegiatan penerimaan, 
pengumpulan, pengklasifikasian dan 
penelaahan data objek kerja di 
bidang laporan keuangan 

Kasubag Prog am dan Keuangan 

AD IAN ST 
NIP. 198002 4 200604 1002 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

INDIKATOR KINERJA 

Mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen anggaran dan 
realisasi anggaran serta data pendukung penyusunan la po ran 
keuangan lainnya 
Menganalisis data keuangan 
Menyusun laporan keuangan 

Melakukan rekonsiliasi dengan pengelola Barang Milik Negara 

Melakukan rekonsiliasi dengan Badan Keuangan Daerah 
Menyusun Draft CALK 
Memasukkan data keuangan ke dalam aplikasi 
Melakukan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait 
Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada 

loimpinan 

Padang, Februari 2019 

Penyusun Laporan Keuangan 

Subag Program dan Keuangan 

wt#L 

TARGET 

2500 dokumen 

2500 dokumen 
32laooran 

12 lapo ran 

36 laooran 
1 laooran 
500 data 

12 laooran 

12 lapo ran 



PEMERINTAII PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HID UP 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Ir. VIANTI ZAMI, M.Si 

: Kepala UPTD Persampahan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: Ir. SITI AISYAH, M.Si Nama 

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

I • S TI~' M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Ir. VIA~ M.Si 
Pembina 

NIP. 19660617 199803 2 001 



PERJANJIAN KINERJA ESELON Ill 

UPTD PERSAMPAHAN 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Penanggulangan dampak lingkungan baik 

2 
Pengawasan internal baik 

NO KEG I AT AN 
1 Pengendalian dan Operasional UPTD TPA 

Sampah Regional 

2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah 

Rel:!'ional 

JUMLAH 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase sampah yang dike Iola di TPA regional dari 
75% 

keseluruhan sampah yang masuk 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 40% 

ANGGARAN 
3.102.915.000 

109.360.000 

Rp 3.212.275.000 

Padang, Maret 2019 

KEPALA UPTD PERSAMPAHAN 

---Ir. VIAN I ZAMI M.Si 
NIP. 19660617 199803 2 001 



PEMEllINTAll J•BOVINSI SUMATEllA llAllAT 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ZAKI FATRAMANSIA, ST, MT 

Jabatan : Kepala Seksi Operasional TPA Sampah Regional 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: Ir. VIANTI ZAMI, M.Si 

: Kepala UPTD Persampahan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

TI ZAMI, M.Si 
Pembina 

NIP. 19660617 199803 2 001 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

ZAKI FATRAMANSIA, ST, MT 
Penata 

NIP. 19860326 201001 1 012 



UPTD PERSAMPAHAN 

SEKSI OPERASIONAL TPA SAMPAH REGIONAL 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 
Penerapan teknologi pengelolaan limbah 83 Persentase pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah 

75% 

2 

I Nol 
1 

dan non B3 baik 

Pengawasan internal baik 

KEGIATAN 
Pengendalian dan Operasional UPTD TPA 

Samoa' n I 
JUMLAH 

KEPALA UPTD PERSAMPAHAN 

-Ir. VIAN I ZAMI M.Si 
NIP. 19660 17199803 2 001 

I 

regional sesuai SOP/NSPK 

Persentase berkurangnya temuan inspektorat 
40% 

ANG GARAN I 
3.102.915.000 

Rp 3.102.915.000 

Padang, Maret 2019 
KASI OPERASIONAL TPA SAMPAH REGIONAL 

UPTD PERSAMPAHAN 

ZAKl,~ST, MT 

NIP. 19860326 2010011 012 



/------. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 
Jabatan 

ASRIL AMIRULLAH 

Pelaksana pada UPTD Persampahan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 
Jabatan 

ZAKI FATRAMANSIA, ST.MT 

Kasi Operasional TPA Regional 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA 

ZAKI FA~. ST.MT 
Penata 

NIP. 19860326 1010011 012 

Padang, Maret 2019 
PIHAKP TAMA 

Pengatur 
NIP. 19660409 2007011 029 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

UPTD PERSAMPAHAN 
SEKSI OPERASIONAL TPA REGIONAL 
TAHUN 2019 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Terlaksananya Mengumpulkan data sampah 
penghitungan tonase 
sampah TPA Regional 
Sumatera Barat Menghitung tonase sampah masing-masing 

Kabupaten/Kota 

Menyiapkan draft final data tonase sampah 

Mendiskusikan draft final penagihan saja 
pemrosesan sampah 

Padang, Maret 2019 

TARGET 

30 berkas 

25 berkas 

20 berkas 

30 berkas 

Kasi Operasional TPA Regional 
UPTD Persampahan 

Pengolah Data Sampah Seksi Operasional 
TPA Regional U JD Persampahan 

~ 
ZAKI FATRAMANSIA, ST.MT 

Penata 
NIP. 198603261010011012 

Pengatur 
NIP. 19660409 2007011029 



PEMEBINTAD PBOVINSI SIJMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma : Delma Usni 

Jabatan : Pengawas Lapangan TPA Sampah Regional Payakumbuh 

UPTD Persampahan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : ZAKI FATRAMANSIA, ST,MT 
Jabatan : Kasi Operasional TPA Regional UPTD Persampahan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

ZAKI FATRAMANSIA, ST,MT 
Penata 

Nip: 19860326 201001 1 012 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

Delma Usni 
Pengatur 

NIP. 19660708 2005011001 



PERJANJIAN KINERJA P~LAKSANA { STAF) 

UPTD PERSAMPAHAN 

KAS! OPERAS!ONAL TPA REGIONAL 

TAHUN 2019 

NO 

1 

SASARAN 

Terlaksannanya Pengawasan Pekerjaan 

Operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh 

KASI OPERASIONAL TPA REGIONAL 
UPTD PERSAMPAHAN 

~ 
ZAKI FATRAMANSIA, ST.MT 
Nip: 19860326 2010011 012 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Menyusun Program Kerja Mingguan/ Bulanan 12 Dukumen 

Menyutujui Permintaan BBM Harian dan Supir 
25 berkas 

Operator 

Memeriksa dan Menyutujui Daftar Hadir Pekerja 40 berkas 

Mengarahkan Pekerjaan 25 Laporan 

Memeriksa Hasil Pekerjaan 20 Laporan 

Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 12 Laporan 

Memeriksa Kondisi Peralatan/ Perlengkapan Kerja 30 berkas 

Padang, Maret 2019 

PENGAWAS LAPANGAN TPA SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH 

KASI OPERASIONAL TPA 
UPTD PERSAMPAHAN 

:1j-
NIP. 19660708 2005011 001 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pad.a hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
Jabatan 

: YULI ASTUTI, SE, M.Si 
: Analis Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 
Jabatan 

: ZAKI FATRAMANSIA, ST. MT 
: Kasi Operasional TP A Sampah Regional 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

ZAKIF~,ST.MT 
Penata 

NIP. 19860326 2010011 012 

Padang, Maret 2019 
PIHAK PERTAMA, 

YULI ASTUTI, SE, M.Si 
Pembina 

NIP. 19720724 200212 2 003 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

UPTD PERSAMPAHAN 
SEKSI OPERASIONAL TPA SAMP AH REGIONAL 
TAHUN2019 

No Sasaran lndikator Kinerja Target 

1. Terlaksananya kegiatan • Mempersiapkan dan menyusun 
pengumpulan dan pengolahan kelengkapan administrasi 

6 Dokumen 
bahan/data kegiatan operasional pelaksanaan kegiatan operasional 
TP A Sampah Regional TP A Sampah Regional 

• Mengumpulkan bahan dan mengolah 
data kegiatan operasional TP A 6 Dokumen 
Sampah Regional 

• Membuat laporan pengelolaan 
kegiatan operasional lapangan TP A 

30Dokumen 
Sampah Regional sebagai bahan 
evaluasi dan pertan!!!!ungjawaban 

• Melakukan tinjauan lapangan terkait 
kegiatan operasional TP A Sampah 60 Kegiatan 
Regional 

• Melakukan koordinasi dengan unit 
kerja/instansi terkait sesuai dengan 30 Kegiatan 
prosedur yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas 12 Dokumen 
secara berkala kepada pimpinan 

Kasi Operasional TP A Sampah Regional, 
Padang, Maret 2019 

Analis Lingkungan 

ZAKI FATRAMANSIA, ST. MT 
NIP. 19860326 201001 1 012 

YULI ASTUTI. SE, M.Si 
NIP. 19720724 200212 2 003 



PEMEBI~1TAII PROVINSI SUMATERA RAllAT 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dal am rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : IRMAN, S.ST, MT 

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi TPA Sampah Regional 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: Ir. VIANTI ZAM!, M.Si 

: Kepala UPTD Persampahan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Tl ZAMI, M.Si 
Pembina 

NIP. 19660617 199803 2 001 

Padang, Maret 2019 

IRM , S. :r, MT 
p I 

NIP. 19720324 199202 1 001 



I 

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV 

UPTD PERSAMPAHAN 

SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI 
TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Cakupan pemantauan sumber dan media baik 

NO KEGIATAN 

1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah 

Regional 

I JU M LAH 

KEPALA UPTD PERSAMPAHAN 

Ir. VIAl;;i.Sl 
NIP. 19660617199803 2 001 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase pemenuhan pemantauan UKL-
100% 

UPL 

ANGGARAN 

109.360.000 

I Rp 109.360.000 I 

Padang, 
KASI PERENCAN 

UPTD 

Maret 2019 
DAN EVALUASI 

A PAHAN 
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http ://dlh.sumbarprov.go. id- email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN l<INERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah 
ini: 

Nam a 
Jabatan 

SYAFRINO 
Pengadministrasi Umum pada Seksi Perencanaa n 
dan Evaluasi UPTD Persampahan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 
Jabatan 

IRMAN, SST.MT 
Kasi Perencanaan dan Evaluasi pada UPTD 
Persampahan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanj i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

,~ kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

IRMA T 
Pem 

NIP. 19720324 199202 1 001 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PE TAMA 

SYAFRINO 
Pengatur 

NIP. 19670919 2007011 006 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

UPTD PERSAMPAHAN 
SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SASARAN 

Terlaksananya 
kegiatan yang 
meliputi penerimaan, 
pencatatan dan 
pendokumentasian 
odkumen administrasi 

Kasi Perenca 

Pembin 

----

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Memproses surat masuk dan surat keluar unit kerja 200 
sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi dokumen 

Mendistribusikan surat ke unit kerja lain sesuai 175 
ketentuan agar tertib administrasi dan kelancaran kegiatan 
penyampaian 
Melaksanakan penggandaan dokumen 6000 

dokumen 

Menyiapkan administrasi rapat 120 
dokumen 

Menyiapkan makan minum rapat 120 
kegiatan 

Mengirimkan Fax ke alamat yang dituju 120 
laporan 

Menggandakan surat undangan dan memasukkan 120 
ke amp lop dokumen 
Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan 100 
pada unit kerja Dokumen 
Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 12 

barang 
Membuat laporan pelaksanaan tu gas secara 12 
berkala kepada pimpinan laporan 

Padang, Maret 2019 
Pengadministrasi Umum Seksi 

Perenca an Evaluasi 

SYAFRINO 
Pengatur 

NIP. 19720324 199202 1 001 NIP. 19670919 2007011 006 



• 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. 

(0751) 445232 Padang 
http://dlh.sumbarprov.go.id - email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah 
ini: 

Nam a 
Jabatan 

RENIEL IRFANSYAH, SST 
Analis Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan pada 
Seksi Perencanaan dan Evaluasi UPTD 
Persampahan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 
Jabatan 

IRMAN, SST.MT 
Kasi Perencanaan dan Evaluasi pada UPTD 
Persampahan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pe Pena ta 

NIP. 19720324 199202 1001 NIP. 19771103 199803 1 002 



PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA (STAF) 

UPTD PERSAMPAHAN 
SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI 
TAHUN 2019 

NO 

1 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Terlaksananya mengindentifikasi bahan dan data dalam 60 
kegiatan identifikasi, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi data 
penerimaan, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional 
pengumpulan, analisis melakukan pengumpulan data terkait penyusunan 24 
data perencanaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan kegiatan 
dalam penyusunan Upaya Pemantauan Lingkungan ( data sosial, 
perencanan dan ekonomi, infrastruktur, kualitas air, kualitas tanah 
laporan evaluasi dan udara) 

menganilisis data - data yang di butuhkan dalam 200 
penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan data 
Upaya Pemantauan Lingkungan 
mendiskusikan konsep penyusunan Rencana 4 
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan dokumen 
Lingkungan dengan pejabat yang berwenang 
melakukan koordinasi dengan unit kerja/ instansi 24 
terkait kegiatan 

menyusun draft Rencana Pengelolaan Lingkungan 4 
dan Upaya Pemantauan Llngkungan dokumen 

menyiapkan bahan koordinasi pimpinan dengan 24 
unit kerja terkait dokumen 

membuat laporan secara berkala terhadap tugas- 12 
tugas yang diberikan pimpinan dokumen 

Padang, Maret 2019 
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Analis Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Seksi Per n 
Evalu si 

Pembina Pena ta 
NIP. 19720324 199202 1001 NIP. 19771103 199803 1 002 



J•EMERINTAll PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS LINGKUNGAN I-IIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 - 445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: MASNAIDI, ST Nam a 

Jabatan : Kasubag Tata Usaha TPA Sampah Regional 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a 

Jabatan 

: Ir. VIANTI ZAM!, M.Si 

: Kepala UPTD Persampahan 

~, Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

TI ZAMI, M.Si 
embina 

NIP. 19660617 199803 2 001 

Padang, Maret 2019 

SNAIDI, ST 
enata Tk. I 

NIP. 19641112 199303 1 006 



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV 

UPTD PERSAMPAHAN 
SUBAG TATA USAHA 
TAHUN 2019 

NO SAS ARAN 

1 Ketersediaan data pegawai akurat 

2 Pengelolaan sarana/ prasarana baik 

3 Pelayanan administrasi kepegawaian baik 

4 Pengelolaan administrasi keuangan baik 

5 
Temuan inspektorat ditindaklanjuti dengan 

baik 

KEPALA UPTD PERSAMPAHAN 

NIP. 19660617 199803 2 001 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase ketersediaan data kepegawaian 

a. Persentase BMD dalam kondisi baik 

b. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 
prasarana pendukung kinerja 
Persentase usulan kenaikan pangkat, pension, KGB 

yang di proses tepat waktu 

Persentase SPJ yang disampaikan paling lama 5 hari 

setelah bulan berkenaan 

Persentase temuan inspektorat yang dapat 

ditindaklanjuti 

Padang, Februari 2019 

KASUBAG T TA USAHA 

100% 

70% 

70% 

100% 

90% 

100% 



PEMEBINTAH PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: RINA DESWITA Na ma 

Jabatan : Administrasi umum pada UPTD Persampahan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nam a : MASNAIDI, ST 

Jabatan : Subag Tata Usaha 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

MA IOI, ST 
Pe a Tk. I 

NIP. 1964111 2 199303 1 006 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

[\4J 
I 
~ 

RINA DESWITA 
Pengatur 

NIP. 19820814 200901 2 006 



I 

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA ( STAF) 

UPTD PERSAMPAHAN 

SUBAG TATA USAHA 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan 

dan pendokumentasian dukumen administrasi 

Sub bag ian Umum dan Kepegawaian 

INDIKATOR KINERJA 

Memproses surat masuk dan surat ke luar unit kerja 

sesuai dengan prosedur untuk adm inistrasi 

ketetuan agar tertib adm in istrasi da n kelancaran 

penyampaian 

Melaksanakan penggadaan dukumen 
Mendistribusikan su rat ke unit kerja lain sesuai 

ketetuan agar tertib administrasi dan kelancaran 

Menyiapkan admin istrasi rapat 
pv1enganggenaaKan surat unoangan aan memasuKKan 

ke amplop 

Menyiapkan kelengkapan administrasi keua ngan pada 

unit kerja 

Menyiapkan kebutuhan ATK unit kerja 

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berka la 

kepada pimpinan 

Padang, Maret 2019 

ADMINISTRASI UMUM 

KASUBAG TATA USAHA 

"~12-0:~f 
RINA DESWITA 

TARGET 

50 berkas 

100 berkas 

100 berkas 

100 berkas 

100 berkas 

100 berkas 

100 berkas 

25 berkas 

12 berkas 

NIP. 198208 200901 2 006 



.--... 

PEMERINTAD PROVI:NSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751 -7055231 - 445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov. go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: Drs. BASRONNI BM, M.Pd Na ma 

Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: Ir. srn AISYAH, M.Si Na ma 

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Ir. SI A~, M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 

Padang, Maret 2019 

Ors. BA RONNI BM, M.Pd 
Pembina Tk. I 

NIP. 19630108 199003 1 002 



PERJANJIAN KINERJA ESELON Ill 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Pengawasan baik 

INoj KEGIATAN 
1 Pengadaan peralatan, suporting laboratorium dan 

bahan kimia 

2 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi 

I I JUMLAH 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase pemenuhan akreditasi laboratorium 30% 

I ANGGARAN I 
750.000.000 

202.042.000 

I Rp 952.042.000 I 

Padang, Maret 2019 

KEPALA UPTD 

LABORATO~NGAN 

Drs. ~~.Pd 
NIP. 19630108 199003 1002 



PEMERINTAD PROVINSI SUMA~rERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

: LUCE DWI NANDA, SP Na ma 

Jabatan : Kasi Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: Drs. BASRONNI BM, M.Pd 

: Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

e___ 
Ors. BASRONNI BM, M.Pd 

Pembina Tk. I/ IV.b 
NIP. 19630108 199003 1 002 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

LUCE DWI NANDA, SP 
Penata / III.c 

NIP. 19810825 201001 2 025 



UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

SEKSI PENGENDALIAN MUTU 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Pemenuhan NSPK Ba ik 

I NO I KEGIATAN 

1 1-
I I JUMLAH 

NIP. 196301081990031002 

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase kecukupan NSPK dari kebutuhan pengawasan 
30% 

sesuai ketentuan 

I ANGGARAN 

I -
I Rp -

I 

I 

Padang, Maret 2019 

KASI PENGENDALIAN MUTU 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

~~ 
LUCE DWI N~DA, SP 

NIP. 19810825 2010012 025 



PEMEBINTAD PBOVINSI SUMATEBA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDlJP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : KHAIRUL RIZK!, S.Si 

Jabatan : Kasi Pengujian UPTD Laboratorium Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Na ma 

Jabatan 

: Drs. BASRONNI BM, M.Pd 

: Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Ors. BASRONNI BM, M.Pd 
Pembina Tk. I 

NIP. 19630108 199003 1 002 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

KHAIRUL RIZKI, S.Si 
Pena ta 

NIP. 19650912 200801 1 001 



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

SEKSI PENGUJIAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Cakupan pemantauan sumber dan media baik 

I NO I KEG IA TAN 

1 Pemantauan Kualitas Sumber Air Ska la Provinsi 

I I JU M LAH 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase sampel yang dapat diuj i sesuai NSPK 100% 

I ANGGARAN I 
202.042.000 

I Rp 202.042.000 I 

Padang, Maret 2019 

KASI PENGUJIAN 
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

~,'{Z 
KHAIRU~.Si 

NIP. 19650912 2008011001 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na ma : Emidaryati, A.Md. 

Jabatan : Pranata Laboratorium 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: Khairul Rizki, S.Si. Nam a 

Jabatan : Kasi Pengujian UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. 

Sum bar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

PIHAK KEDUA, 

Khairul Rizki, S.Si. 
NIP.19650912 200801 1 001 

Padang, 19 Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

)V 
Emidarvati, A.Md. 

NIP. 19770205 201001 2 014 



PERJANJIAN KINERJA 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

SEKSI PENGUJIAN 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1. Terlaksananya kegiatan 

pengujian dan 

tersedianya data 

pengujian yang valid. 

KASI PENGUJIAN 

INDIKATOR KINERJA 

Mempersiapkan peralatan dan bahan 
penunjang untuk pengambilan spesimen / 
sampel di laboratorium 
Mempersiapkan bahan penunjang untuk 
pemeriksaan spesimen / sampel secara 
sederhana 

Menerima spesimen uji 

Melaksanakan pemeriksaan laboratorium 

Memelihara peralatan laboratorium 

Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil 
pemeriksaan laboratorium 

Padang, 19 Maret 2019 

Pranata Laboratorium 

TARGET 

10 Alat dan bahan 

10 Alat dan bahan 

28 Spesimen 

2 Kegiatan 

100 Alat 

28 Laporan 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

KHAIRUL RIZKI, S.Si. EMIDARYATI, A.Md. 
NIP. 19650912 2008011001 NIP. 19770205 201001 2 014 



PEltlERINTAH PROVINSI SIJMA.TERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email : dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: THAMRIN, S.Sos Na ma 

Jabatan : Kasubag Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Drs. BASRONNI BM, M.Pd 

Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Ors. B ONNI BM, M.Pd 
Pembina Tk. I 

NIP. 19630108 199003 1 002 

Padang, Maret 2019 

PIHAK PERTAMA, 

THAMRIN, S.Sos 
Penata Tk. I 

NIP. 19630203 198603 1 010 



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

SU BAG TATA USAHA 

TAHUN 2019 

NO SASARAN 

1 Ketersediaa n data pegawa i a kurat 

2 Pengelolaan sarana/ prasarana baik 

3 Pelayanan administrasi kepegawaian baik 

4 Pengelolaan administrasi keuangan baik 

5 Temuan inspektorat ditindaklanjuti dengan baik 

!No I KEGIATAN 

1 I Pengadaan peralatan, suporting laboratorium dan 

bahan kimia 

I I JU M LAH 

NIP. 19630108 199003 1002 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Persentase ketersediaan data kepegawaian. 100% 

1- Persentase BMD dalam kondisi baik 2. 
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 30% 

pendukung kinerja 

Persentase usulan kena ikan pangkat, pensiun, KGB yang 
100% 

diproses tepat waktu. 

Persentase SPJ yang disampaikan paling lama 5 hari 
95% 

setelah bulan berkenan. 

Persentase temuan inspektorat yang dapat ditindaklanjuti. 40% 

I ANGGARAN I 
I 

750.000.000 

I Rp 750.000.000 I 

Padang, Maret 2019 

KASUBAG TATA USAHA 
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

THAMRIN, S.Sos 

NIP. 196302031986031010 



PEMERINTAD PROVINSI SUMATERA BABAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154-445154 Fax. 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: dlh@sumbarprov.go.id 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

: Nini Widyastutii, A.Md. 

: JFU Pengelola Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

: Thamrin, S.Sos. Nam a 

Jabatan : Ka Tu UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Padang, 18 Maret 2019 

PIHAK KEDUA, 

~ 
Thamrin, S.Sos. Nini · yastuti, A.Md. 

NIP.19630203 198603 1 010 NIP. 19840408 200901 2 001 



OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

TAHUN: 2019 

NO 

(1) 

1 

SASARAN 

(2) 

Terlaksananya kegiata n 

pengelola keuangan di 

UPTD Laboratorium 

Lingkungan 

KaTu UPTD LABORATORIUM 

Thamrin,S.Sos 

NIP.196302031986031010 

1 

2 

3 

4 

s 

PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

(3) (4) 

Menyiapkan SPJ kegiatan UPTD 50 Dokumen 

Laboratorium Lingkungan 

Memverifikasi kelengkapan SPJ SO Dokumen 

keuangan UPTD Laboratorium 

Lingkungan 

Melakukan pencatatan pembukuan SO Data 

keuangan sesuai dengan mata 

anggaran 

Mengarsipkan SPJ kegiatan UPTD SO Dokumen 

Laboratorium Lingkungan 

Membuat laporan pelaksanaan tugas 12 Laporan 

secara berkala kepada pimpinan 



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231-446571 -445154 Fax. (0751) 445232 PADANG 

website: http://dlh. sumbarprov. go. id emai/:dlh@sumbarprov. go. id 

KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT 

NOMOR : 660 /23.A/SK/Sekre/DLH-2019 

TENT ANG 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT 
TAHUN 2019 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta 

lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja 

perangkat daerah, perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama di 

lingkungan instansi masing-masing; 

Mengingat 

b. bahwa penetapan lndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108,Tambahan 

Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 

4548 Nomor 4438); 



,,,.--... 

Menetapkan 

KESA TU 

KE DUA 

KET I GA 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penysunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas 

Laporan Kinerja; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah Provinsi 

Sumatera Barat; 

7. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Oaerah Provinsi Sumatera Barat. 

MEMUTUSKAN 

lndikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran 

peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di 

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk 

menetapkan rencana kinerja tahunan,menyampaikan rencana kerja 

dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun 

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian 

kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 . 

lndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, 

disusun dengan mengacu kepada lndikator Kinerja Utama Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan 



KEEMPAT 

Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka 

akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Padang 
Februari 2019 

KEPALADINAS UNGKUNGAN HIDUP 
PROVINSISUMATERA BARAT 

Pembina Tk. I 
NIP. 19670928 199203 2 002 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1 . Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang; 

2. Sdr. lnspektur Prov. Sumbar di Padang; 

3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang; 

4. Arsip. 



 
 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT 

SASARAN 

KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
FORMULA SUMBER DATA 

PENANGGUNGJAWAB 

(BIDANG) 
KET 

Terwujudnya 

penataan lingkungan 

hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Persentase kecukupan 
instrumen penataan 
lingkungan  di Sumbar 

X   x 100% 
 Y 

 
Ket: 

X  : Jumlah instrumen penataan 
lingkungan yang disusun   

Y  : Jumlah seluruh instrumen penataan 
yang harus ada 

 

 
 
 
 
 

 
 

Primer : 

1) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan 

RPPLH Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung 

Lingkungan; 

2) Kegiatan Valuasi Ekonomi Lingkungan Melalui 

Insentif, Disinsentif dan Pendanaan Lingkungan; 

3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa 

Ekosistem Perairan Laut 

4) Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen 

Perencanaan; 

 

Sekunder : 

Kegiatan Penyusunan Perundang Undangan Bidang 

Lingkungan Hidup 

Tata Lingkungan  

Persentase pemanfaatan 
instrumen penataan 
lingkungan  

 

I 

X   x 100% 
 Y 

 
Ket: 

X  : Jumlah instrumen penataan 
lingkungan yang dimanfaatkan   

Y  : Jumlah seluruh instrumen penataan 
yang tersedia 

 

Primer : 

1) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi kinerja 

penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan 

dokumen lingkungan hidup 

2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem 

Perairan Laut 

 

 

 

Tata Lingkungan  



 
 

Terkendalinya 
pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 
hidup 

Persentase penurunan 
beban pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 

X – Y  x 100% 
   Y 

 
Ket: 

 X   : Jumlah total beban pencemaran dan      
kerusakan tahun 2019   

Y  : Jumlah total beban pencemaran dan              
kerusakan tahun 2018 

 

Primer : 

1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala 

Provinsi; 

2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber 

Kerusakan LH;  

3) Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Usaha dan/atau Kegiatan  (PROPER Daerah); 

4) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut; 

Pengendalian 

Pencemaran Kerusakan 

dan Pentaatan Hukum 

Lingkungan 

 

 

  
 

Sekunder:  

1) Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 

Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura);  

2) Kegiatan Peningkatan Peran Serta bank sampah 

Dalam Pengelolaan Persampahan;  

3) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 

(PPSP);  

4) Kegiatan Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota 

5) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 

Limbah B3 

6) Kegiatan Pilot Projek Pengelolaan LB3 

7) Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan 

Perizinan 

8) Kegiatan Pentaatan Hukum Lingkungan 

 

 

 

  

Terwujudnya 

upaya-upaya 

pemeliharaan / 

konservasi 

lingkungan hidup;  

Persentase peningkatan 

upaya-upaya pemeliharaan 

lingkungan yang sesuai 

kriteria 

X - Y  x 100% 
   Y 

Ket: 

X  : Jumlah upaya pemeliharaan 
lingkungan tahun 2019   

Y :  Jumlah upaya pemeliharaan 
lingkungan tahun 2018 

 

Primer : 

1) Kegiatan Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan 

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati; 

2) Kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi 

Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim) 

 

Tata Lingkungan  



 
 

   
 

Sekunder: 

1) Kegiatan Perlindungan Atmosfir dan Perusakan Ozon 

(BPO) dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

2) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran Serta 

Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup 

(Kalpataru) 

 

  

Meningkatnya 

kapasitas dan 

peranserta 

stakeholders 

Persentase peningkatan 

jumlah masyarakat / 

kelompok masyarakat / 

lembaga yang berperan 

aktif  dalam program 

penyelamatan lingkungan 

X - Y  x 100% 
   Y 

 
Ket: 

X  :  Jumlah masyarakat / kelompok 
masyarakat /lembaga yang berperan 
aktif dalam program penyelamatan 
lingkungan 2019   

Y : Jumlah masyarakat/kelompok  
  masyarakat/lembaga yang berperan 

aktif dalam program penyelamatan 
lingkungan tahun 2018 

 

 

 

 
 

 

Primer: 

1) Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 

Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura);  

2) Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar 

Bersih;   

3) Kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan 

dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan 

hidup;  

4) Kegiatan Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim (Proklim);  

5) Kegiatan Peningkatan Peran Serta bank sampah 

Dalam Pengelolaan Persampahan;  

6) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran Serta 

Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup 

(Kalpataru) 

7) Kegiatan GEPULING (Gerakan Penyuluhan 

Lingkungan) 
 

Sekunder : 

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 

bidang lingkungan 

 

Pengelolaan Sampah 

Limbah B3 dan 

Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup 

 

Meningkatnya tata 

kelola organisasi 

Nilai evaluasi AKIP OPD - Hasil evaluasi inspektorat   Sekretariat  

 

 



TW I TW II TW III TW IV
Langkah-langkah /aktivitas pencapaian target 

IKU
TW I TW II TW III TW IV

1. Terwujudnya penaatan 

lingkungan hidup

a. 62% 63% 64% 65% 1. Menyurati kab/kota terkait inventarisasi 

penyusunan dokumen KLHS dan dokumen 

perencanaan lainnya

1 1 Valuasi Ekonomi 

Lingkungan Melalui 

Insentif, Disinsentif dan 

Pendanaan Lingkungan

Jumlah instrumen valuasi ekonomi 

lingkungan (insentif, disinsentif 

dan pendanaan lingkungan) yang 

disusun; Jumlah peserta 

1 draft dokumen; 

50 orang

2. Melakukan rapat koordinasi terkait dengan 

rencana penyusunan dokumen perencanaan 

lingkungan baik yang disusun oleh kab/kota 

maupun provinsi

2 1  draft dokumen; 

30 orang

3. Rapat koodinasi terkait dengan penyusunan 

dokumen DDDTLH Laut dan Instrument 

Ekonomi Lingkungan

4. Melakukan Sosialisasi penyusunan DDDTLH 

Laut dan Instrumen Lingkungan

5.Melakukan Bimbingan Teknis terkait integrasi 

kajian DDDTLH Jasa Ekosistem ke dalam 

penyusunan KLHS

6. Melakukan pengumpulan data terkait dengan 

penyusunan DDDTLH Laut dan Instrument 

Ekonomi Lingkungan

7. Melakukan penyusunan dokumen Kajian 

terkiat dengan Instrumen Ekonomi

b. Persentase pemanfaatan 

instrumen penataan 

lingkungan

75% Melakukan pembinaan ke kabupaten/kota terkait 

penatalaksanaan penilaian dokumen AMDAL 

dan UKL-UPL

1 1 Pembinaan dan Evaluasi 

kinerja penatalaksanaan 

proses penilaian/ 

pemeriksaan dokumen 

lingkungan hidup

Jumlah kab/kota yang dievaluasi 

kinerja penatalaksanaan penilaian 

dokumen Amdal atau pemeriksaan 

UKL-UPL nya; Jumlah kab/kota 

yang dibina/diverifikasi terkait 

pengajuan lisensi Komisi Penilai 

Amdalnya

11 Kab/Kota; 3 

Kab/Kota

Melakukan pembinaan dan veriikasi ke Kab/Kota 

terkait lisensi komisi penilai amdal

2 Pembinaan dan Evaluasi 

Penyusunan RPPLH 

Berbasis Daya Dukung 

dan Daya Tampung 

Lingkungan

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan 

dievaluasi penyusunan RPPLH 

berbasis daya dukung dan daya 

tampung lingkungan

7 kab/kota

Melakukan pembinaan Kab/Kota terkait dengan  

penyusunan DDDTLH, RPPLH dan KLHS 

3 Pembinaan KLHS 

Terhadap Dokumen 

Perencanaan;

Jumlah kab/kota yang dibina 

dalam pelaksanaan KLHS 

terhadap dokumen perencanaan; 

Jumlah peserta sosialiasi/bimtek 

terkait pelaksanaan KLHS; Jumlah 

dokumen KLHS Revisi RPJPD 

yang disusun

5 kab/kota; 65 

orang; 2 dokumen

Tata Lingkungan, 

Perlindungan dan 

Konservasi Sumber 

daya Alam

Penyusunan Dokumen 

Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan 

Hidup Berbasis Jasa 

Ekosistem Perairan Laut

Jumlah Dokumen Daya Dukung 

Daya Tampung Lingkungan Hidup 

Berbasis Jasa Ekosistem Perairan 

Laut; Jumlah peserta sosialisasi 

DDDTLH bernasis jasa ekosistem 

perairan laut

Persentase kecukupan 

instrumen penaatan 

lingkungan di sumatera 

barat

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

Tata Lingkungan 

dan Penaatan 

Hukum Lingkungan



TW I TW II TW III TW IV
Langkah-langkah /aktivitas pencapaian target 

IKU
TW I TW II TW III TW IV

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

2. a. 5% 1. Penetapan objek 1 1

2. Pengumpulan, evaluasi dan analisis  data 

swapantau atau data sekunder
3. Verifikasi lapangan dan pengumpulan data 

primer

2 10 objek

4.Perhitungan beban pencemaran dan/atau 

tingkat kerusakan 

5. Tindaklanjut 

b. Indeks Pencemaran Air 1. pengumpulan data sekunder, 1 1

2. Sampling kualitas air sungai,

3. perhitungan indeks kualitas air,

4. follow up dan tindak lanjut hasil pemantauan. 2 Pemantauan pesisir dan 

laut

jumlah kabupaten/kota kawasan 

pesisir pantai dan muara sungai 

yang dipantau kualitas air lautnya

6 Kab/Kota

1. Koordinasi dengan instansi LH kab/kota terkait 

penetapan lokasi pemantauan,

2. Melaksanakan pengukuran kualitas udara 

ambient,

3. Perhitungan ISPU,

4. Follow up hasil pemantauan

3. a. 12% 20% 1. Koordinasi dengan Kab/Kota mengenai 

rencana pelaksanaan kegiatan

2. Melakukan pembinaan ke Kab/Kota

3. Survey dan pemetaan potensi kawasan 

pemeliharaan lingkungan di Kab/Kota

4. Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya 

pemeliharaan

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pemeliharaan lingkungan

6. Membuat surat tindak lanjut hasil pelaksanaan 

kegiatan
1. Koordinasi dengan Kab/Kota mengenai 

rencana pelaksanaan kegiatan ProKlim

2. Pembinaan calon lokasi Kampung iklim hasil 

usulan Kab/kota

1

Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

Terwujudnya upaya-upaya 

pemeliharaan/konservasi  

lingkungan hidup

Persentase peningkatan 

upaya-upaya pemeliharaan 

lingkungan yang sesuai 

kriteria

Pemetaan Ekosistem 

Pemeliharaan Lingkungan 

dan Keanekaragaman 

Hayati

Jumlah Ekosistim yang dilakukan 

pemetaan potensi kawasannya; 

jumlah dokumen profil kehati

4 kawasan; 1 

dokumen

1 Tata Lingkungan, 

Perlindungan dan 

Konservasi Sumber 

daya Alam

1

5 sungai; 2 danau

Pemantauan Kualitas 

Udara Ambient

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan 

pemantau kualitas udara ambien

10 Kab/Kota1

7 kab/kota

Jumlah sungai skala provinsi dan 

danau yang dipantau

2

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas 

Sumber Air Skala Provinsi

Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan 

Usaha dan/atau Kegiatan  

(PROPER Daerah)

Jumlah objek kegiatan yang dinilai 

kinerja pengelolaan lingkungan 

hidupnya

Pembinaan adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim 

(Proklim)

Jumlah Kab/Kota yang dibina 

dalam pelaksanaan kegiatan 

adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim

13 objek / kegiatan

Pengawasan dan 

Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan

Jumlah objek kegiatan yang 

dilakukan wasdal kerusakan 

lingkungan

3 Pemantauan Kualitas 

Lahan dan Biota Laut

Jumlah objek biomassa dan objek 

gambut yang dipantau

2 objek biomassa 

dan 3 objek 

gambut

Terkendalinya pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

hidup

1 < IPA 

≤ 5

Persentase penurunan 

beban pencemaran dan 

kerusakan lingkungan

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

1Indeks Pencemaran Udarac.  IPU < 

11

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup



TW I TW II TW III TW IV
Langkah-langkah /aktivitas pencapaian target 

IKU
TW I TW II TW III TW IV

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

3. Seleksi calon lokasi Kampung Iklim untuk 

diusulkan ke tingkat pusat

4. Verifikasi lapangan terhadap lokasi usulan 

bersama tim verifikator terkait kegiatan adaptasi, 

mitigasi perubahan iklim serta kelompok 

masyarakat (kelembagaan) pada lokasi usulan

5. Skoring dan pengumuman hasil verifikasi

6. Penetapan lokasi Proklim

4. Meningkatnya kapasitas 

dan peranserta 

stakeholders 

a. 5% 1.Melakukan koordinasi dengan stkakeholders 

terkait termasuk  pelibatan pers dalam rangka 

penjaringan calon penerima penghargaan 

Kalpataru dari berbagai unsur dalam rangka 

penyelamatan lingkungan. 

1 Pembinaan dan Penilaian 

Peranserta Masyarakat 

dan Kelompok Peduli 

Lingkungan Hidup 

(Kalpataru)

Jumlah calon yang dibina untuk

diusulkan sebagai calon penerima

kalpataru

4 orang/kelompok

2. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk 

penjaringan dan mendapatkan calon Kalpataru 

yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

2 Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

dalam Pelestarian 

Lingkungan Hidup 

(Adiwiyata)

Jumlah sekolah yang dibina dan

dinilai dalam program adiwiyata;

jumlah peserta bimtek tim

adiwiyata; jumlah peserta

sosialisasi adiwiyata

50 Sekolah; 80 

orang; 150 orang

3. Meningkatkan kapasitas Tim pembina dan 

penilai Propinsi dan kab/Kota dalam bentuk 

sosialiasi dan bimbingan teknis untuk memacu 

peningkatan kualitas dan pertumbuhan sekolah-

sekolah Adiwiyata.

3 GEPULING (Gerakan 

Penyuluhan Lingkungan)

Jumlah penyuluh multi sektor yang 

ditingkatkan wawasan 

lingkungannya dan diberdayakan 

dalam penyebarluasan informasi 

lingkungan hidup

70 orang

4. Melakukan kerjasama dengan stakeholder 

lainnya seperti perusahaan/swasta agar dapat 

membantu pengembangan program Adiwiyata 

melalui dukungan dana CSR.   

4 Peningkatan edukasi dan 

komunikasi masyarakat di 

bidang lingkungan hidup

Jumlah rangkaian acara edukasi 

dan kampanye lingkungan hidup

1 even

5. Pembinaan terhadap titik pantau agar dapat 

memenuhi passing grade.

2

6. sosialisasi kriteria penilaian ke Kab/Kota 

7. Mendorong keikutsertaan swasta dalam GSB

8. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan 

Kabupaten/Kota

9. Rapat koordinasi yang rutin dengan Pokja 

Sanitasi Provinsi

 Pengembangan 

Kinerja Pengolahan 

Persampahan

Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan / kelompok 

masyarakat yang mengaplikasikan 

3R sampah; Jumlah peserta 

bimtek

2 

kegiatan/kelompok

; 50 orang

1

Jumlah kecamatan dan kelurahan 

yang dibina dan dinilai;  Jumlah 

peserta sosialisasi

1 Peningkatan Implementasi 

Gerakan Sumbar Bersih

18 kec/kel; 75 

orang

8 kab/kota; 40 

orang

Jumlah kabupaten/kota yang 

dibina dalam pengelolaan 

persampahan; Jumlah peserta 

bimtek

2

3 Peningkatan peran serta 

masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

Pembinaan Pengelolaan 

Sampah Kabupaten/Kota

7 kab/kota2 Pembinaan adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim 

(Proklim)

Jumlah Kab/Kota yang dibina 

dalam pelaksanaan kegiatan 

adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim

Persentase peningkatan 

jumlah 

masyarakat/kelompok 

masyarakat / lembaga yang 

berperan aktif  dalam 

program penyelamatan 

lingkungan

1 Program 

Peningkatan 

Kualitas dan Akses 

Informasi Sumber 

Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup



TW I TW II TW III TW IV
Langkah-langkah /aktivitas pencapaian target 

IKU
TW I TW II TW III TW IV

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

10. Melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan PPSP di kabupaten/Kota.

11. Pembinaan terhadap titik pantau agar dapat 

memenuhi passing grade.

3

12. sosialisasi kriteria penilaian Adipura 

13. Mendorong keikutsertaan swasta dalam 

Adipura. 

14. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan 

Kabupaten/Kota.

15. Melakukan pembinaan ke Kabkota untuk 

aspek-aspek persampahan  yang dilimpahkan ke 

Kab/Kota
16. Identifikasi peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. 

17. rapat koordinasi dan evaluasi

18. Pembuatan surat pengusulan calon lokasi 

Proklim yang telah ditetapkan ke Kab/Kota

19. Rapat koordinasi dalam rangka persiapan 

verifikasi calon lokasi Proklim yang telah 

ditetapkan kab/kota

20. Pembinaan calon lokasi Proklim hasil 

penetapan Kab/Kota

21. Penetapan calon lokasi proklim tingkat 

Provinsi Sumatera Barat

22. Pelaksanaan verifikasi calon lokasi Proklim 

oleh Tim Verifikator KLHK

23. Penetapan lokasi Proklim oleh Menteri LHK

24. Membuat surat tindaklanjut hasil evaluasi 

lokasi proklim ke kab/kota

1. Penelaahan terhadap hasil penilaian SAKIP 

Dinas LH tahun 2018 oleh Inspektorat

1 1 Bimbingan teknis 

implementasi peraturan 

perundang-undangan

Jumlah keikutsertaan aparatur

dalam bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

25 kali

2. Memperbaiki SAKIP Dinas LH berdasarkan 

hasil penelaahan dan rekomendasi dari hasil 

penilaian Inspektorat

2. Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

OPD

Jumlah dokumen laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD

8 dokumen

3. Rapat evaluasi pencapaian kinerja triwulanan 

(perjanjian kinerja eselon II hingga IV)

3 Penyusunan perencanaan 

dan penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan 

dan penganggaran SKPD

9 dokumen

4. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut 

rapat evaluasi pencapaian kinerja

4 12 bulan

5. Pengimplementasian mekanisme reward and 

punishment

6. Koordinasi/pendampingan oleh Biro 

Organisasi dan Inspektorat

 Pengembangan 

Kinerja Pengolahan 

Persampahan

Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan  

Lingkungan Hidup

Jumlah Kab/Kota yang dibina 

dalam pelaksanaan kegiatan 

adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim

7 kab/kotaProklim 2

Jumlah kegiatan / kelompok 

masyarakat yang mengaplikasikan 

3R sampah; Jumlah peserta 

bimtek

2 

kegiatan/kelompok

; 50 orang

1 Penigkatan Pemulihan 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Perkotaan (Adipura)

Jumlah kab/kota yang dibina; 

Jumlah peserta yang mengikuti 

sosialisasi

13 kab/kota; 105 

orang

3 Peningkatan peran serta 

masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja

2

5. Meningkatnya tata kelola 

organisasi

a. Nilai evaluasi AKIP OPD B

Pengelolaan, pengawasan 

dan pengendalian aset 

OPD

pembayaran honor pengawasan 

dan pengendalian aset OPD



TW I TW II TW III TW IV
Langkah-langkah /aktivitas pencapaian target 

IKU
TW I TW II TW III TW IV

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

1. Menginformasikan tata kelola administrasi 

keuangan kepada seluruh PPTK  dan 

mengingatkan kembali fungsi PPTK sebagai 

pengendali kelangsungan kegiatan sesuai 

perencanaan dan aliran kas yang sudah dibuat 

sebelumnya

2. Rapat evaluasi pencapaian kinerja triwulanan 

(output, serapan anggaran dan capaian fisik) dan 

monitoring tindak lanjut jika ditemukan ada 

kendala
3. Memberikan teguran kepada KPA/PPTK/PPK 

yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana 

mestinya

NIP. 196709281992032002

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, MSi

12 bulan96% 1 Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja

1. Penatausahaan keuangan 

SKPD

Pembayaran honorarium 

pengelola keuangan OPD

Padanng,     Maret 2019

5. Meningkatnya tata kelola 

organisasi

b. Persentase capaian 

realisasi fisik dan keuangan 

pelaksanaan program / 

kegiatan 



TW I TW II TW III TW IV

1 1 TW 1 62% 67% 108.06% 1 Menyurati kab/kota terkait inventarisasi penyusunan dokumen KLHS dan 

dokumen perencanaan lainnya

1 1 Valuasi Ekonomi Lingkungan 

Melalui Insentif, Disinsentif 

dan Pendanaan Lingkungan

Jumlah instrumen valuasi ekonomi 

lingkungan (insentif, disinsentif dan 

pendanaan lingkungan) yang disusun; 

Jumlah peserta sosialisasi

1 draft dokumen; 50 

orang

1 draft dokumen; 

50 orang

87,775,200       86,705,350        

TW 2 63% 67% 108% 2 Melakukan rapat koordinasi terkait dengan rencana penyusunan dokumen 

perencanaan lingkungan baik yang disusun oleh kab/kota maupun provinsi

2 1  draft dokumen 1  draft dokumen 65,000,000       62,500,003        

TW 3 64% 67% 108% 3 Melakukan pembinaan Kab/Kota terkait dengan  penyusunan DDDTLH, 

RPPLH dan KLHS 

TW 4 65% 67% 108% 4 Melakukan validasi KLHS, RDTR, RPJMD, Revisi RTRW 3 371,942,900     323,250,281      

5 Melakukan Bimbingan Teknis integrasi DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem 

kedalam muatan KLHS

6 Rapat Koordinasi IEL Koordinasi pembahasan data-data kebutuhan dan 

mekanisme kajian serta jadwal pemantauan lapangan

7 Melaksanakan pengambilan data pengelolaan sampah kab/kota terkait 

penyusunan dokumen IEL

8 Rapat pelaksanaan hasil pengolahan dan analisis data pengelolaan sampah 

serta membahas mekanisme kuisioner WTP pengelolaan sampah serta 

membahas mekanisme kuisioner WTP pengelolaan sampah TPA regional 

Payakumbuh

9 Melakukan identifikasi kebutuhan data dan metodologi dalam rangka 

penyusunan DDDTLH

10
Melakukan rapat dengan KLHK terkait dengan identifikasi data dan 

metodologi penyusunan DDDTLH Laut serta kunjungan lapangan

11
Melakukan rapat penyampaian hasil pembinaan dan evaluasi penyusunan 

RPPLH kab/kota

2 Persentase pemanfaatan 

instrumen penataan lingkungan 

TW 1  -  -  - 1 Rapat Koordinasi penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 1 1 Pembinaan dan Evaluasi 

kinerja penatalaksanaan 

proses penilaian/ 

pemeriksaan dokumen 

lingkungan hidup

Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja 

penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal 

atau pemeriksaan UKL-UPL nya; Jumlah 

kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait 

pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya

11 Kab/Kota; 3 

Kab/Kota

11 Kab/Kota; 3 

Kab/Kota

80,356,500       79,962,500        

TW 2  -  -  - 2 Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan valuasi lingkungan melalui 

insentif dan pendanaan lingkungan

2 Pembinaan dan Evaluasi 

Penyusunan RPPLH 

Berbasis Daya Dukung dan 

Daya Tampung Lingkungan

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi 

penyusunan RPPLH berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan

7 kab/kota 10 kab/kota 32,759,200       31,553,800        

TW 3  -  -  - 3 Melakukan pembinaan Kab/Kota terkait dengan  penyusunan DDDTLH, 

RPPLH dan KLHS 

3 Pembinaan KLHS Terhadap 

Dokumen Perencanaan;

5 kab/kota; 65 

orang; 2 dokumen

5 kab/kota; 65 

orang; 2 dokumen

712,267,613     545,496,700      

TW 4 75% 75% 100% 4 Melakukan Bimbingan Teknis integrasi DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem 

kedalam muatan KLHS

5 Melakukan Validasi KLHS RPJMD 4 Pembinaan Hukum dan 

Perizinan Lingkungan

Jumlah instansi lingkungan hidup dan 

pemilik usaha kegiatan dan/atau kegiatan 

yang dilakukan pembinaan hukum dan 

perizinan; jumlah pemilik usaha dan/atau 

kegiatan yang dilakukan pembinaan, 

pengawasan, monitoring evaluasi dan tindak 

lanjut terhadap sanksi hukum yang

diterbitkan

3 kab/kota; 16 objek 3 kab/kota; 16 

objek

75,248,000 69,228,187

6 Melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen penataan lingkungan 

(DDDTLH) dalam penyusunan KRP kab/kota

5 Penaatan Hukum Lingkungan Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat 

diselesaikan; jumlah kasus lingkungan hidup 

yang difasilitasi penyelesaiannya; Jumlah 

objek yang akan dilakukan monev dan 

implementasi penerapan sanksi

4 kasus; 14 kasus; 6 

objek

3 kasus; 12 kasus; 

6 objek

152,182,000 145,127,898

2. Mengevaluasi muatan 

integrasi KLHS/DDDTLH dalam 

dokumen perencanaan lain
Penyusunan peraturan 

perundang undangan bidang 

lingkungan hidup

Jumlah peraturan perundang-undangan di 

bidang lingkungan hidup yang disusun

4 peraturan (Perda; 

Pergub/Kepgub)

Tata Lingkungan 

dan Penaatan 

Hukum 

Lingkungan

Jumlah kab/kota yang dibina dalam 

pelaksanaan KLHS terhadap dokumen 

perencanaan; Jumlah peserta 

sosialiasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS; 

Jumlah dokumen KLHS Revisi RPJPD yang 

disusun

 REALISASI 

ANGGARAN 

LANGKAH-LANGKAH/AKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET IKU 

Terwujudnya penataan 

lingkungan hidup

Persentase kecukupan 

instrumen penataan lingkungan  

di Sumbar 

1. Belum sempurnanya KLHS yang 

disusun oleh Kab/Kota terkait muatan 

analisis DDDTLH berbasis jasa 

ekosistem

1. Melakukan Bimbingan Teknis 

integrasi DDDTLH Berbasis 

Jasa Ekosistem kedalam 

muatan KLHS

Tata Lingkungan, 

Perlindungan dan 

Konservasi 

Sumber daya Alam

Penyusunan Dokumen Daya 

Dukung Daya Tampung 

Lingkungan Hidup Berbasis 

Jasa Ekosistem Perairan Laut

Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa 

Ekosistem Perairan Laut

2. belum maksimalnya integrasi 

KLHS/DDDTLH ke dalam dokumen 

perencanaan lain

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

REALISASI ANGGARAN

REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI % CAPAIAN
 PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 

HAMBATAN/PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

3 Pergub



 REALISASI 

ANGGARAN 
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

REALISASI ANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI % CAPAIAN
 PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 

HAMBATAN/PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 
2 Terkendalinya pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

hidup

1 Persentase penurunan beban 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

TW 1  -  -  - 1 Melakukan inventarisasi kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan 

masyarakat yang telah ditinggalkan (Lahan Akses Terbuka - LAT) 

1. Ketersediaan anggaran yang 

tersedia, sehingga jumlah dan luasan 

lahan akses terbuka yang bisa tangani 

dan dipulihkan menjadi sangat terbatas

1. Mengusulkan alokasi 

anggaran melalui APBD 

Prov.Sumatera Barat dan APBN 

dari KLHK

1 1 Penilaian Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Usaha dan/atau 

Kegiatan  (PROPER Daerah)

Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja 

pengelolaan lingkungan hidupnya

15 objek / kegiatan 15 objek / 

kegiatan

       72,669,000          72,546,250 

TW 2  -  -  - 2 Menindaklanjuti hasil inventarisasi kerusakan lahan akses terbuka (LAT)  

dengan langkah-langkah membuat kesepakatan masyarakat pemilik lahan 

dalam bentuk proposal, melakukan kajian sosial, studi kelayakan, review 

kesesuaian tata ruang.

2. Surat Perintah terkait kegiatan 

pemanfaatan lahan gambut oleh 

pelaku usaha/kegiatan pemegang 

HGU dari KLHK belum terbit

2. Meminta kepada pelaku 

usaha/kegiatan yang 

memanfaatkan lahan gambut 

untuk melakukan evaluasi 

terhadap aktifitas 

usaha/kegiatan.

2 Pengawasan dan 

Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan

Jumlah objek kegiatan yang dilakukan 

wasdal kerusakan lingkungan

10 objek 11 objek        68,398,000          63,891,250 

TW 3  -  -  - 3 Melakukan verifikasi lapangan terhadap kegiatan pemanfaatan lahan gambut 

oleh pelaku usaha/kegiatan pemegang HGU 

3. Melakukan koordinasi dengan 

KLHK, karena kewenangan 

berada di KLHK

3 Pemantauan Kualitas Lahan 

dan Biota Laut

Jumlah objek biomassa dan objek gambut 

yang dipantau

1 objek biomassa; 3 

objek gambut dan 6 

objek mangrove

2 objek biomassa; 

3 objek gambut; 6 

objek mangrove

       51,628,000          51,487,200 

TW 4 5% 5% 100% 4 Melakukan inspeksi/evaluasi PROPER dan PROPERDA 4 4 kab/kota 5 kab/kota        19,640,000          17,458,000 

5 Melakukan pemantauan terhadap pesesir dan laut serta objek mangrove

6 Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi 

lokasi sebaran mangrove untuk menentukan kerapatan tajuk mangrov dan 

tingkat kerusakan hutan mangrove7 Menghimpun data beban pencemaran dari masing-masing objek 

PROPERDA dan PROPER 

2 1 2 laporan 2 laporan      125,880,000        125,277,700 

8 Perhitungan beban pencemaran dan/atau tingkat kerusakan 

2 Indeks Pencemaran Air (IPA) TW 1  -  -  - 1 Rapat Koordinasi dalam rangka menyusun strategi pemantauan kualitas air 

sungai skala provinsi

1. Kekurangan personil dalam 

melakukan pemantauan kualitas air 

danau

1. Mengajukan penambahan 

personil laboratorium

1 1      202,042,000        200,313,127 

TW 2  -  -  - 2 Melakukan penetapan parameter kualitas air sungai untuk pemantauan 

lapangan

2.Masih belum tersedianya alat dan 

bahan yang memadai untuk analisa 

kualitas air di Laboratorium DLH Prov.

2. Melakukan pengadaan alat 

dan bahan untuk percepatan 

operasional laboratorium

TW 3  -  -  - 3 Inventarisasi dan pengumpulan data-data sumber pencemar yang 

berkontribusi mempengaruhi kualitas air sungai

3. Data hasil uji laboratorium lambat 

diterima dari laboratorium kesehatan

3. Melakukan kerjasama dengan 

UPTD Labkes dalam 

pengambilan sampel dan 

analisis laboratorium

TW 4 1 < IPA <= 5

(cemar ringan)

4 Melakukan pemantauan kualitas air (sampling dan analisis laboratorium) 2 Pemantauan pesisir dan laut 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota        28,697,000          26,667,000 

5 Mengidentifikasi kegiatan/aktivitas sumber pencemar pada lokasi titik sampel

6 Evaluasi hasil pemantauan sungai skala provinsi tahap I

7 Perhitungan indeks kualitas air,

8 follow up dan tindak lanjut hasil pemantauan.

3 Indeks Pencemaran Udara 

(IPU)

TW 1  -  -  - 1 Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan passive 

sampler di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tidak ada kendala, sesuai dengan 

perencanaan

- 1 1 Pemantauan Kualitas Udara 

Ambient

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau 

kualitas udara ambien

10 Kab/Kota 12 kab/kota        47,985,000          47,983,800 

TW 2  -  -  - 2 Melaksanakan bimbingan teknis pemantauan kualitas udara dengan metode 

passive sampler yang diikuti oleh Instansi LH Kab/Kota

TW 3  -  -  - 3 Pendistribusian tiang pemantau udara ambien udara ambien metode passive 

sampler ke Instansi LH Kab/Kota

TW 4 IPU < 11

(sangat baik)

7.39 100% 4 Melakukan pemantauan kualitas udara ambien metode real time di 

Kabupaten Kota

5 Berkoordinasi dengan KLHK mengenai evaluasi pelaksanaan pemantauan 

kualitas udara ambien metode passive sampler Tahap I, dan rencana 

pelaksanaan Tahap II.

6 Perhitungan ISPU,

7 Follow up hasil pemantauan

3 1 TW 1 5% 5% 100% 1 Melakukan koordinasi dengan kabupaten/Kota dan pihak terkait mengenai  

pelaksanaan kegiatan

1 1 Pemetaan Ekosistem 

Pemeliharaan Lingkungan 

dan Keanekaragaman Hayati

Jumlah Ekosistim yang dilakukan pemetaan 

potensi kawasannya; jumlah dokumen profil 

kehati

4 kawasan; 1 

dokumen

4 kawasan; 1 

dokumen

207,414,000     203,317,676      

TW 2 12% 12% 100% 2 Melakukan pembinaan ke Kab/Kota

TW 3 18% 18% 100% 3 Seleksi calon lokasi Proklim yang akan diusulkan ke tingkat nasional

TW 4 20% 20.0% 100% 4 Survey dan pemetaan potensi kawasan pemeliharaan lingkungan di Kab/Kota 2 1 7 kab/kota 7 kab/kota 130,260,000     29,755,300        

5 Verifikasi lapangan terhadap lokasi usulan bersama tim verifikator terkait 

kegiatan adaptasi, mitigasi perubahan iklim serta kelompok masyarakat 

(kelembagaan) pada lokasi usulan

6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan lingkungan

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

Terwujudnya upaya-upaya 

pemeliharaan / konservasi 

lingkungan hidup

Persentase peningkatan upaya-

upaya pemeliharaan lingkungan 

yang sesuai kriteria

Belum optimalnya melakukan 

pembinaan terhadap lokasi proklim 

yang diusulkan kab/kota karena 

keterbatasan anggaran, sehingga 

pembinaan hanya dapat dilakukan 

sebanyak target yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan. 

membuat skala prioritas 

pengusulan lokasi Proklim pada 

lokasi-lokasi  unggulan

 Tata Lingkungan, 

Perlindungan dan 

Konservasi 

Sumber daya Alam

Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

Pembinaan adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim 

(Proklim)

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam 

pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Sumber 

Air Skala Provinsi

Jumlah sungai skala provinsi dan danau 

yang dipantau

10 sungai; 4 danau

4. Meningkatkan koordinasi 

dengan Laboratorium Kesehatan 

terkait percepatan penyediaan 

data hasil uji laboratorium

jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir 

pantai dan muara sungai yang dipantau 

kualitas air lautnya

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

3.  Di dalam dokumen lingkungan 

hidup usaha/kegiatan belum 

mengakomodir  pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan  gambut 

4. Dokumen rencana pemulihan 

menjadi kewenangan KLHK

5. Pemilik usaha/kegiatan belum 

mentaati izin pembuangan limbah cair 

terkait dengan baku mutu dan 

ketentuan teknis

4. Membuat surat follow up agar 

instansi LH yang menerbitkan 

izin lingkungan melakukan 

penapisan terkait perlu tidaknya 

perubahan izin lingkungan

5. Meminta kepada pemilik 

usaha/kegiatan untuk perbaikan 

kinerja IPAL dan pemenuhan 

ketentuan teknis

Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Percepatan 

Pembangunan Sanitasi 

Permukiman (PPSP)

Jumlah kab/kota yang 

dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP

Pengembangan 

Sistem Dan 

Pengelolaan 

Persampahan 

Regional

Pemantauan kualitas 

lingkungan kawasan TPA 

Sampah Regional

Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA 

Sampah Regional yang dipantau

10 sungai; 4 

danau



 REALISASI 

ANGGARAN 
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

REALISASI ANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI % CAPAIAN
 PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 

HAMBATAN/PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 
7 Skoring dan pengumuman hasil verifikasi

8 Penetapan lokasi Proklim dan kawasan keanekaragaman hayati

9 Membuat surat tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan

10 Penyusunan buku profil kehati

11 Melakukan sosialisasi terkait RP Danau dan bersih-bersih danau maninjau

4 1 TW 1  -  -  - 1 Melakukan Pembinaan dan Penilaian langsung ke objek dan stakeholder 

terkait.

1 Pembinaan dan Penilaian 

Peranserta Masyarakat dan 

Kelompok Peduli Lingkungan 

Hidup (Kalpataru)

Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan

sebagai calon penerima kalpataru

4 orang/kelompok 4 orang/kelompok 62,216,000       61,034,186        

TW 2  -  -  - 2 Melakukan penjaringan terhadap masyarakat atau kelompok yang berperan 

aktif dalam program penyelamatan lingkungan.

2 Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Pendidikan Dasar 

dan Menengah dalam 

Pelestarian Lingkungan Hidup 

(Adiwiyata)

Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai

dalam program adiwiyata; jumlah peserta

bimtek tim adiwiyata; jumlah peserta

sosialisasi adiwiyata

50 Sekolah; 80 

orang; 150 orang

50 Sekolah; 80 

orang; 150 orang

441,436,000     437,494,238      

TW 3  -  -  - 3 Melakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi terhadap masyarakat, Instansi 

dan Stakeholder terkait dalam rangka peningkatan peranserta.

3 GEPULING (Gerakan 

Penyuluhan Lingkungan)

Jumlah penyuluh multi sektor yang 

ditingkatkan wawasan lingkungannya dan 

diberdayakan dalam penyebarluasan 

informasi lingkungan hidup

70 orang 50 orang 49,236,000       48,470,500        

TW 4 5% 5.93% 119% 4 Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota serta Instansi terkait dalam upaya 

pelaksanaan kegiatan peningkatan peranserta.

4 Peningkatan edukasi dan 

komunikasi masyarakat di 

bidang lingkungan hidup

Jumlah rangkaian acara edukasi dan 

kampanye lingkungan hidup

1 even 1 even 122,020,000     110,606,650      

5 Melakukan Study Komparatif dalam rangka peningkatan kapasitas dan 

peranserta.

5 Penyusunan Dokumen 

Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah 

(DIKPLHD)

Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang 

dicetak;

Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai 

Penyusun Buku DIKPLHD terbaik Tingkat 

Propinsi Sumatera Barat

40 buku; 1 draft; 55 

orang; 5 kab/kota

40 buku; 55 orang 210,941,520     205,963,700      

6 Penjaringan dan pengusulan ke KLHK untuk masyarakat/kelompok 

masyarakat / lembaga yang berperan aktif dan akan dicalonkan dalam 

penghargaan lingkungan (kalpataru, adiwiyata, proklim, Adipura)

2 240,600,000     237,339,700      

7 Penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

melalui website DLH dan situs berita online.

8 Melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya seperti perusahaan/swasta 

agar dapat membantu pengembangan peran serta masyarakat dana CSR. 

(Penyerahan peralatan dari perusahaan ke dasa wisma )  

162,996,000     161,760,934      

9 Pendampingan pembentukan bank sampah

10 Penyerahan penghargaan (reward) 632,200,000     611,421,450      

3 105,976,000     102,169,450      

2 Pembinaan adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim 

(Proklim)

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam 

pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim

7 kab/kota 10 kab/kota 130,260,000     129,755,300      

3 Pilot projek pengelolaan LB3 Jumlah dokumen FS pengelolaan LB3 yang 

disusun

1 dokumen 1 dokumen 322,851,000     316,483,250      

4 Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Limbah B3

Jumlah objek kegiatan yang dilakukan 

pembinaan dan pemantauan dalam 

pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, 

pengumpul, pengangkut)

15 objek 16 objek 88,208,000       88,205,000        

4 1 Monitoring Dan Evaluasi 

Program/Kegiatan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Jumlah peserta Rakor PLH;

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring 

dan evaluasi

19 kab/kota; 67 

orang

7 kab/kota; 72 

orang

67,271,000       66,871,500        

2 Perlindungan atmosfir dari 

perusak ozon (BPO) dan 

emisi gas rumah kaca (GRK)

Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi 

pemakaian bahan perusak ozon dan emisi 

gas rumah kaca

7 kab/kota 9 kab/kota 33,560,000       33,031,500        

Tata Lingkungan, 

Perlindungan dan 

Konservasi 

Sumber daya Alam

Penigkatan Pemulihan 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Perkotaan (Adipura)

Jumlah kab/kota yang dibina; Jumlah 

peserta yang mengikuti sosialisasi

13 kab/kota; 105 

orang

3 Peningkatan peran serta 

masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat 

yang mengaplikasikan 3R sampah; Jumlah 

peserta bimtek

2 Pembinaan Pengelolaan 

Sampah Kabupaten/Kota

Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam 

pengelolaan persampahan; Jumlah peserta 

bimtek

19 kab/kota; 40 

orang

8 

kegiatan/kelompok; 

57 orang; 300 orang

Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan  

Lingkungan Hidup

1

1 Peningkatan Implementasi 

Gerakan Sumbar Bersih

Jumlah kecamatan dan kelurahan yang 

dibina dan dinilai;  Jumlah peserta sosialisasi

12 kec 7 kel; 60 

orang

Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

Meningkatnya kapasitas 

dan peranserta 

stakeholders

Persentase peningkatan jumlah 

masyarakat/ kelompok 

masyarakat / lembaga yang 

berperan aktif  dalam program 

penyelamatan lingkungan 

1. Tidak tersedianya anggaran untuk 

pelaksanaan kegiatan, akibatnya 

adanya pemotongan anggaran, 

sehingga harus menunggu anggaran 

perubahan.

2. Terjadinya perubahan aturan dan  

mekanisme penilaian, sehingga perlu 

disesuaikan kembali dengan anggaran 

yang tersedia.

3. Terjadinya pergantian 

kepemimpinan baik instansi, maupun 

sekolah di daerah yang menjadi objek, 

sehingga menghambat jalannya 

kegiatan.

4. Sulit mengakses informasi 

keberadaan masyarakat/kelompok 

masyarakat yang berperan aktif dalam 

penyelamatan lingkungan

1. Melakukan prioritas terhadap 

perencanaan kegiatan, sehingga 

tidak terjadi pengurangan dana 

pada kegiatan yang penting.

2. efisiensi penggunaan 

anggaran

3. Melakukan rapat dengan tim 

dalam pencarian solusi

4. Memperbanyak publikasi 

lingkungan melalui media massa 

dengan memanfaatkan forum 

wartawan lingkungan untuk 

menyebarluaskan informasi 

penjaringan masyarakat peduli 

lingkungan

1 Program 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Akses Informasi 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan Hidup

 Pengembangan 

Kinerja 

Pengolahan 

Persampahan

12 kec 7 kel; 60 

orang

19 kab/kota; 40 

orang

8 

kegiatan/kelompo

k; 57 orang; 300 

orang

9 kab/kota; 105 

orang



 REALISASI 

ANGGARAN 
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

REALISASI ANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI % CAPAIAN
 PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 

HAMBATAN/PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 
5 Meningkatnya tata kelola 

organisasi

1 Nilai evaluasi AKIP OPD TW 1 -  -  - 1 Penelaahan terhadap hasil penilaian SAKIP Dinas LH tahun 2018 oleh 

Inspektorat

1 1 Bimbingan teknis 

implementasi peraturan 

perundang-undangan

Jumlah keikutsertaan aparatur dalam

bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

18 orang 4 orang 59,103,594       54,580,500        

TW 2 B BB 108.9% 2 Memperbaiki SAKIP Dinas LH berdasarkan hasil penelaahan dan 

rekomendasi dari hasil penilaian Inspektorat

2. Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

9 dokumen 7 dokumen      160,155,800        157,083,500 

TW 3 3 Koordinasi/pendampingan oleh Biro Organisasi dan Inspektorat 3 Penyusunan perencanaan 

dan penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan 

penganggaran SKPD

8 dokumen 7 dokumen 9,539,750         9,421,300          

TW 4 4 Rapat evaluasi pencapaian kinerja triwulanan (perjanjian kinerja eselon II 

hingga IV)

4 Pengelolaan, pengawasan 

dan pengendalian aset OPD

pembayaran honor pengawasan dan 

pengendalian aset OPD

12 bulan 9 bulan 67,380,456       67,024,662        

5 Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rapat evaluasi pencapaian 

kinerja

2 1 1 paket 1 paket 1,266,255,098  1,203,282,150   

6 Pengimplementasian mekanisme reward and punishment

7 Perbaikan aplikasi SILPU untuk mengakomodir masukan dari inspektorat 

agar seluruh ASN DLH diukur pencapaian kinerjanya melalui aplikasi ini

3 1 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Tersedianya materai, paket pengiriman surat 

dan BBM yang disediakan

12 bulan 12 bulan 75,800,000 62,833,250

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rekening listrik, telepon, air, 

faximile, internet

12 bulan 12 bulan 300,000,000 251,638,010

3 Penyediaan Jasa Kebersihan, 

Pengamanan dan Sopir 

Kantor

Jumlah pembayaran honorarium jasa 

kebersihan, tenaga

pengaman dan sopir kantor

12 bulan (14 orang 

tenaga pengaman; 8 

orang tenaga sopir; 

5 orang tenaga 

kebersihan)

12 bulan 1,068,800,009 1,031,381,586

4 Penyediaan Jasa Jaminan 

Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi 

asuransinya

10 kendaraan

roda empat; 1

bangunan kantor

10 kendaraan

roda empat; 1

bangunan kantor

85,000,000 84,937,946

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 60,000,000 59,969,800

6 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 50,000,000 49,918,950

7 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan 12 bulan (10 

komponen)

12 bulan 7,488,232 7,477,500

8 Penyediaan Bahan Bacaan 

Dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Media/surat kabar harian yang 

disediakan

12 bulan 12 bulan 24,240,000 24,235,000

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar 

Daerah

Jumlah pelaksanaan konsultasi dan 

koordinasi ke dalam dan luar daerah

41 kali 29 kali 788,190,110 783,827,225

10 Penyediaan Jasa Informasi, 

Dokumentasi dan Publikasi

Terlaksananya penyediaan jasa 

dokumentasi dan publikasi

12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000

11 Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Tersedianya makan dan minum kantor 12 bulan 12 bulan 50,000,000 49,996,500

4 1 Pengadaan Mebeleur Jumlah unit meubeleur yang diadakan 6 jenis (30 unit meja 

staf, 1 paket meja 

rapat, 20 unit kursi 

rapat,50 unit kursi 

staf, 1 unit lemari 

arsip, 1 unit lemari 

lab)

6 jenis (10 unit 

meja staf, 1 paket 

meja rapat, 20 unit 

kursi rapat,50 unit 

kursi staf, 1 unit 

lemari arsip, 1 unit 

lemari lab)

227,661,588 225,900,000

2 Pengadaan Komputer dan 

Jaringan Komputerisasi

Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, 

scaner

5 jenis (15 unit

PC, 5 unit laptop, 2 

unit HD external, 8 

unit printer, 1 unit 

UPS)

5 jenis (15 unit 

PC, 5 unit

laptop, 2 unit

HD external, 8 

unit printer, 1 unit 

UPS)

337,900,000 333,983,500

Pelayanan 

Adminstrasi 

Perkantoran

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasaranan 

Aparatur

1. Masih terdapat beberapa 

permasalahan, khususnya berkaitan 

dengan implementasi reward and 

punishment dalam konteks SAKIP

2. Aplikasi SILPU belum dapat 

mengakomodir kebutuhan untuk 

pengukuran kinerja seluruh staf, tidak 

saja pejabat struktural

1. Koordinasi dengan Biro 

Organisasi, Inspektorat dan 

BKD

2. Meminta bantuan staf 

fungsional IT untuk 

menyempurnakan aplikasi

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan  

Lingkungan Hidup

Pengadaan peralatan, 

Suporting Laboratorium dan 

Bahan Kimia

Jumlah pengadaan peralatan, supporting 

laboratorium dan bahan kimia yang 

disediakan



 REALISASI 

ANGGARAN 
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TARGET

REALISASI ANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI % CAPAIAN
 PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 

HAMBATAN/PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 
3 Pengadaan Peralatan Studio 

komunikasi dan informasi

Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan 

informasi

1 set audio

sound sistem; 1

unit drone; 1 unit 

camera handicam; 2 

unit camera digital; 2 

paket CCTV

1 set audio

sound sistem; 1 

unit drone; 1 unit 

camera handicam; 

2 unit camera 

digital; 2 paket 

CCTV

267,000,000 262,500,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Terlaksananya paket pemeliharaan gedung 

kantor 1 paket 1 paket

320,000,000 317,115,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan 

asuransi kendaraan

9 unit mobil 9 unit mobil 74,762,950 73,561,852

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan/Perlengkapan 

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan AC 20 unit AC; 3 unit 

AC Floor Standing; 3 

unit server; 12 unit 

komputer, 17

unit laptop; 13 unit 

printer, 1 unit fax, 4 

unit telp; 1 unit smart 

tv, 1 paket cctv, 1 

unit mesin absensi

20 unit AC; 3 unit 

AC Floor 

Standing; 3 unit 

server; 12 unit 

komputer, 17

unit laptop; 13 unit 

printer, 1 unit fax, 

4 unit telp; 1 unit 

smart tv, 1 paket 

cctv, 1 unit mesin 

absensi

41,200,000 39,579,700

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Instalasi dan Jaringan

Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan 

jaringan listrik, telp dan air

12 bulan 12 bulan 66,000,000 65,680,000

8 Pengadaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan komputer dan 

jaringan komputerisasi

2 unit tempat

sampah; 3  unit AC 

split; 1 unit AC floor 

standing, 2 unit 

smartboard

2 unit tempat

sampah; 3  unit 

AC split; 1 unit AC 

floor standing, 2 

unit smartboard

492,700,000 483,925,800

5 1 Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT 82 stel 82 stel        61,500,000          60,500,000 

6 1 Pengendalian dan 

operasional UPTD TPA 

Sampah Regional

Terlaksananya operasional TPA 2 TPA 2 TPA   3,233,884,000        125,277,700 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasaranan 

Aparatur

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Pengembangan 

Sistem Dan 

Pengelolaan 

Persampahan 

Regional
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDU P 
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG 

Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id 

KEPUTUSAN KEPALA 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT 

NOMOR: 660 / 17 / SK/ SEKRE/ DLH-2019 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban dan 
tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. 
Sumatera Barat atas pelaksanaan program/kegiatan dan 
penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
tahun 2019, perlu dibentuk tim yang akan bertugas untuk 
melakukan evaluasi dari sistem akuntabiltas dan tim yang 
menyusun dokumen laporan kinerja DLH Prov. Sumbar 
Tahun 2019, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat clan 
staf di lingkungan DLH Prov. Sumatera Barat; 

Mengingat: 

b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim 
Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang 
Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979; 

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara nomor 3851); 

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang 
Pemerintahan Daerah; 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 



Menetapkan 

KESA TU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663) ; 

8 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 ten tang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9 Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 
tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 
Bar at. 

MEMUTUSKAN 

Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan 
Hidup tahun 2019, dengan susunan personil sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; 

Tim Akuntabilitas Kinerja ini terbagi atas 2 (dua), yakni : 
1. Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas; 
2 . Tim Penyusun Dokumen Laporan Kinerja. 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA point 1 
(satu) mempunyai tugas sebagai berikut : 
a . Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan 

dalam mengevaluasi Perencanaan Strategis, Rencana 
Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran 
Kinerja di lingkungan DLH Prov. Sumbar; 

b . Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
melalui rapat-rapat internal dalam rangka pencapaian 
taget setelah dilakukan pengumpulan dan 
penganalisaan data; 

c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator 
yang telah ditetapkan dalam lembar / dokumen 
perjanjian kinerja setiap triwulannya; 

d. Mengkoordinir pelaksanaan pelaporan, pemantauan, 
pengukuran dan evaluasi capaian cascading kinerja 
oleh setiap pejabat eselon secara elektronik melalui 
aplikasi silpu .dlh.sumbarprov.go.id; 

e . Menyampaikan data dan hasil evaluasi pada tim 
penyusun dokumen laporan kinerja sebagai bahan 
dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LAKIP). 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA point 2 
(dua) mempunyai tugas sebagai berikut: 
a . Ketua Pelaksana bertugas: 



KETIGA 

• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan 
dokumen-dokumen Akuntabilitas Kinerja Tahun 
2019 DLH Prov. Sumatera Barat yang meliputi: 
Rencana Kerja Tahunan; Indikator Kinerja utama; 
Perjanjian Kinerja; Perjanjian Kinerja Es III dan IV; 
Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja. 

• Menjamin ketepatan waktu penyampaian materi 
untuk dikompilasi menjadi dokumen Akuntabilitas 
Kinerja. 

• Memastikan penyampaian dokumen Akuntabilitas 
Kinerja ke instansi yang akan melakukan reviu dan 
instansi lainnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur 
Sumatera Barat setelah mendapat pengesahan dari 
Kepala Dinas selaku Penanggungjawab Akuntabilitas 
Kinerja. 

b. Sekretaris bertugas melakukan verifikasi terhadap 
muatan/materi dokumen Akuntabilitas Kinerja yang 
telah dikompilasi oleh sekretariat, bahwa 
muatan/materi tesebut telah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang penyusunan 
Akuntabilitas Kinerja dan memastikan bahwa telah 
dilakukan perhitungan terhadap capaian kinerja dan 
menyusun analisis-analisis yang memadai untuk setiap 
indikator kinerja yang diperjanjikan; 

c. Koordinator bertugas menyusun dan bertanggungjawab 
atas penetapan target, perhitungan realisasi dan 
capaian pada setiap indikator kinerja yang menjadi 
tanggungjawabnya; membuat analisis-analisis 
sebagaimana diminta oleh peraturan perundang
undangan tentang penyusunan dokumen-dokumen 
Akuntabilitas Kinerja; serta menyusun dan memonitor 
pencapaian rencana aksi; 

d. Anggota/penulis bertugas melakukan penyusunan draft 
materi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 meliputi 
perhitungan dan analisis terhadap capaian kinerja pada 
setiap indikator kinerja yang menjadi 
tanggungjawabnya sesuai arahan dari koordinator 
untuk kemudian disampaikan kembali kepada 
koordinator agar dapat dilakukan penyempurnaan 
seperlunya; 

e . Sekretariat bertugas melakukan pengabungan materi 
Akuntabilitas Kinerja dari seluruh koordinator menjadi 
draft Akuntabilitas Kinerja DLH Prov. Sumbar untuk 
kemudian diteruskan ke Sekretaris Dinas selaku Ketua 
Pelaksana penyusunan Akuntabilitas Kinerja agar dapat 
diverifikasi dan diperiksa kesesuaian muatan dan 
penulisannya dengan ketentuan yang berlaku dan 
menyediakan bahan-bahan atau data kinerja serta 
menyiapkan administrasi kegiatan dalam rangka 
mendukung kelancaran operasional kegiatan 
penyusunan dokumen-dokumen Akuntabilitas Kinerja 
DLH Prov. Sumatera Barat Tahun 2019. 

Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 DLH 
Prov. Sumatera Barat, bertanggungjawab kepada Kepala 
DLH Prov. Sumatera Barat. 



KEEMPAT 

KELI MA 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini 
dibebankan pada DPA DLH Prov. Sumatera Barat Tahun 
Anggaran 20 19. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 

Ditetapkan di Padang . 
pada tanggal /)o fiJ,rua r-• 2019 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
PROVINS! UMATERA BARAT 

, M.Si 
Pem na Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 

Tembusan ini disampaikan kepada Yth: 
1. Bpk. Gubernur Sumatera Barnt di Padang (sebagai laporan); 
2. Sdr. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat; 
3 . Yang bersangkutan; 
4. Pertinggal. 



LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SUMBAR TAHUN 
2019 

NOMOR : 660/ c1 /SEKRE/DLH-2019 
TANGGAL : JO FEBRUARI 2019 
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILTAS TAHUN 2019 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM 

No Nama Jabatan/ instansi Kedudukan dalam tim 

1 Ir. Siti Aisyah, M.Si Kepala Dinas Penanggungjawab 

2 Ir. Novarita Sekretaris Ke tu a 

3 Adrian, ST Kasubag. Program dan Keuangan Sekretaris 

4 Widian Nigrum, S.Pt Staf Subag. Program Sekretariat 

5 Citra Apro Amor, S.SI Staf Subag. Program Sekretariat 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
PROVINSI 



LAMPIRAN 2: KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2019 
NOMOR 660// It /SEKRE/DLH-2019 
TANGGAL ~O FEBRUARI 2019 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 

No Nama 

1 
Ir. Siti Aisyah, M.Si 

2 Ir. Novarita 

3 Yosmike Yusra, SE, M.Si 

4 Siska Wardeni, ST, M.Eng 

5 Desrizal, ST 

6 Febri Yenti Jafri, SH, M.Hum 

7 Devi Hendra, S.Si 

8 Petriawati, SE, MM 

9 Dasril, SP 

10 Ir. Vianti Zami, M.Si 

11 Teguh Arifianto, ST 

12 M. Arief Noviady, ST, M.Si 

13 Dedi Harian, ST 

14 Aulia Ramadhani S.Si M.Si 

15 Adrian, ST 

16 Noveri, SE 

17 Widian Nigrum, S.Pt 
18 Citra Apro Amor S.SI 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM 

Jabatan/instansi Kedudukan dalam tim 

Kepala Dinas Penanggungjawab 

Ketua Pelaksana merangkap Sekretaris/Editor 
Sekaligus Koord inator dari indikator kinerja 

Sekretaris 1. Nilai evaluasi AKIP OPD 
2. Persentase capaian realisasi fisik dan 

keuan11:an nelaksanaan nrogram I kel!:iatan 
Koordinator untuk indikator k ine rj a : 
1. Persentase kecukupan instrumen penataan 

lingkungan di Sumbar 
Kabid. TL 2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan 

lingkungan 
3. Persentase peningkatan upaya-upaya 

nemeliharaan !inaln 1 ns>an vans> sesuai kriteria 
Kasie Kajian Dampak Anggota/ penulis Lingkungan 
Kasie. Kebijakan 

Anggota/ penulis Wilavah dan Sektor 
Kasie . Penyelesaian 
Sengketa & 

Anggota/ penulis Penegakan Hukum 
Lingkungan 

Anggota/ penulis 

Kasie. Pemeliharaan 
(termasuk juga untuk indikator Persentase 

Lingkungan 
peningkatan jumlah masyarakat / kelompok 
masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam 
nrogram nenvelamatan linP'kungan) 
Koordinator untuk indikat or k ine rja : 
1. Persentase peningkatan jumlah 

Kabid . PSLB3PK masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga 
yang berperan aktif dalam program 
nenvelamatan !inukungan 

Kasie. Peningkatan 
Anggota/penulis Kanasitas 

Kasie . Pengelolaan 
Anggota/ penulis 

Samnah 
Koordinator untuk indikator kinerja : 
1. Persentase penurunan beban pencemaran dan 

Pit. Kabid. P2HPKL kerusakan lingkungan 
2. Indeks pencemaran air sungai (IPA) 
3. Indeks standar pencemaran udara (!PU) 

Kasie . Pencemaran 
Anggota/ penulis Lin11:kun11:an 

Kasie . Kerusakan 
Anggota/ penulis Linl1'kunl1'an 

Kasie. Limbah B3 An11:1rnta I nenulis 
Sekretariat 

Kasubag. Program Sekaligus Anggota/penulis untuk indikator Nilai 

dan Keuangan evaluasi AKIP OPD dan Persentase capaian 
realisasi fisik dan. k e uangan p e lak:san.a.a.n. 

program /kel!:iatan 
Kasubag. TU dan 

Anggota Kene11:awaian 
Staf Su bag. Program Anggota 
Staf Su bag. Program Anggota 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

PROVINSI ~RA BARAT 

Ir. SIJt;c.: 
Pembina Tk. I 

NIP. 19670928 199203 2 002 
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